
SALINAN 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 99 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka integrasi dar_ optimalisasi pengelolaan 
naskah dinas dan pelaksanaan naskah dinas elektronik di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 
Peraturan Gubemur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah 
Dinas dan Peraturan Gubemur Nomor 92 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik di Linglcungan 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang 
Tata Naskah Dinas; 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 93 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 
Tambahan T embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
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5. Peraturar_ Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

6. Peraturar_ Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2014 tenta_ng Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 

MEMUTUSICAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASICAH DINAS. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 

1. Naskah Dinas adalah inforrnasi tertulis sebagai slat komunikasi 
kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang di linglcungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

2. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam 
media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasarx, yang 
dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pirapinan yang berwenang 
di lingictingan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses 
pengambilan putusan dengan berdasarkan tata naskah dinas. 

3 Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang 
meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, 
pengelolaan, clistribusi dan penyimpanan Naskah Dinas serta 
media yang digurialcan dalam komunikasi keclinasan. 

4. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang bertuliskan nama 
jabatan atau nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat 
Daerah yang ditempatk.an  di bagian paling atas hataman kertas. 

5. Kop Naskah Dinas Jabatan Gubemur adalah Kop Naskah Dinas 
dengan menggunakan Lambang Negara untuk menuangkan 
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Walcil 
Gubemur. 

6. Kop Naskah Dinas Perang at Daerah/Unit Kerja pada Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disebut Kop Naskah Dinas PD/UKPD 
adalah Kop Naskah Dinas dengan menggunakan larnbang 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang 
ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja 
pada Perangkat Daerah. 

7. Kop Naskah Dinas PD/ UKPD Beralamat adalah Kop Naskah 
Dinas untuk menuangkan/membuat Naskah Dinas dalam 
bentuk clan susunan smut yang ditandatangani oleh Kepala 
Perangkar Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah. 

S. Kop Naskah Dinas PD/IJKPD Tanpa Alamat adalah Kop Naskah 
Dinas untuk menuangkan/membuat Naskah Dinas dalam 
bentuk dan susunan surat yang ditandatangani oleh Kepala 
Perangkat Daerah Unit Kerja pada Perangkat Daerah. 

9. Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas yang digunakan 
untuk mengesahkan suatu Naskah Dinas setelah ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang. 



10. Stempel Jabatan Gubemur adalah stempel yang dibubuhkan 
pada Naskah Dinas dengan menggunakan lambang negara 
yang ditandatangani oleh Gubemur/Wakil Gubernur. 

11. Papan Nama adalah papan pengenal yang bertuliskan nama 
dan alamat Kantor Gubemur, Perangkat Daerah/Unit Kerja 
pada Perangkat Daerah. 

12. Sampul Naskah Dinas adalah amplop yang bertuliskan nama 
jabatan atau nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada 
Perangkat Daerah yang ditempatkan di bagian atas amplop. 

13. Format adalah pengaturan yang menggambarkan tata letak 
dan reclaksional serta penggunaan latnbang, logo, dan stempel 
dinas 

14. Kewenangan adalah kelcuasaan yang melekat pada suatu jabatan. 

15. Delegasl adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 
dan i pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya. 

16. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh 
atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas tertentu atas 
nama yang memberi mandat. 

17 Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan 
tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk 
menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan 
kewenangan pada jabatannya. 

18. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya 
clisebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai 
kelchususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik lndonesia. 

19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubemur dan 
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Provinsi DIG Jakarta. 

20. Dewar' Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIG 
Jakarta. 

21. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang 
karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pernerintah 
di Provinsi DIG Jakarta. 

22. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi 
Jakarta. 

23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembaritu Gubemur dan Dewan Perwakilan Raltyat Daerah 
dalam penyelenggaraan unman pemerintahan yang menjadi 
kewenargan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

24. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah. 



Pass.! 2 

(1) Sistematika pedoman Tata Naskah Dinas meliputi: 

BAB I MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 

BAB II PENYELENGGARAAN 

BAB III BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS ARAHAN 

BAB IV BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS 
KORESPONDENSI 

BAB V BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS KHUSUS 

BAB VI BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS LAINNYA 

BAB VII PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, 
UNTUK BELIAU, UNTUK PERHATIAN, PELAKSANA 
TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN 

BAB VIII PENULISAN NAMA, PEMARAFAN, PENANDATANGANAN 
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS 

BAB IX PENOMORAN NASKAH DINAS 

BAB X STEMPEL 

BAB XI KOP NASKAH DINAS 

BAB XII PAPAN NAMA 

BAB XIII LOGO 

BAB XIV PEMBINAAN 

BAB XV PENYIMPANAN NASKAH DINAS 

BAB XVI PELAKSANAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

(2) Tata Naskah Dinas sebagaimana ciirnaksud pada ayat (1), 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahlcan dan i Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlalcu: 

1. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata 
Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2016 Nomor 72072); 

2. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 
Nomor 52026); dan 

3. Keputusar_ Gubernur Nomor 56 Tahun 2001 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Perbal Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerinta_h 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlak-u pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provir_si Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 November 2021 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES RASYID BASWEDAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 November 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

MARULLAH MATALI 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2021 NOMOR 51033 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

YM'AN YUHANAH 
NIP196508241994032003 



Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 November 2021 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES RASYID BASWEDAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 November 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

MARULLAH MATALI 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2021 NOMOR 51033 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUICUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Y A YUHANAH 
NIP196508241994032003 



LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 99 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS 

TATA NASKAH DINAS 

BAB I 

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 

A. Maksud 

Peraturan Guberrtur ini dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan 

dan teknis pembuatan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. 

B. Tujuan 

Peraturan Gubernur ini mempunyai tujuan untuk mewujudkantertib 

administrasi guna mendukung kelancaran komunikasi kedinasan yang efisien 

dan efektif dalarn kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan 

pelayanan publik. 

C. Prinsip 

Prinsip penyelenggaraan Tata Naskah Dinas terdiri alas. 

1. ketelitian, diselenggarakan secara teliti dan cermat dan i bentuk, susunan 

pengetilcan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di 

dalam pengetikan; 

2. kejelasan, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik 

dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat; 

3. singkat dan padat, diselenggarakan secara efektif, singkat, padat, dan 

lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas; dan 

4. logis dan relevan, diselenggarakan secara runtut. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang linglcup penyelenggaraan Tata Naskah Dinas meliputi: 

1. Pengelolaan Naskah Dinas masuk; 

2. Pengelolaan Naskah Dinas keluar; 

3. Pembuatan Naskah Dinas; 

4. Kecepatan proses; 



4. Kecepatan proses; 

5. Penggunaan kerlas.  

6. Keamanan Naskah Dinas; 

7. Pengetikan sarana administrasi dan komunficasi perkantoran; 

8. Pengiriman Naskah Dinas.  

9. Pengelolaan dan Perryimpanan Naskah Dims Rahasia; 

10. Penyusutan Surat; 

11. Digitalisasi Arsip; clan 

12. Naskah Dinas Elektronik. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN 

A. Pengelolaan Naskah Dinas Masuk 

1. PD/UKPD penerima menindalcianjuti Naskah Dinas yang diterima melalui 

tahapan: 

a. penerlinalin, pencatatan, pengarahan, penyarl ;pith n kepada pimpinan, 

pendisposIsian, pendlstabusian kepada pimpinan unit pengolah; 

b. pinipinan unit pengolah menindaldanjuti sesual arahan pimpinan; 

c. surat masuk diken_dalilcan clan diberikan informasi retensl arsip oleh unit 

ketatausahaan/kesekretariatan; dan 

2. Salinan Naskah Dinas masuk yang mempunyai tembusan disampaikan 

kepada daft:1r sesuai tembusan; 

3. Attu Naskah Dinas masuk diselenggarakan melalui mekanisme dan tingkat 

pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang. 

B. Pengelolaan Naskah Dinas Keluar 

1. 	Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi 

nomor, tanggal clan stempel oleh unit ketalausithashikesekretariatan pada 

masing-thasIng PD/UKPD; 

2. Konsep Naslcah Dinas diparaf secara berjenjang clan terkoordinasi sesuai 

tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata 
usaha dalam rangka pengendalian; 

3. Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada angica 2 wajib segera dikirim; 
dan 

4. Naskah Dinas perhinggal disimpan/diarsipkan pada unit ketatausahaan/ 
keselattariatan dan diberikan informasi retensi arsip. 

C Pembuatan Naskah Dinas 

1. Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hulcum dan Naskah Dinas 

dalam bentuk susunan surat yang bersifat penting cliproses dengan perbal 
dan dapat dikalcsanakan secara elektronik; 

2. Naskah Dina dibuat dengan mengilcuti kaidah ;oddlig persuratan; 
3. Naskah Dimas dlparaf oleh pejabat yang memililu kewenangan memberlkan 

paraf; 

4 Naskah Dinas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dapat 

dilaksanakan secara elektronik; dan 

5. 	Naskah Dinas disimpan pada tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan. 
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D. Kecepatan Proses 

1. Amat segera/kLlat, dengan batas waktu 1 x 24 (saki kali dua puluh empat) 

jam setelah surat diterima. 

	

2. 	Segera, dengan batas waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah 
surat diterima. 

	

3. 	Penting, dengan baths waktu 3 x 24 (tiga kali dim uluh empat) jam setelah 

smut cliterima. 

4. Biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) ban kerja setelah surat 
diterima. 

E. Penggunaan Kerins 

1. Ukuran kertas yang digunakan untuk sural meitylihit adalah A4 (210 x 297 
min). 

2. Penggunaan kertas HITS di atas 80 (delapan puluh) gram atau jenis lain, 

hanya terbatas untuk jenis Naskah Dinas yang mempunyai nilai keasaman 

tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. 

3 	Naskah Dinas berlambang negara berwarna kuning emas atau logo Jaya Raya 

berwarna dicetak di alas kertas 80 (delapan puluh) gram. 
4. 	Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 (delapan puluh) 

gram. 

5. 	Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan adalah A4 
(210 x 297 mm). 

6. 	Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato atau sambutan adalah A5 (165 

x 215 mm). 

7. Ukuran kenos yang digunakan untuk selain stunt menyurat, malcalah, 

paper, laporan dim pidato/sambutan adalah F4 (210 x 330 nun). 
8. 	Warna dan kualitas kertas harus berwarna putih dengan kualitas balk. 

F. Keamanan Naskah Dinas 

Tingkat keamanan Naskah Dinas djelaskan dengan mencantumkan kode pada 

sampul Naskah Dinas sebagai berilcut: 

1. sangat rahasia dengan kode "SR" dengan menggunalcan tinta warna merah, 

merupakan surat yang materi dan sifatnya memilikl tingkat keamanan yang 

tinggi, erat hubungarmya dengan rahasia negara, keamanan dan 

keselamatan negara' 
2. •rahasia dengan kode "R" dengan menggunakan (inta warna merah, 

merupakan sitrat yang mated dan stfatnya inemIllitt I ingkat keamanan linggi 



yang berdampak kepada kerugian negara dan disintegrasi bangsa; 

3. panting dengan kode "P" dengan menggunakan tinta warna hitam, 

merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat pa iitt mendapat perhatian 

pener1ma su rat; 

4. konfidensial dengan kode "K" dengan menggunakon Unto warna hitam, 

merupakan surat yang mated clan sifatnya memiliki tingkat keamanan 

sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan 

pembangunan; dan 

5. biasa dengan kode "B" dengan menggtmakan tinta warna hitam, merupakan 

surat yang mated dan sifatnya biasa namun t1dak dapat clisampaikan kepada 

yang tidak berhak. 

G. Pengetikan Sarana Administrasi dan Komunikasi Perkantoran 

	

1. 	Penggunaan Janis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12 (dua belas) 
untuk Naskah Dinas cialam bentuk dan susunan produk hukum. 

	

2. 	Penggunaan Janis huruf Arial dengan ukuran 12 (di la belas) untuk Naskah 

Dinas dalam bertha( clan susunan surat. 

	

3. 	Spasi an tar bans 1 (satu) sampal dengan 1,5 (sign koma lima) sesuai 
kebutuhan. 

	

4. 	Pencantuman halaman: 

a. letak: di atas tengah 

b. format: 

1) lembar pertama tanpa nomor halaman; dan 

2) lembar kedua dan seterusnya : 2, 3, dan seterusnya 

5. 	Penggunaan kata sambung. 

Kato sambung dapat digunakan path penulisan Naskah Dinas. Kata 

sambung adalah kata yang digunakan untuk menandakan bahwa teks yang 

terdapat path halaman tersebut masih berlanja t cli halaman berikutnya 

dengan keten Man jika naskah tersebut lebIb dan i 1 OuittO halaman. Penulisan 
kata sambung diletaklan pada setiap halathan di burls teralchir teks Naskah 

Dinas dengan posisi di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kola 

sambung dan disertai dengan tiga buah titik yang mengilcutinya. Kata 
sambung yang digunakan berasal dart kata pertama halaman berikutnya 

H. Pengiriman Naskah Dinas 

1. Naskah Dinas yang akan dikirinikan oleh unit pengolah dimasukkan ke 

dalam amp lop dengan mencantumkan alamat lengicap dan nomor Naskah 
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Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), 

Rahasia (R), Penting (P), Konfidensial (K) dan Biasa (B); dan 

2. 

	

	Khusus untuk Naskah Dinas dengan tingkat keamanan Sangat Rahasia (SR), 

Rahasia (R), Penting (P) dan Konfidensial (K) dimasukkan ke dalam amplop 

kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dltuju dan pembubuhan 

stempel dinas 

I. Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Dinas Rahasia 

1. Pembertan kade keoznartan pada Naskah (Alias del 	kode Sculpt Rahasia 

(SR), Rahasia (R), Penting (P), Konfidensial (K) dan Biasa (B). 

2. Naskah Dinas dapat clicetak pada media yang meilerapkan security printing 

yaitu pencetakan dengan pengamanan tingkat tinggi pada Naskah Dinas, 

dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan 

terhadap keautentfican dan keterpercayaan Naskah Dinas. 

3. Pembuatan, pengawasan dan pencetalcan pangamanan Naskah Dinas 

dilakuican oleh unit kezja yang secara fungsional mempunyai tugas dan 

fungsi berkaitan dengan kearsipan. 
4. Penggandaan Naskah Dinas keluar yang kategori klasifikasi keamanannya 

Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Penting (P) dan Konfidensial (K) hams 

diawasi secara ketat. 

5. Penyimpanatz Naskah Dinas dengan kode Sangat Ra hasia (SR), Rahasia (R), 

Penting (P) dan Korildenstal (K) dilakultan °lull unit kelatausahaan/ 

kesekretariatan berkoodinasi dengan unit kerja yang secara fungsional 

mempunyai ttzgas dan fungst berkaitan dengan kearsipan. 

J. Penyusutan Surat 

Untuk Naskah Dinas/surat/arsip yang retensinya sudah inaktif sesuai jadwal 

retensi arsip maka diadakan penyusutan dengan memindahkan Naskah Dinas 
beserta daftar arsip inaktifnya ke record center di unit kesekretariatan pada 
Perangkat Daerah (Unit Kearsipan) dengan menyertakan berita acara penyerahan 

arsip inaktif clan Unit Pengolah ke Unit Kearsipan. 

K. Digitalisasi Arsip 

Digitansasi arsip yang mempunyai nilai guna clan MeMbuat berita acara alih 
media/digitallsasikan yang disertai dengan daftar Arslp yang 

dialihmediakan/cligitalisasfkan. 
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L. Naskah DInas Eloktronik 

Mekanisme pelaksanaan Tata Naskah Dinas berbasts eleldronik cfflaltukan 

Perangkat Daerah yang menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan 

berkoordinasi den gan Perangkat Daerah yang men angani urusan Komunikasi, 

Informatika dan Statistik. 



BAB III 

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS ARAHAN 

A. Produk Hukum Daerah 

1. 	Peraturan Daerah 

a. Susunan 

Susunan Peraturan Daerah terdiri atas: 

1) 	judul I erdiri atas: 

• frasa PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA; 

b) kata NOMOR yang diikuti dengan nomor Peraturan Daerah dan 

kata TAHUN yang diikuti dengan tahun penetapan; 

c) kata TENTANG; dan 

d) Nama Peraturan Daerah yang dibuat secara singkat dan 

mencerminkun isi Peraturan Daerah serta seluruhnya diketik 

dengan hunt kapital tanpa tanda baca. 

2) pembukaan terdiri atas: 

a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA; 

b) frasa GUBERNUR DAERAH EHUSUS IBI EROTA JAKARTA,: 

c) konsiderans Merlin-Mang dart Mengingati 

d) frasa Dengan Persetujuan Bersama; 

e) frasa DEWAN PERWAKMAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH 

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; 

f) kata dan; 

g) frasa GUBERNUR DAERAH FIHUSUS IBUKOTA JAKARTA; 

h) kata MEMUTUSKAN; 

i) kata Menetapkan; dan 

J) nama Peraturan Daerah, sama dengan nama yang tercantum 

dalam Judd, didahului dengan frasa PERATURAN DAERAH 

TENTANG yang seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan 

dialchiri dengan ta_rida baca talk. 

3) batang tubuh 
Batang tubuh Peraturan Daerah mentuat sonata substansi Peraturan 

Daerah yang d:rumuskan dalam pasal per pasal. Pengelompokan 

materi Peraturan Daerah dapat disusun secant sistematis dalam bab 

bagian dan paragraf. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut: 

a) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf; 

b) bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf; atau 
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c) bah dengan bagian dan paragraf yang bens! pasal. 

4) pertutup, terdirl atas: 

a) rumusan perintah pengundangan dan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah; 

b) penandatanganan penetapan Peraturan Daerah yang memuat: 

c) tempat dan mnggal penetapan; 

d) frasa "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA"; 

e) tanda tangan Gubemur; dan 

nama lengkap Gubemur yang menandatangani. 

5) pengundangan, terdiri atas: 

a) tempat dan tanggal pengundangan; 

frasa "SEKRETAR1S DAERAH PROVN81 DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA" dialthir1 dengan tanda baca koma (,); 

c) tanda tangan Sekretaris Daerah; 

d) nama lengkap Sekretaris Daerah yang menandatangani tanpa NIP; 

dan 

ej frasa LEIVIBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA TABUN NOMOR 

6) penjelasan,terdiri atas: 

a) judul penjelasan yang memuat: 

(1) kata PENJELASAN; 

(2) !cats ATAS. dan 

(3) judul. 

b) 1st penjelasan yang memuat: 

(1) penjelasan umum; dan 

(2) penjelasan pasal demi pasal. 

c) frasa TAM BAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH 

KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA TAHUN NOMOR 

7) autentifikasi Peraturan Daerah, terdiri atas: 

a) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran 

selanjutnya dilakukan autentifikasi; 

b) autentifficast Peraturan Daerah adalah salinan produk hukum 

daerah sesuai aslinya; 

c) salinan Peraturan Daerah dinyatakan suit apabila ditandatangani 

oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DIG Jakarta. 

d) is! salinan Peraturan Daerah, terclIri alas: 

(1) frasa " Salinan sesuai dengan aslinyit't 
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(2) frasa "KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBL1COTA JAKARTA" diakhiri 

dengan tanda baca koma (,); 

(3) tanda fungal]. Kepala Biro Hukum Stitietariat Daerali Provins1 

Daerah lihusus Ibukota Jakarta; 

(4) nama lengkap Kepala Biro Hukurn Sekretartat Daerah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menandatangani 

dilengkapi dengan NIP; dan 

e) dicantumkan frasa "NOREG PERATURAN DAERAH PRO'VINSI DICt 

JAKARTA: ( 	 



Lambang 
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Nam Jobatun 
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Berukuren 
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b. Contoh Format Pengettkan Peraturan Daerah 

TAISHANG OARDDA 
) 5 gad 

PERATURAN DAERAH PROVINSIDAERAHICHUSUS 
IBIRCOTAJAICARTA 

)2 spas) 

)2 wad 
TENTANG 
/2 imam/ 

IdADIMINIIMAIMMADIM10231321104MIHMPIAIMAIMMAIIIII 
)3 ryas) 

DENCIAN RAIDAAT ItWM1 YARD MAIM IISA 
)3 spas) 

ODEUERNIIR DAERAH MUSD'S IBUROTAJARARTA, 
3 egad 

:a. Wawa landulaeladaminTwanuullIIIIALlair; 
tupas 

b balm) commnuniummmmiumnimmrremnimneum; dan 
se/mutiny& 

/ 2 spas/ 
C. Milan bet/marl= pertimbangen sebapimen. 

climalomd &lam bumf a, lurid b, Men eel erusnya 
perk menetegkan Paraturan Daerah tee tang =mon 
mmin=1  

)2 spas) 
1 	lhadang-Dndang Nonce ... Tabun... tennutg flumbaran 

Nagar. Republik Indonesia Tan= Nemec Tambaban 
Lambaran Negara Republik Indonesia Namur ...1; 

)2 spas/ 	 • 
2. Peraturan Pernerintan Honor 	Tabun ...tentang 

(Lansbaran Regent 
Republik Inclormisia Tahun 	Noma. 	Tambahan 
Lerubaren Nagar& Republac Indonesia Ramos ...); 

1 2  dew 
Pentium Prasiden Nit= 	I ...ten hog ... 
Rumbas/us tiegara Republik 	Lodnone lit 	Ulna ... 
Nomor...,Tambehan Lantana Regan Reinlblik Indonesia 
Namur...); 

)2 spasi 

/2 spas/ 
5. Paraluran Danis 	Nom/ —Tabun ... FElixgrig — 

Humber= Dumb Prostsi Dawali 	Ibulasta 
Jakarta Tabun ... Namur —11 

)9 *pal 

Daum Pareedistan Hares= 
)2 aped 

DEWAR PERWAKILAN RAICTAT HARRAH PROVINSI 
DAERAlf KIR/SUS LBUICOTAJAXARTA 

den 
DUSERNDR DAMAN IOU) SUS (BU(OM JAKARTA 

)3 spasi 

MErtfUTUSICAN: 
) Luau) 

PERATURAN 	 DAERAH 	 TENTANG 
INAIAIMMMAIMIIMIIMIIMMAImMatliAllaINDIAMTMAIUMADI 
212.1216112.31123 

13 spas) 

HAB I 
2 spas) 

MALIPMAIMMIAMPIMADOEM 
)2 spas/ 
Pasal I 
12 spa. 

glaunnuommounmmmmnimminrontnenmmeamm 
12 SIKISI 

)2 speei 
Alsomsaminnunnunnunrominmninvinnmmanunnunueurrimm. 

12 *Amu) 
tenderedendwenme 

13  pas/ 

Muninbang 

mended 

J 

liburant ennui 
peratwan, 
yang ditidis 
dahlia bentuk 
pawl-pass) 
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BAD II 
)2 Avow, 

1.100.11.11...1300.ltd MM NIMAI M 
)2 vas( 

Raglan Kesatu 
12 god 

dfnunntmmInpn Mrnavamrammrn 
)2 aped 

PamPIII I 
12 aload 

Maspansrinzmanmaimaam blmnanainaninin 
12 *pad 

32 aPaa 

MI17011121111911minntn113=1 

)2 spud 

	

Man=   wamin-anminnuniora 

32 
n=irintnnlatid19111111101 

.pasl 
b 	Mmminnimmnini 	mnunalirunmsniumnun ra innimEnnim rpm 

II1111133.2111aLtalninnal=.131111.111. 

SÃO 

I 3 pas 

)2 'wad 

12 aped 
Pani 
)2 (wad 

II 

	

	Mmnraintnairuumnaxisoninunmronunaamn Inm-ins mitla] nth irderuntrutmen 
rruneninsamra. 
nvorarannar=umnanratununlarammala, I MIMI I. 

01 

	

	Mrainnuipouluntammtnnimminnunnurntkrtimainitindlial a If vil oral's= 
nmarn mnsm I iunnanintomm. 

)3 .pas 

12 &pad 
MM 241.04MDAMM MM M MMM 

)2 'Pad 

)2 &pad 
	meiranaantrammmtatrourammmanrannuncommm 

12 WPC La 

/2 Arad 
Parelvsem nacre& isa 1111.1101 beat pada. tansgel di undangium. 

/2 /Pail 
Agar satiap axons mangatahuinyn. rnamarintabkan pow gundansan 
Plinginia DOHS] ni dougan panarxcatannya dale= Lambe.= Daabah 
Pa-Ebtli4W110411Thh Khan= Ibukate J.:thane. 

14 •PFlei 

Ditelapkan di Jakarta 
Pada tansy] mac IsInnyannani "sax 

)2 spas) 
ousERNCIR DAILRAH IC(USUS 

LBUKOIA JAKARTA. 
)S spasi 

Liam pel jetbalan 
I )(oda rargon 
RAMA JELAS 

12 spas 

Dittoditoglian di Jakarta 
Pada tangy, is MI pm aunat 

1 2 'swami 
SILICRSTARIS OAK RAII ICHLISOS 

MUKOTA JAKARTA 
-d pad 

Itentla langs.]. 

RAMA JISLAS 
Ja 'Waal 

LggIBARJ‘N DAERAI.1 PROVINSI 	ARRAN KEWSUS IBLIKOTA JAKARTA 

Idamatiat matarl 
paratumn. Yang 
ditutia do1ma. 
banruk pawl-
pasal 

Tangsal, buten, 
tahun 

daogan v.aktu 
Panandatanganan 
dna mama iabatan 
angkaP Yang 
framed naina 
alas 

ma tiegumilcan 
unar Invite.] 
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Berisi infornmsi 
penjeksaa 
peraturan 
sebegaimana 
torrent= 
Mates sena 
metsegunelcan 
burn( Implied 

Menu= 
matt 
Perciellems 

den berisi 
Pabffnu 
panel demi 
biased 

)7 span( 
PENJELASAN 

) 2 mead 
AT AS 

/2 *pad 
PERATURAN DAERAFI PROWS& DAERAH SIEUSUS JOUKOCAJAKAItTh  

) 2 spa) 

)2 spas/ 
TENTANG 
12 'pad 

111MSR4IMASERIalleMMMAISSUAINDAMMMAIMMlimMM 
SIMMAIMMMARIMTAMMMMAIMAIMMMMTIMPASMI 

)3 veal 
I. UMW 

)2 pas! 
Mmmmminnunminmmannmmmnuninmourumnanaramilannurimm 

111011111333111111111MIN C umnmwuwum,IZIL1111111901111111001111111111111111113 minium 
mailmumnuninnimmmmeaninninumnrammmm 
minnininrnmnimm. 

3 spud 

S. 	PASAL REM PASAL 
/2 mina 

Penal 
Sibamnumnin=mmmimiumnomuwamminneurnm 

/ 2 .pai 
Penal 2 

Ctdrup Ides. 
2 spud 

Pawl 3 
Aynt Ri 
limmmmnunmnarunmmmunmmramainunminmmnutunitumonsnmin 

12 spa) 
At (2) 
(Sirup jel . 

2  Valli 
Pagel 4 

kat (1) 
Hurd a 

Mmmmininn.M.Trunamimientrmnse br, I311M HO I Strom 
mm.mmmn Inne MM. 

Rune b 
Cusupjelas 

2. Peraturan Gubernur 

a. Penjelasan 

1) Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan sebagai 

pelaksanaan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi dan/atau sebagai sarana untuk menetapkan 

kebijakan; 

2) Peraturan Gubemur dapat dilengkapl lampirair dan 

3) Peraturan Gubemur diundangkan du lam Boil a Daerah, 

b. Su sunan 

Susunan Peraturan Gubernur terdiri atas: 

1) judul Peraturan Gubemur terdiri atas: 

a) frasa PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS LBUKOTA 

JAKARTA; 
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b) kata NOMOR yang diikuti dengan nomor Peraturan Gubemur dan 

kata TAHUN yang diikuti dengan tahun penetapan; 

c) kata TENTANG; dan 

d) nama Peraturan Gubernur yang dibuat secara singkat dan 

mencerminkan 1st Peraturan Gubernur serta seluruhnya diketik 

dengan huruf kapital tanpa tanda baca 

2) Pembukaan terdiri atas: 

a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATTA ESA; 

b) frasa GUBERNLTR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dialchlri 

dengan tanda baca koma (3; 

c) konsideran Menimbang dan Menglngat; 

d) ka(n MEMLITUSILAN:; 

e) kata Menetapkan:; dan 

1) nama Peraturan Gubernur sama dengan nama yang tercantum 

dalam judul didahului dengan frasa PERATURAN GUBERNUR 

TENTANG yang seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan 

dialchirl dengan tanda baca titik. 

3) Batang Tubuh 

Memuat semua substansi Peraturan Gubernur yang dirumuskan 

dalam pasal-pasal Pengelompokan materi Peraturan Gubernur dapat 

clisusun secara sIstexnatis dalam bab, bagian, dan paragraf. 

Urutan pengelompokan adalah sebaga1 berilcut 

a) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf; 

b) bab dengan bagian dan pasal tanpa paraghti; atau 

c) bab dengan bagian dan paragraf yang berlst pasal. 

4) Penutup 

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Gubemur yang memuat: 

a) rumusan petintah pengundangan Peraturan Gubernur dengan 

frasa "Agar setiap orang mengetahutnya, memenntahlcan 

pengundangan Peraturan Gubernur in1 dengan penempatarmya 

dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus 1bukota Jakarta': 

b) penandatanganan penetapan Peraturan Gubernur yang memuat: 

(1) tempat dan tanggal penetapan; 

(2) frasa "GUBERNUR DAERAH KI-IUSUS 1BUKOTA JAKARTA% 

(3) tanda tangan Gubernur; dan 

(4) nama lenglcap Gubernur yang Menai lthItongani. 

c) pengundangan terclin atas: 
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(I) tempat dan tanggal pengundangan: 

(2) frasa "SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA" dialchiri dengui I Oda baca koma (3; 

(3) tanda taagan Selu-etaris Daerah; 

(4) nama leogkap Sekretaris Daerah yang menandatangant tanpa 

NIP; dan 

(5) frasa BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH EHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA TAHUN NOMOR 

d) autentifikasi terdiri atas : 

(1) Peraturan Gubernur yang telah ditandatangani dan diberi 

penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi; 

(2) Autentifikasi Peraturan Gubernur adalah salinan Peraturan 

Gubernur sesuai aslinya; 

(3) Salinan Peraturan Gubernur dtnyatalcan sah apabila 

ditandatatgani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jolt at( a. 

(4) Isi Bahian Peraturan Gubernur metriLla 

(a) frasa r  Salinan sesuai dengan as1inya"; 

(b) frasa "KEPALA BIRO HUICUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVENSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" dialchin 

dengaa tanda baca koala (,); 

(c) tanda tangan Kepala Him Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan 

(d) nama lengkap Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang 

menandatangani dilengkapi dengan NIP. 



Panomaran 
Yang 
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Manual 
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c. Contoh Format Pengetikan Peraturan Gubemur 

LAMBANG GARIJDA 
)5 spear 

PERATURAN GIJBERNUR DAERMI IGNIS OS 
MURCIA JAKARTA 

) 2 apnea 

)2 sprat 
ERMAN° 
12 opal 

MMMMMMIMMIDAMMISOAM121031214MMM MMM IMAM M 
)3 alsaia 

BEGGAR RAIIMAT TUMMY YANG MAHA E.9A 
)2 spas) 

GUBERNUR DAERAH KNOWS =Korn JAKARTA, 
/3 pal 

:a. battwa namm=mmramininnuemmturnm; 
/2 pas) 

b. bedzwa nuanunauneanunmrmarmummmrarcermcn; den 
anaruanya 

)2 spew( 
c. behwa ben:lase/km petlimbangem sebagaimana 

dimaksud &lam hunt) a, hum( 5, dan set erns qya 
pentr 	menetapkan Aram= Dealt tentaug 
nmmmmw 

)3 spas) 

1. Undang-Undeng mmammmulmtnnamrnmarummum; 
)2 ars) 

2. Per/Guam Pemarinte13 zommenuarrunaunnmanunnamm; 
)2 amid 

3. Peratunua Prase:len mmminmnernnuxurmurunmnarommi 
)2 Awns) 

4. Pecan= MeMeii mninunmminmm/rennuammtanun; 
)2 'pad 

5. Peraturen Dearah nernmrn mmn an mmaantmsutImlm 
13 spend 

MEN UTUSKAM 
/ 2 spas) 

PERATURAN 	G(JBERNIIR 	TIEFTANG 
MAIMMMIIMMIAIMMIAMMMAIMMIIMLIMMAIMIDEI ARAM. 

/3 alias) 
DAB I 

)2 pad 
KETENTUAN UMUM 

)2  0P0A 
Parad I 

12 Apairi 
Delem Peratmart Gubernur MI yang dimaksud Mangan: 

) 2 opaai 
Ithommmunnaummmnunnmunrammmzi m =many 

)2 apes) 
Mnenernsnrammurtm=ommouramai. 

)2 *pad 
Dan internam,. 

13 alialti 
BAB 

12 pal 
MMMNI14MIAMM341431MMM 

)2 spas) 
Pasal 2 
)2 spas) 

lanutimmormucamnunminmmumunmrnmmummm 
RIM 

)2 spool 
(21 Mmnraminmnminintmrnmmannimnurwmarumnim 

03=11 
)2 opcui 

M anathema 

mengiugat 

Mena tapkau 



tdoomAt nutter( 
perahuan, yang 
dints &dam 
bentuk pager 
pas a 

Menai 
ketenhan untuk 
pRielcsauesn 
implumentasi 
alas ?Gnaw= 
yang ditetapkan 

Tmigyl, Ind= 
this nth= 
disostaikan 
donor) RAH) 
perteaulatausamA 
nAmejabatno 

dein Amu 
lengkap di bilis 
denser) Inuvf 
REIR)(4 
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) 2 'pad 
laIMMMMA042.120.414141604 

) 2 peal 
Pissed 2 
2 spas)) 

Limirunninninirninininnammminmaimiximmitnimintran 
12 vas( 

(2) Linunmmircutuummurnmemnmnimiammaurunminmmninimmaini 
)2 vast 

/2 aqua 
ICEIENTUAN PENUTOP 

12 ainai 

)2 spool 
Penman Gutieruur mi znulai bedaku pat tang.) diuudangken. 

2 Ansi 
Agar astiaP  onzg  pleulge(aRREER. memeriniablian PenguAdeingic Peraturtui 
Oubecaur hii dagger) penempatannya &dam LembanuaDaarah Pmvinsi 
DaerRh Khusus Ibuliota Jakarta. 

DitatoRkan di Jaktr-4) 
Pada WIWI xx Maiumunin FIX 

I 2 *Hsi 

r  OUBERNUE DAERM KIHJSUS 
IBLIKOTA JEER A, 

(IS -I 4,11b( 

(Hempel Ebt) 11(2 
) Wilda toRail 
RAMA JEWS 

)2 apaai 

Diundeuigkem di Jakarta 
pat twigged 22( Mmmmmra =a 

)2 *pad 
SEKRETARIS DAERAH 'CHORUS 

MIMOSA JAKARN, 
)5.6 spael 

Randa Mogan 

NAHA JELAS 
3 'Hari 

BERITA DAERAH PR OWNS! EADRAH (= SUS MUKOTA JAKARTA 
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3. 	Peraturan Bersama Kepala Daerah 

a. Petitelasan 

1) Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan 

oleh dua atau lebih kepala daerah; dan 

2) di kat& pada kertas tanpa Kop Naskah Dinas. 

b. Susunan 

Susunan Peraturan Bersama Kepala Daerah taunt] atas : 

1) Judul lerdirt atas• 

a) frasa "PERATURAN BERSAMA GUBERNUR ...(Nama Provinsi) DAN 

GUBERNUR (Nama Provinsi)"; 

b) NOMOR TAHUN...; 

c) NOMOR TAHUN...; 

d) tulisan 'TENTANG"; dan 

e) nama Peraturan Bersama Kepala Daerah yang dibuat secara 

singkat dan mencenninkan ist Peraturan Bersama serta 

seluruhnya diketik dengan huruf kapital tanpa tanda baca. 

2) Pembukaan tercari atas: 

a) frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA; 

b) GUBERNUR 	(nama provinsii clan OUBERNUR 	(nama 

proVinst); 

c) konsideran "Mentmbang" dan "Mengingat"; 

d) tulisan MEMUTUSKAN• ; 

e) tulisan Menerapkan: ; dan 

0 nama Peraturan Bersama Kepala Daerah ditulis sama dengan 

nama yang tercantum dalam Judul dldahului dengan frase 

PERATURAN BERSAMA GUBERNUR (Nama Provinsi) DAN 

GUBERNUR.. (Nama Provinsi) NTANG yang seluruhnya diketik 

dengan huruf kapital dan dialchirt dengan tanda baca titik (J. 

3) Isi terdiri atas: 

a) isi atau batang tubuh Peraturan Bersama Rapala Daerah memuat 

sernua substansi Peraturan Bersama ,yang dirumuskan dalam 

pasal-pasal; 

pengelompokan materi Peraturan Bersama Kepala Daerah dapat 

disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf; dan 

c) urutan pengelompokan adalah sebagai berikut: 

(1) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf; 

(2) bab dengan bagtan dan pasal tanpa paragraf; atau 
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(3) bab dengan baglan clan paragraf yang berisi pasal. 

4) bagian Akhir terdiri atas : 

a) rumusan perintah pengundangan clan penempatannya dalam 

Berita Daerah Provinsi (Nama Provinsi); 

b) penandatanganan penetapan yang memuat: 

(1) tempat dan tanggal penetapan; 
(2) nama Jabatan para Gubernur (Nama Provinsi); 

(3) tanda tangan para Gubemun clan 

(4) nama lengkap pan Gubemur yang menandatangani. 

c) pengundangan yang memuat: 

(1) ternpat clan tanggal pengundangan li What dua kali); 

(2) frasa SEKRErARIS DAERAH PROMS( (Nama masing-

masing Provinsi); 

(3) tanda -Langan para Selcretaris Daerah (Nama Provinsi); 

(4) nama lengkap pan Sekretaris Daerah (Nama Provinsi); yang 

menandatangani tanpa NIP; dan 

(5) frasa BER1TA DAERAH PROVINSI (Nama Provinsi) TAHUN 

NOMOR 

(6) frasa BERITA DAERAH PROVINSI (Nama Provinsi) TABUN ... 

NOMOR 	• 

d) autentillkasi, terdiri atas : 

(1) Peraturar Bersama Kepala Daerah yang telah ditandatangani 

dan diben penomoran selanjutnya dllakukan autentifikasi; 

(2) Autentillkasi Peraturan Bersania Kepali I Daerah adalah salinan 

Peraturan Bersama Kepala Daerah scsitai aslinya; 

(3) Salinan Peraturan Bersama Kepala Daerah dinyatakan sah 

apablla ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

(4) Is! salinan Peraturan Bersama Kepala Daerah memuat: 

(a) frasa " Salinan sesuai dengan aslinya". 

(b) frasa 'KEPALA BIRO BUXOM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS MUKOTA JAKARTA" diakhiri 
dengan tanda baca koma (,); 

(c) tanda tangan Kepala Biro Hokum Sekretariat Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan 

(d) nama lengkap Kepala Biro Hiatt, h Sekretariat Daerah 

Provinsi Daerah Khusus lbi.i 'iota Jakarta yang 



Meamat 
Pertimbangan 
Inntang (mein 
ditetapkannYa 
sebuah 
peraturan 

Memuat 
pevaMina 
perundang- 
Lindetag yang 
month/di dasar 
ditateplraPIMIITa-
peraturan 
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menandatangani dilengkapl dengan NIP. 

c. Contoh Format Pengetikan Peraturan Bersama Kepala Daerah 

(aerial judul 
bonier 
peraturen 
Yang 
InsuBSIIMIKan 
num( kapital 

PEHATURAN BERSAMA 
OUBERNUE FROWN& DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKMITA 

DAN 
OUBEIDIUR PROVINSI DAERAII IINGICAT XX1113141,111 

) 2 *past 
POMMY — TABUN  
NOMOR TABUN ... 

12 spas) 
TENTANG 
)2 repast 

MMMMRININDAME1141313111MMI4MMMMNIMMEIMMMIAM MM 
) 3 spas) 

BEMOAN RAIIMAT TUHAN YANG MAMA ESA 
) 3 spas) 

OUBERNERPROYDISI BARRAN KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
) 3 apart 

: 	a. &tem mrnrommromrammmmmatosnmrammnurarranm( 
)2 spas( 

b. bahwa mnannimmmunmmaunmmmminmeumn=mon 
dan seteruntya 

)2 vas) 
C. bahwa berdasarkan perlimba ugnn sebagaimann 

dimaksud Mara how/ a latruf Ir, den seterasnyet 
perlu 	membentuk 	Panto ran Daunt tenting 
rosarammaromiummnimmnum 

) 3 vast 

Undang-Undang nerrunmannomumaniia AIR ammrm 
)2 spas) 

2. Peratutan Pemetiatall mnannunnumse wen metnimm; 
)2 .pad 

3. Per/alums Preslden smunnieennnunui unnalnitimmm; 
) 2 spa) 

4. Peraturan Menton MIIIMEDInaln121111111101M1 =Mina= ; 
)2 Apccal 

5. Pensturan Deneh mmmmminmavezturnmarmunmm: 
3  Bind 

MEMURISICAIT : 
13

I
d •pr 

PERATURAN BERSAMA GUBERNUR BARRAN KIM SUS 
03IIKOTA JAKARTA DAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH 
SETINGKAT NIMMIDAMMEMEIMAIMMIAMMMMIIMMTIIIMM 

3 12)ad 

BAB )0C 
) 2 spas) 

MMMAIMM MMMIAMMMIA1.1 
) 2 *past 
Pasal )00C 
)2 /paid 

Alnennunrammtmnmmmmuinimmarrammmumunnurunmmnumn 
nina=rtun mmirtmnunmmmtrualmat 

)3/wadi 

(I) 	Mnimmmmmnammnmanuamernmemeram Wynn mmmmmm. 
)2 spas) 

(2) Mmrosouuncomm=ranunmamminUMIIMIIIMIMaintll 
nuommaumermaxammmmam (remains. 

Menimbang 

Meng( ngnt 

Menetapktur 

Memunt 
untying 
(Norman 
judul 
pera.turan 
yang di bunt. 

Memunt tentang 
informa.si  Judul 
Peraturan 

Meinunt materi 
peraturan, yang 
davits delam 
bentuk pant-
pasal 



BAB xx 
I 3.i 

MAIMMIAMMIAMAIMMM104M 
.pas 

Bagian Per as 
) 2 spas) 

Mmmnownmin Afrorammmnmun 
)3 •Palli 

Pawl XX 
)2 spas' 

Ifnunanuainnammaimaimnunin mom ranaminininnumanau iunin ?am 

)2 spas) 
a. Alinaunorminaannunmaanmi 

=M. 
2  Vaal 

Mnammtnnunnuominorraminmozonanniomm Nano nth m 
1111111110011111 

I 3  goad 

HAS XXX 
/2 .paai 

NEIMAN MAIAMIAMMIAMM 
/ 2 'Paid 
Faisal XX 
/2 posi 

Mounosnounvxmonurnmxmmmmnunnamouoinmmma-unmrutton 

tetaplcan di Jakarta 
pada Modal Mininairawatxx 

)2 spas) 

GOBERIWR PRO VINSI 	 CAIBERNOR PROMS) DAERAH KW SUS 
TIE XX 1333113601N, 	 IBUICOTA JAKARTA. 

) -6 sposl 

Stempel dabatan) 
Tenth Orman 

KAMA JISLAS 

Stempel Jabithard 
Tanda tankRin 

NANO. JELAS 

Diunderigkaa di Jakarta 
Pads Ulan& Aliammm 
Olundangan di as 
Pada Canna ssMmilmi nza  )2 spas' 
SEKRETARIS DAERAN PROVERS) DAERAH MUSS'S 

1131/KOTAJAKARIA, 
154 opal 

I &undo tan 

HAMA JELAS 
13 spool 

SEKINSTARJS DAERAH 'ASSES? XX. 
154 oPasi 
) *wicks taogoe 

MINA XMAS 
)3 spinal 

BERM DAERAH PROVINSI DAERAH Ki1USUS IBOXOTA JAKARTA 

Tango.), bulaa 
dna tahun 
diaaavailuan 
Amgen salsa 
Parauslatanganan 

Maimed 
Mater) 

at um; 
yang °Ras 
dalam bearuk 
pasallaasal 

Kama jabataa 
Oul 
lanolinp ditiliss 
dentrui Aura, 
Atonal 
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4. 	Keputusan Gubernur 

a. Penjelasan 

Keputusan Gubernur adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, 

clan final 

b. Susunan 

Susunan Keputusan Gubernur terdiri atas : 

1) judul, terdiri atas: 

a) frasa KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA 
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JAKARTA; 

b) kata NOMOR TAHLTN...; 

c) kata TENTANG; dan 

d) nama Keputusan Gubernur yang dibuat secara singkat dan 

mencerminkan 1s1 Keputusan Gubernur serta seluruhnya diketik 

dengan huruf !capital tanpa dialchiri dengan tanda baca 

2) pembukaan Keputusan Gubernur, terdiri atas: 

a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA; 

b) frasa GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA diakhiri 

dengan tanda baca koma (3; 

c) konsideran Menimbang dan Mengingat; 

d) kata MEMUTUSKAN:; 

e) kata Menetapkan:; dan 

nama Keputusan Gubernur sarna dengalt nama yang tercantum 

dalarn judul didahului dengan [rasa KEPUrUSAN GUBERNUR 

TENTANG Berta seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan 

dIalchiri dengan tanda baca titik (.). 

Is! Keputusan Gubemur dirumuskan dalam datum KESATU, KEDUA 

dan seterusnya. 

4) penutup, terdir1 atas: 

a) penandatanganan Keputusan Gubernur yang memuat: 
(1) tempat dan tanggal penetapan• 

(2) nama Jabatan Gubernur dialchiri dengan tanda koma I); 

(3) tanda tangan Gubernur; dan 

(4) nama lengkap Gubemur yang menamiatangani. 

b) tembusan. 

5) lamplran Xeputusan Gubernur, yang inemua t 
a) frasa LAMPIRAN; 

b) kata KEPUTUSAN GUBERNUR DAERALI KHUSUS 1BUKOTA 

JAKARTA; 

c) penulisan NOMOR ....TAHUN 	• 

d) penulisan TENTANG dilanjutican dengan nama Keputusan 

Gubernur sama dengan yang tercantum dalam judul; 

e) judul Lampiran; 

f) 1st Lampiran; dan 

g) penandatanganan Lampfran yang rnemuat nama jabatan Gubernur 

dialthir1 dengan tanda koma (,), tanda tangan Gubernur dan nama 
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lengkap Gubernur. 

6) pettkan Keputusan, terdir1 atas : 

a) petikan merupakan pengambtlan sebagian dart diktum keputusan 

yang diperlukan saja (yang berguna bagi penerima keputusan yang 

bersangkutan); 

b) pellkan keputusan, terdiri atas: 

(1) kepala petikan keputusan &Mils lengkap sebagaimana 

keputusan; 

(2) kata Menimbang dan Mengingat, serta sejentsnya ditulis dan 

seterusnya disingkat dst.; 

(3) diktum dipetik hanya yang berkaitan langsung dengan 

penerirna petikan keputusam 

(4) klausul adaptasi ditulis lengkap; 

(5) bagian alchir petikan keputusan ditulis lengkap, dengan 

catatan, tanda tangan pejabat dtganti dengan ttd. 

(tertandatangant oleh); dan 

(6) pada baglan bawah petikan memttat nama jabatan, tanda 

tangan, clan nama lengkap pejabat ya rig menandatangani, serta 

dibubula stempel instansi. 



Tanggal, but= 
den talmn 
Munualkan 
Jarman waktu 
panandatanganan 

MORklat 
pertimbangan 
tent:mg perlu 
dketapkannya, 
peralutaat 

Manual 
Pene tut ml 
pentadono-
unrleem Yang 
menjadi damn 
ditetaPkapken14 
pamturan 

Mamma 
aubsteuasi 
Malang 
kebk alum yang 
ditetapkem 

Kama jaba tan 
clan mama 
lengkap di MI6 
"MO hum,' 
kat:phut 
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c. Contoh Format Pengetikan Keputusan Gubertnir 

LAMBANG GARUDA 
spad 
) 

ICEPUTUSAN GIMERMIR OAERAHMIUSUS 
D3UKOTA JAKARTA 

) 2 apesi 

12 pssi 
TENTANO 
) 2 Ruud 

MMIAMNIMAMMIM1IAMM3.0.115laIMIAMIMIMMMMI4MMM 
)3 apati 

) 
DENGAN RAHMAT 1VRAN YANG NAHA ESA 

3 *pad 
) 

OUBERNURDAERAH KHUSUSIBUICOTA JAKARTA, 
J3 apttal 

) 
Monimbang 	 : a_ bahven nuarnmmmnanmnurandinatmminzliettd huh:um 

)2 spas( 
b. ',ahem nammearammtnmerldroullumnunixtar Miti, minim; 

) 2 aposi 
c. dan setentenytk 

I 3 vast 

Moiginani  : 1. Undeng-Undang raturrunnuntummitumommmatinummn 
)2 spas! 

2. AltommmmIDLOINIMIITIMM nintnntrazartlinnimmatm, 
/ 2 spurt 

3. den mummy*, 
4PIR 
) 

MICMUTUSKAN: 
)3 'past 

) 
Menetapkan 	 : WONSAN 	OUBERNUR 	TENTANG 

IMUIRIBIMMAIMMMIGIOdMIAMMISAIMIM14 
)2 epast 

ICESATU 	 Mmmmaram 	 pm 
)2 Rpm' 

KEDUA 	 Mumunnunnammiummmnuattnmmmmminmmmaimmtn 
)2 apart 

KETIGA 	 Keputusan mi mutat berlaku pada magma ditetapkent, 
)4 spasi 

Ditataphan di Jakarta 
pada tanegaI IIImantun mama 

)2 end 

OUSERNUR DAERAE KRUSUS 
MUKOTA Alum 

s • NM& 

steal/el Jabatim ) 
1 tomta terla 

14 AMA JELAS 
/2 spurt 

Tembustem 
Mmnanmanmnamm 

2. Mamemnunmmmin 
3. Dan setemsnya. 

Maisijndul 
manor paraturan 
ymis 
MunteMlnekan 
huruflmpital 



LAM BANG ()ARUBA 
) spas) 
PETIKAN 
)2 spas! 

Km= SAN GUBERBUR DAERAH DIMS 
:MUMMA JAKAKIM 

2 spas) 

12 ;Iasi 
TENTANO 
) 2 apart 

MIIMMAIMMIAMMPINIMMIIMMTIMMINIMMIMMIKMINMMIVIM 
13 spasi 

DENGAN RAIIMAT TIMMY YANG MAIWESA 
13  spaid 

OUBERNUL DAERAH MMUS U3UKCYFA JAKARTA, 
)3 vas) 

Meninibeum 	 : e. dm.; 
)2 .pad 

is. (1st; 
)3 pod 

Menginget 	 : I. tist.; 
12  *Pad 

2. chnd 
/3 was) 

1522:4UTUSKAN 
I 3  °Pas) 

Meneteplcan 
2 spas) 

A.ESATU 	 : Meennusunmenzummmatmrminwanontmnunmeninnmm 
)2 spas) 

ICEDUA 	 Mtrgmno.nmmminnmzmmnnmn"mnmmlirnjintl, 
)2 spas' 

KETICIA 	 Kepunnen in: mutat bezirtku pada teingsal diteteplifin 
4 /wad 

Ditempken di Jakarta 
ride ttuiggal xx Wilma mos 

2•Pnel 
GUBERNUR DAERAH KEIUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 
)5-dryad 

stempeljnbetan ) 
I tanda tangan 

KAMA JELAS 

)2 oposi 

PETIKAN Keputusan Mi diterikan Impede yang berkepentingeos untuk 
dike:Want den dips rgunelata sebagetimene martin". 

/ 2 .pasi 
untwc ernxivi yang see amain 

Dungan asfinge: 
1 2  ePtal 

KERALA FERANOKAT 
DAERAH. 
.0 5 6 vas( 

IStenspel ins tenni 
Panda tenften 

MAMA JELAS 

)2 vas) 
Kapada: 
Yang bersangkuten 

Lambent/ 
0 enidet, 1101310r, 
(Inn judul 
dthesualka seta 
nettnetgunekem 
bumf kepitel 
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d. Contoh Format Pengetikan Petikan Keputusan Gubernur 

Manila 
pertitnbangan 
den dasar 
terbentulgen 
Iceputusan 

Memunt 
substensi 
Pe:nett:Pe n 
keputuenn 

lattneb tengPit 
bulan, Waal 
&nut 
deagen wektu 
penendatangana 
n den nenta 
jebegen lengken 
Yeas disestai 
mune I655  
tuenfOlneken 
burnt taping 

Penandatengenen 
dan tessaajabaten 
lengkat Deng 
disertai name 
jelets 
menglitu taken 
Input Impital 
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5. 	Keputusan Kepala PD/UKPD 

a. Penjelasan 

1) PD/UKPD 	terdiri 	atas 	Sekretariat 	Daerah, 	Kota 

Admirdstrasi/Kabupaten Administrasi, Badan, Dinas Biro, Suku 

Dinas, Suku Badan dan UPT. 

2) Keputusan Kepala PD/UKPD merupakan Naskah Dinas yang bersifat 

penetapan guna memberikan dasar hukum dan/atau kepastian 

hukum atas seseorang/sesuatu sesuat petunjult peraturan perundang-

undangan diatasnya. 

3) Keputusan bersifat konkret, individual dan final. 

4) Keputusan dapat dibuat petikan. 

b. Susunan 

Susunan Keputusan Kepala PD/UKPD terdiri atas: 

1) judul, terdiri atas: 

a) frasa KEPALA (nama PD/UKPD); 

b) kata NOMOR TAHUN...; 

c) kata TENTANG; 

d) nama Keputusan; 

2) pembukaan, terdiri atas: 

a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA; 

b) frasa KEPALA (nama PD/UKPD) 

c) Kousideran Menimbang dan Mengingat; 

d) kal a MEMUTUSICAN:; 

e) kata Menetapkan; dan 

nama Keputusan sama dengan nama yang tercantum dalam judul 

didahului dengan frasa KEPUTUSAN KEPALA (NA1VIA PD/UKPD) 

TENTANG serta seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca fink (.). 

3) isi keputusan dirumuskan dalam diktum KESATU, KEDUA dan 

seterusnya. 

4) penutup, terdiri atas: 

a) penandatanganan keputusan yang memual: 

(1) tempat clan tanggal penetapan; 

(2) 'lama jabatan; 

(3) tanda tangan; dan 

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani Lamm gelar dan 

pangkat. 



blemnat &man 
tentang pedu 
ditetapleinnya 
pernturen 

Itteunutt 
Peraturan 
Perundang-
undang yang 
menjacti closer 
ttnetaPtAaPttareat 
Perantran 

Ate must 
paninabewan 
tentang 
Kotagakan yang 
dna:teat:an 

Stuisi judo', 
rumor peratunut 
Yang 
meaggunakan 
lama' kapital 
serta mama 
tabatan pembuat 
keputusan 

Momuatisi  
mated 
kepatuaan 

27 

b) tembusan 

c. Contoh Format Pengetikan Keputusan PD/UKPD 

KOP NASKAH DIMS 
) 5._i 

KEPIIIIISAN KEPALA PD/UttPD 
PROVINSI TIAPSAE NHUGUS 

113UKCYPA JAKARTA 
) 2 part 

12 spas) 
TENTANG 
)2 pus; 

nimmtaimm 1.11MMMTIMMMMIellatIMMMINIMIMIAMIIMAIM 
13 was) 

DEN(MN RAMAT TUHAN YANG MAMA ESA 
)3 opal 

KEPAIA PD/UKPO 
PROVINSIDAERAH MUSKS IBUKOTA JAKARTA, 

)3 spas( 
:a. bahua nunmsmmmmmtaintainatinlainal; 

) 2 vas) 
b. 	bahna nuranninunnamrom merman: mann rneannius 

)2 'pad 
c. dan se:erns:yin 

13 spas) 

I. 	Undang-Undang Komar ... Tataui .. tentang ...; 
12 spas, 

2. Pennutan Pt:mannish Nomor Tabun lantana ; 
12 spat) 

3. dan sateruanya; 
)3 .pad 

111EMUTUSICAN: 
13 spas) 

: 10EPUTUSAN KEPAIA PD/UKPD EINTAMG MMM 
MMMMMMM MOMMTAMIAMPIIIMA 

/2 *you 
latnntnim 

12 wasi 
: 	 rataaraminminnannull. 

)2 pas) 

)4 Apas 

Oast:sylvan diJeJtarta 
pack: tang:gal Az Miransnmoi Axon 

)2 .pad 

KEPATA POPACPD 
PROVING' OAKRAH KUUSUS 031.7KOTA 

JAKARTA 

15 • 6 spas) 

stempeljabotea 
taltaa fangini 
KAMA JELAS 

Me:tint:Aunt 

Men glaga: 

Menetapken 

KESATU 

ICED VA 

KIITIGA 

Tanggal buLna 
Hann 
(I:se-swam 
dBASE= vattun 
peroxide:inseam 
dent RamajabMan 
latoola Yong 
disertai nama 
"elm 
Plenum aka, 
buruf beear 

) 2 spoil) 
Ilenbusaa; 
I. Mounmmonranun 
2. Dan seterusnya 



PiASKAH DINAS 
1 5  Corsa 

PEIIKAN 
/ 2  aPelai 

KEPUTUSAN KEPAIA PD/UKPD 
PROVINSI DAERALL EHL/SUS 

IBUKOTA JAKARTA 
12 spas) 

12 anal 
1ENTANG 
)2 spas) 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
) 3 vast 

DENGAN ISAIMIAT WEAN YANG MAFIA ESA 
/ 3 'Vaal 

IMPALA PD/UX.PD 
PROtaligi DAERAH ICHUSUS IBUICOTA JAICARTA, 

3._i 

Menimbang 	 :a. slat.; 
)2 spiral 

b clatd 
) 3  Vas) 

Mengamat 	 1. Mt 

)2 spas) 
2. d.st; 

)3 spas) 
MEMUTUSKAN: 

13 spassI 

Men:et:vim 

)2 spas) 
ICESATIJ 	 : MmmiummxmammminmEnmmaammmlIMIDITC1 urn:saran. 

)2 spas) 
IMDUA 	 : Mirminammmmmmmmminmmmmrs ram= dm 16111101111. 

)2 spas i 
ICETIGA 	 Keputt:san jul mulai bedsdna pada lemma)'(it.ej,Iiiuu  

14 spas) 

Ditetapkan di Jakarta 
pada [Inagua) xx Mann mum 

)1 spas, 

NAMA JAHATAN 

(ate:lapel jabatan ) 
!maks tarpon 

MANDL JELAS 

PEDICAN 

/2 apes) 

: Ifsputusara hal daberilrankapada yang berltedentIngan untuk 
dikatahui dim diperganakan sebagaizaana raestinya. 

)2 spas) 

Unatk PEDKAN yang sat semal 
Langan Edam. 

) 2 spas) 

KEPAIA PD/UICPD 
) 5- 6 spas) 

steal:pet Jabettan 
Ganda tandan 

N AMA JI LAS 

)2 apasi 

Esparta: 
Yang bersanglostan 
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d. Contoh Format Pengetikan Petikan Keputusan Kepala PD/UKPD 

Be551E0Piuduls 
stomas 
Imputusan yang 
Pangdanalcan 
hundkapital 
sartajabalan 
pembard 
keptausan denga 
bumf kassital 

Me moat
daser/pertinabart 
gas' 
ditempkapkanya 
losputuran 

Menu at 
ps raturan 
gerundang-
undang gems 
menjedi degas 
ditetaiskapketnya 
keputusan 

Me must 
malratansi a:Maw 
instnaksi yang 
Elite [Nihau 

Truaggni, bulan, 
tahan 
disesuedkan 
dead.= vadint 
penandatangantat 
dein nemajabettan 
lanskaPyang 
disettai llama 
jekts 
menggunakaa 
hunaf Le sets 

Me moat katimat 
Parlegasan takam 
parabuatau 
keputusan 

Damn Jabatan 
don namajelas 
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B. Instruksi 

1. Penjelasan 

Instrultsi merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah dan/atau 

petunjuk yang bersifat teknis, jelas dan terperinci sebagai pelalcsanaan dani 

suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2. Susunan 

Susunan instruksi terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas; 

1) kata INSTRUKSI (llama jabatan yang rnengeluarkan); 

2) kata NOMOR... TAHUN...; 

3) kata1ENTANG, dan 

4) narna instrukst. 

b. pembukaan, terdiri atas: 

1) t;  tlisart  nama jabatan yang mengeluarkan Instruksi; 

2) substansi matert Instruksi; 

3) kata Kepada; dan 

4) kata Untuk. 

c. isi, chrumuskan dalarn diktum KESATU, KEDUA, dan seterusnya 

d. Bagian althir, terdiri atas: 

1) tempat dan tanggal ditetapkannya instruksi; 

2) nama Jabatan yang mengeluarkan instruksi; 

3) tanda Langan pejabat yang menandatanganl Instruksi; 

4) nama jelas dan dilenglcapi NIP bag! PINTS; 

5) stempel jabatani itastansi; dan 

6) tembusan sesuai kebutuhan. 

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan, dengan 

ketentuan: 

a. Instruksi Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas 

kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubemur; 

b. instruksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas wewenang 

jabatannya, Selcretaris Daerah atas nama Gubernur dibuat di atas kertas 

Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi tanpa alamat; dan 

c. instruksi yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD dibuat diatas kerta 

Kop Naskah Dinas PD/UKPD tanpa alamat. 

d. instruksi yang ditandatangani oleh kepala PD/UKPD dibuat &alas kertas 

Kop Naskah Dinas PD/UKPD tanpa alarnat. 



:  I. Mmmmmmmmmmmmtrannunnimeartururunnuntn; 
2 	r 	r• r• 	or 	• mill ••••• 	• mule 	111:11M131 

Kepada 

Untuk 

EESATU 

KEDUA 

12 spas' 

12 spas/ 
: M 	 minminnininun 

Minmroxammrammamennenraminranuamm. 

12  spasi 

mracuemmearneurarmannerturensueinnennumnulln 
Menemmrnmetam=mietrininun. 

In 
IF • I PI • pi Frill 1111 I •• • •• 

44 	ill III II II 1 	11 /I /I 1111 	1 	 • / 

114 44 44 4114 11 410 .1 	I II. I 	• • II. II 

I / 1.1 14 	I 	• I 

111111111111IIIIIIZEL 
marmunnunmta 

dengan ins mengmatruksika:a: 
12 vast 

)2 apes/ 

KE11GA 	 ; Meanuemlemmeenrnmeentruarnmmmememennt mill 
Mcunmauntemmmmmrammmmrnmetmmmm. 

)3 spasi 

Instrukai Gubernur ml nagai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
0110si 
1 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal n Mnunmmm 
3000C 

2 spasi 

Gubernur Daemli Khusus 
1kukota Jakarta, 

5 aped 

fatempel jabrttan I 

) tonda tangan 

NAMA JELA8 
12 spas( 

Te.m warn': 
1. Munn mmerunnarn 
2. Dan seteruanya 

3 Mmm 
4 Mrnmrn 
5 den seterusn 

11 4.11 I if 	• Of 41/41•144• 	I • I I I 

1 	II Si 	115 1 	0 II • I •• nrainnimmin 
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4. 	Contoh Format Pengebacan Instrukst aubennir 

Kop 
mengsunalcan 
jaba tan 
guternur, 

tautens smut 
jabatan 
pent Inman 
instruksi 
sahanthnya 
mangettnaken 
truruf kapitel 

KOP JABATAN OUBERNIR2 
15 vast 

INSTRUKSE GUSERNUR DAERAH KID,111Us 
IBOKOTAJAKARTA 

12 opal 
NOMOR TAHUN 

/ 2 Lipari 
TENTANG 
/ 2 span/ 

MMUMMEIMINIMMERAMMERAMMMMMMMMADANIMMERAMM.  
13 spaei 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBIRCOTA JAKARTA, 
13 opal 

- Boast kalimat 
agues dari 
penerbiten 
insttuksi 

B risi 
infarmasi 
yang ditaba 
dalam 
Instruksi 

Ma muat 
subs tansi 
Ian mg 
Instruksi 
Yang 
dite tapken 

Tanggal 
bulan, what 
disesusikan 
dungen waktu 
panandatangan 
an don nama 
iabeten 
kaskaP gang 
disartel name 
jabs 
menggunalcan 
burnt kapital 



KOP DIMAS 
MINAS AIANATI 

)5 'pad 

(ITSTRUKSI KEPALA PD/U1CPD 
PROVINSIDAERAH ICHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

) 2 vast 

)2 Pal 
TENTANo 
2 *pail 

I31131113IMMAINSIMMAIIIIIVIUMMIVIMIIMPIMIIMMINIMIMMI11 
) 3 spas' 

ICEPALA PD/UICED 
PROV1NSE DAERAFI KM/SUS IBUICOTA JAKAMA 

13 span! 

Maur) nunnuninm: ninmrantuurninunntnemsamtntnmrmxunmmndrandurummmILTIMMITIMM 
muuntrunrrannutamninamnunrarernmnunnurattnutentnmurmsuruunureruntaren, dungen 
Ini mongurstrukraltan: 

K. pada 

)2 vast 

1. kInanmourannunammarrandittnnadenmxnadranm; 
2. iilmarmmzumrnmmmrnmmtnmrtannunranamsraran 
3. Afronsozonrstmnymauxunmrnmnaram= 
4. kittentmluntrenmmmmmn=nntramm 
5. deur etertunye 

)1 wag 

Battik 

12 opal 

10ESATU 	 : Ithnrnmravantrnmranutunnanamminnarmirtatmmataun 
Ithrintmennminmxnatnuntnaunminm. 

)2 spasi 

KEDUA 	 : Morounmmrammrturunnunronundenminmadan =dull 
Maunadnnlionbauttmnimnadutunmnimmormm. 

)2 muted 

KETIGA 	 Mnranuruummaunrnmarmtnnammrruhruninunnutt ant 
Mirszonammmmtun =arum nnunnutunm Ii nimm. 

) 3 spasi 

Instruksi Kapok PD/U1CPD Int mutat berlaku pada wagged dketapkan. 
I 3 vain( 

Ditetapkan di Jakarta 
pada t mega] xx Mrtutantrun 

12 *pal 

Kepele.PDfUhTID 
Provinsi Daeralr Khusus 

IbukoterJakerta 
I 5 - 8 *peal 

(stomps! instensi 
Name Jelas 

Tent:buena: 
1. Mmiturvaronezun 
2. ItAnarntn=om 
3. Dan seteruertya 

Beds kalismt 
tujuen deri 
penorb deur 
instruksi 

Bartel Wannest 
clitttjultan 
dalam instruksi 
Impede 
PArKIX34B 
PertullidUtt 
Darnell 
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5. 	Contoh Format Pengetikan Instruksi Kepala PD/UKPD 

Menggunakad 
kop tanpa 
absent. luclul 
instruksi 
menggunaken 
huruf !capital, 
:tomer sada 
unmet Bared= 
Dentinal 
keputusan 
disesuailuto den 
rneng(funakan 
huruf kapital 

Mentuat 
substansi 
tenpins 
'madman 
yang 
ditemplcan 

Tanned. 
buteur, damn 
disesuaiken 
dengan aktu 
penandelanga 
nan den name 
jabettan 
lengketp yang 
dismal man 
jeles 
menggunekan 
bumf kapital 
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C. Surat Edaran 

1. Penjelasan 

Surat edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan 

dan/atau petunjuk cara melaksanalcan hal tertentu yang dianggap panting 
dan mendesak. 

2. Susunan 

Susunan surat edaran terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) tanggal, bulan dan tahun; 

2) kata Kepada; 

3) kata Yth.; 

4) pejabat/alamat yang dituju; 

5) frasa SURAT EDARAN; 

6) kata NOMOR; 

7) kata TENTANG; dan 

8) Judul Surat Edaran. 

b. isi, dlrumuskan dalam bentuk uraian. 

c. bagian althir surat, rerdiri atas: 

1) nama jabatan, 

2) tanda tangan pejabat; 

3) nama jelas (bagi PNS dilengkapi NIP); dan 

4) tembusan. 

3. 	Penandatanganarx dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 
a. surat edaran yang ditandatangani oleh Gubernur atau Walcil Gubernur 

atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan 
Gubernur; 

b. surat edaran yang ditandatangant oleh Sekrelarls Daerah atas nama 

Gubernur menggunakan Kop Pemerintah Provinsi DIU Jakarta tam:a 
alamat; 

c. surat edaran yang dttandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 
bersanglcutan dengan alamat; dan 

d. surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD ditujukan 
kepada internal jajarannya. 



303 JABATAN ClUBERNIJR 
)5 mond 

	tt Ebb/blab ml 
)2 speed 

!Cepa& 
ytk, blinunenningl Innen 

bkarontminnollm 

a; 
dales: m 

) 3 • 4 apes) 

S1JRAT EDARAN 
) 2 west 

liOMOR .../SE/St 
)2 wad 
TEIMANG 

MUMMISAMMASUISSMISMOSOAMIAMMISSIMMAIMIS 
) Thus) 

Sagan sampaikatmlihal sabegai beeikut : 
memenommmmmeamerunmm 

J3 .pal 
Unteummunnuemmcommmsnmsmmesmummmenommnunnurannunmentim 

mmunemmmalmmminmmmm 	 mmm. 
)34504 

blinmeunmmmesommiemmmmmenzunrammmmmrnmeammenemenunmmem 
mmtamiem= 

) 3 spas) 
IA 	 mronimmmmmmmmmtmeminnmenmsnenrem 

nuemmmannammtemmmmmmenerensimminmeramasimaimrumze. 
/ 3 spas) 

Eciaren ini tunek mania& pellet= dm ages dilaksmaken demean sabaik-bniknya den 
penult tanggengumb 

)4 spas) 

Clubmen. Daman Klass 
Ibukota &thane, 

)5 • 0 appal 

stempel &stens) I 
bugle tatunn 

NamaJelem 

Teinbusan: 
i MMI11011111111:10111101 

hill1111011:11M11119111111111ER 
3.Dan smart:any@ 

IA 

klanmet 
substensi dad 
sure adman -den 
pade panutup 
surat edam belt& 
instruksi 
pelelataspen 
implentsi dad 
sera edema 

Plesugunakem 
kopiebetan 
Sleben= 

Tama/. bulge 
den tame 
disasuitecan 
dense 
Pallmititan urat 
admen den 
identitas pada 
yth. bed& an 
jabetan 

Janis dan juchd 
mengunaken 
humfkapital den 
penomaean SLIM 
adarts 
&umlaute 

Tanggal Mks 
[alma 
disesueikeit 
deepen waist 
pan rode la mane n 
dan nama jokey& 
iongkaP yang 
dismal enma 
Piles 
mmggunalsen 
hutuf began 
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4. 	Contoh Format Pengetkan Surat Edaran Gubemur 



Kap Pemprov DK( Jakarta 
(taxi= alansati 

12 spas) 

...... tt Obbbbbh tat 
)2 vast 

Kepada 
Yth. bimmrarronmmmmm 

lammmmatmmar 

di 
Jaren 

) 3.4 Val 

SURAT EDARAN 
)2 spud 

NOMOR.../SEf tttt  
)2 yawl 

TENTANG 
IAMMADDAMNIMMkgrIDADAIWAIM11111,43116tIMMIANIMMM 

)3 Taal 

Mason imams uommnmenwenmerannuarnuammmearnmmnumnnunmmmmentmont 
noruninmennummummnumarranatm, d non ini sammukan hnl osbagal be rikut : 

) 3 spas! 

temmounmasnrnmromerinnommnimmmmvammtrunnumansommrammatemuren 
mmetunnsammenmm 

)3 spaei 

Mmlanumatammienammarmeameneaminmminmmmarmmrrumnmerunnun 

spasi 
Mennen 

mamaratrlinmmmormronnamertram. 
)3 apasi 

Edetran ini wreak menjadi perhatian dan agar dasksenaltan detwan 
Moat tanggungjavtab. 

- 4 spas) 

nnunoun 

bail:aye dan 

Kende PD/1.1101) 
Promise Damn& tourists 

Malcom Jakada, 

) 5_ 6 spoof 

stamped innansi I 
tandn imp! I 
Name. Jelas 

)2 spas) 

Ternbusen: 
1.3trunimmmenin RIM 
2.111mnumemmma1romm 
3.Dan setamsnYa 

Tanggal, bulaa 
clan Saul 
disesuaikeur 
della= Penscicila11 
swat edema dan 
identhas barest 
munajabtaandan 
identites D1r. 
ICepala PD 

Manua 
substensi dart 
menu edaran dan 
pads penutup 
sumt edam bens) 
Mention 
Pelaksazwen 
iroplentesi dart 
sumt edema 

'Sanas), bulgur, 
Minn 
disesueikan 
dengan waktu 
penandatangenan 
den name jedratan 
lenerap yang 
desertai name 
join 
monggrumkra 
trund hanks' 

11 	

Moaltgartekeut 
kap 3rar,.kahdiaes-
tanpa alamat 

Partuksenjenis 
surat, acmes 
aural senajudvl 
monggrumkan 
hand kinked 
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5. 	Contoh Format Pengetikan Surat Edaran Kepala PD/LIKPD 

D. Seruan 

1. Penjelasan 

Serum adalah Naskah Dinas memuat pemberitahuan yang bersifat imbauan 

persuasif yang ditujukan kepada masyarakat unnun untuk rnelakukan atau 

tidak melakukan sesuath kegiatan/perbuatan. 
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2. Susunan 

Susunan serum terdin atas: 
a. kepala, terdiri atas: 

1) kata SERUAN, ditkutt nama jabatan yang nlengeluarkan seruan; 
2) kata NOMOR... TAHUN...; 
3) kata TENTANG; dan 
4) judul Seruan. 

b. batang tubuh: 

Batang tubuh seruan memuat uraia_n tentang dasar, maksud dan tujuan, 
serta hal lain yang diimbaukan kepada masyarakat agar masyarakat 

dengan sukarela melakukan atau tidak melalculcan • suatu perbuatan 
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 
Naskah dinas Seruan dapat menggunakan salam pembukaan dan salam 
penutup. 

c. Bagian alchir, terdiri atas: 
1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dikeluarlia tinya seruan; 
2) nama jabatan yang ntertgeluarlcan seruan; 
3) tanda tangan; 

4) nama jelas; dan 

5) tembusan. 
3. 	Seruan Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas kertas 

Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur. 



KOP JABeTAN GUBERNIM 
)3 apaai 

SERLIAN GIIBEZNURDAERAH KI-SUSLIS 
IBUKOTA JAKARTA 

) 2 srati 

12 spool 
TENTANO 

)3 vast 

MIAMMMIIMAIRIMMUMMAIMMMINTIMARAMMMTAMMUMMtd 
SIMMOIMMMMSIMMIAMISMAIMMNIMMTIAIMRINDA 

Mmnartnnintrimirunn miuxusimmmastins=unnunmamunmnartlintUnl ag I nnil Ms a 
mmranonmnuninmrsuran i ll imnmmainunninamimnisiamminiln MnIalaunin imam inzununsailiniim tin 
mmmaranintomillinni Antnnmamininmmmak 

I 3z.' 
Mranimmennimsoninu mnininm nhlnmruumnnnhzrnmnn.natorarunrammtarnmnaCOMM oruruntrun 

11111111111:1111111111111111Mammuonimsniummerunrammmrammmtom Mrammunnt nun ininrammniminranun 
msflrflnfllmltfl)1fl 1m1 TIM a iinmn inunnuna 

) 3 apasi 
Altrurunminninunninunamin 	 MIWILMITI 

narnsurunrmammm 0IMMIIIM.11111111=1=IIMtruzatunmmrnmmin Joininummtunta an 
=1:11.19:011T111113111111M1111191111=1111M 

4 spat( 

Ditetapkan di Jakarta 
Nada. Iongaisl int Mumuntom 
nom 

)2 apaai 
Oubetnur Bassets Istiusus 

Ibukota Jakarta 
/ 3 - 6 apasl 

(steillyeljobatan 
rant tango° 

MAMA JELAS 

tokasi dein 
tanggal 
PiMandatanganan 
disekxpadapada 
seat dilakukan 
Penandatangan 
Sn 
memsomthim 
Name Jelas 

Menaunakan 
kopjabatan 
Iubensur 

Penomorma 
yang berm-neva 
&dam SEPAL 
team uticwin, 
psundlesnjenis 
saruan, dan 
jticittl saruan 
inengipmakan 
Lund {capital 

Mennen intend 
atas serums dan 
pinnate:us it 
substansi 
Salta!' 
memperhatikan 
Muslin eye 
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4. 	Contoh Format Pengehltan Seruan Gubernur 

E Surat Perintah 

1. Penjelasan 

Surat Perintah adaJah Naskah Dinas dart atasan yang ditujukan kepada 

bawahan yang bensi pesintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 

2. Susunan 

Susunan Surat Perintah terdiri atas : 

a. kepala, terdirt atas : 

1) frasa SURAT PERINTA1-1; 

2) kata NOMOR ...,'...; 

3) kata TENTANG; dan 

4) narna/judul perintah. 

b. is!, terdiri alas. 

1) pertimbangan dikeluarkannya surat periotah; 

2) kata MEMERINTAHKAN:; 

3) kata Kepada; 

4) nama peJabat dan jabatan yang dtber1 tugas; 

5) Jenis/tugas peketjaan yang hams dilaksanakan; 
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6) waktu pelaksanaan tugas; 

7) pemblayaan dan lain sebagainya; clan 
8) ketentuan lain yang dianggap perlu misalnya pembebanan anggaran, 

ketentuan waktu pelaksanaan, dan kewajban melapor bagi penerima 
tugas. 

c. bagian akhir, terdin atas: 
1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya surat perintah; 
2) tanda tangan pejabat; 
3) nama jelas pejabat bag! PNS cillenglcapi NIP; dan 

tembusan. 
3. 	Penandatanganan dan Hop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. surat perintah yang ditandatangant oleh Gubernur atau Wakil Gubernur 
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 

b. surat perintah yang dttandatangani Men Selcml a na Daerah dan Kepala 
PD/pejabat laInnya atas nama Gubemur dibuat di atas kertas Kop Naskah 
Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan 

c. surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 
jabatarmya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 
bersangkutan tanpa alarnat. 



KOPJABATAN GUEIERNUR 
) 3 spas, 

SURAT PERINTAH 
)2 spaai 

)2 spas. 
TEN7ANG 

) 2 post 
MliallstrIMMAMMAIDAMMM al 

)3 spas' 

mannnunsattnaunmmeannnmiraninnannunnynni ovum 

	

mini 	 undengan ini 
13 apaei 

INERIERINTAHKAN: 
I 2 spa( 

Kepada : 

Int113/1 

NIP 
)2 vim 

	

Pdaatan 	Mn 	 1111111.113 
)2 spasi 

untuk 
)2 wed 

1. afin:nmmtnnunrrunrzeurri=nonumiammnuninnunianaunenm 
nunflainuar_rnmenstrnranneanetm; 

)2  'Pau 
2. Mirenmannraman   )11:4111111R1111 

mnaranunnuntnnsrananrenunnunin. 
)3 spas) 

Farintab ni dibuat tultuk dilaksanakan (Langan tobeik-liniikllY11 hut 
InnIA tanrapnagjmieda. 

)4 apazi 

Dikelnarlatt/ diJekerla 
pada twigged aa Muenen RAM 

)2 'yawl 

Ouberrear Deenth Khaaus 
Ibukota Jakarta. 

) 5- 6 vac) 
sue:opal instanai 

I tanda targan 

Nana Joins 
)2 apasi 

Tembutten: 
1. Mmnunnunramvam 
2. Mminmumuranmmrain 
3. dan eatemanya 

)2 spas) 

Mennsat Lei perintah 

Lokasi dna 
PenanKlialan 
disesuaikan deagan 
maktu 
P0 nandataultanea 
sera) pernbubuhen 
taut tang.= 
disarm) neenajelas 
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4. 	Contoh Format Pengetlican Surat Perintah Gubernur 

blealguankan 
ken iakaked 
antennae clan 

ODflnrnfl 
ellaasaallean 
be nuutaa &Kam 

b

tu taken 
twin, 

pengetikaniudal 
we/mil dines 
tottlIffstnaken 
hand kapatil 

Berisi ideation 
penerana patek 



Bensi ittentitu 
pemnima parintah 
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5. 	Contoh Format Pengelikan Surat Perintah Kepala PD/UKPD 

SOP NASKAH DINAS 
IMAM ALAWAT) 

)3 :wad 
SURATPERINTAH 

)2 mad 

)2 most 
TENZING 

)2 spud 
101.114110811511101M10.111M 

)2  Pali 
hfrommannumarnm=omminmmmnuommnim 

Aimmminommn3mm mmainnnommitmunnun min degm nil 
)3 vast 

NIEMERINTAH(AN: 
) 2 spasi 

!Cepa& : 
)2 spas! 

MUM 	 kilm=manmamanummmm 
)2 +paid 

Nff' 	 inrooctrocuncoax 
) 2 spas) 

jabatau 	kliumnummunmmmmmmminmammmmin 
)2 spasi 

tmtuk 	; 

263 46=4m11cm 
naskah dims 
tanpa alamat 

Id/kakis jinn 
swat, manor, 
tentaug sunk 
menggunakan 
hum/ kapked 

I 2 oast 
1. Mmmmmmmm 	 11= 

• Fl 	111 III 	• 	II 	• II II III 1111111 I 
) 2 spud 

11111111111111 
Elemuat isi parintali 

II 	1101111 	I 	el 	III II • ill IS 	II 	II II II 
) 3 spasi 

Perintab id dibu 
puma tanggung jawab. 

unit& dkaksanskan Amgen sabaik-baiknyet dan 

)4 spud 

Dikeluathan diJakerta 
pods kuiggal hInuonuunun MRS 
)2 Bpasl 

Kopek PD/1.112D 
Provinal Dearalahusus 

IbukotaJakarte, 
/5- 6 .pad 

stamps) inumai 
) tanda Umgan 

NemaJelas 

)2 spasi 

Tembusuu 
I. Mrammmmmmmin 
2. Mmmnunnntonmromm 
3. dim soterusaya 

Lokasi clan 
Paumggelen 
disesueulim dung= 
leaky 
ponandnutganan 
sera pembubuhan 
Innda Union 
disartrti mum jelas 
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F. Surat Tugas 

1. Penjelasan 

Surat tugas merupakan Naskah Dinas yang men mat kehendak Kepala 

PD/UKPD yang ditujukan kepada bawahan dint titan pejabat/pegawai 

instansi lain untuk melaksanakan tugas tertentu. 

2. Susunan 

Susunan surat tugas terchri atas: 

a. kepala, terciiri atas: 

1) frasa SURAT TUGAS; 

2) kata NOMOR .../...; • 

3) kata TENTANG; dan 

4) nama/judul surat tugas 

b. batang tubuh, terdiri atas: 

1) pertimbangan dikeluarkannya surat tugas; 

2) kata MENUGASKAN:; 

3) kata kepada:: 

4) nama pejabat/pegawai yang ditugaskan/kati t Um dengan susunan 

terlanipir; 

5) 'rata Untuk:; 

6) jenis/maksud pekerjaan yang harus dilaksanakan; 

7) waktu pelaksanaan tugas; 

8) pembiayaan; dan 

9) ketentuan lain yang dianggap perlu antara lain kewajiban melapor 

bagi penerima tugas, dan seterusnya. 

c. baglan akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkamiya surat tugas• 

2) nama jabatan yang mengeluarkan surat tugas; 

3) tanda tangan clan stempel; 

4) nama jelas selain Gubernur dilengkapl NIP bagi PNS. dan 

5) tembusan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuarr 

a. surat tugas yang ditandatangani oleh Gubernur atau Walcil Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 

b. surat tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama 

Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta tanpa alamat; dan 

c. surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD/LTKPD atas wewenang 



KOP NASKARDINAS 
(tempo alumat) 

)3 *gal 
SURAT TUGAS 

)2 spat 

)2 spas' 
TENTANG 

) 2 spend 
MMMMMMMMMMAIMMMMMAIMM 

)3 spas' 

Mmmnumarennammiumnimmthnuommthummunmamvntammamum mum= 
aironunmaunthmmmumammmurommrammrammm, dengan ini 

) 3 spun 
MENUGASICAN: 

) 2 (Taal 
Kepada 	: Tim dengan susunau I. drawn 

)2spasi 
Untuk 

)2 *pad 
a. M 	 nratranaumninnunmmi 

) 2 spasi 
Mmammumummsemzun=ntommaunnimmmmamunconunnun; 

)2 spast 
Mmmmmummmuanunnunnun=mmmmmthmthmmnuonunmaiminrammmth. 

)3 spaai 

Smut Ingas th thbuat untuk dihnnanakan deugan sulnik-baikuya clan penuh 
tanggungjawab. 

)4 spas, 

Dikeheuiniu ii Jakarta 
Pada. taaggid as Mean xxx 

12 Oael 
NemaJa bei euli 

) 54 spas' 

(stamps! inetann) 
Mara Alas 

)2 spas, 

Tenthusem: 
1. Mmmsnuomm 
2. Mromnuummra 
3. dan setemstwe 

Menggunakan hop 
=kali dinas 
(nava alamat) 
sena ukumn lop 
disesualkan 
deugan &man 
yang berlaku dan 
panulisan joins 
surat den judtd 
menggunaktm 
land kapital 
Untuk senoras= 
diseuaikan dens= 
urn tan 

Boni isi tugas 
nulls an 

menggunalum 
Man 34 
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jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 

bersangkutan taupe alamat. 

4. 	Contoh Format Pengetfkan Surat Tugas 

Penandatangan 
menggunakan 
namajelas don 
nip sena 
penanggalati 
dis o suaikan 
dengau waktu 
penandatanganan 



42 

BAB IV 

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DIMAS KORESPONDENSI 

A. Nota Dinas 

1. Penjelasan 

Nota dinas merupakan naskah dinas internal antar pejabat di lingkungan 

Pemerintah Provinsi BKI Jakarta atau antar pimpinan atau dad pejabat 

bawahan kepada atasan yang memuat/berisi pemberitahuan, permintaan 
penjelasan, laporan dan sebagainya. 

2. Susunan 

Susunan Nota dinas terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas; 

1) frasa NOTA DINAS; 

2) kata Kepada Multi dengan nama pejabat/alainat yang dituju; 
3) kata Dart diikuti dengan nama pejabat yang niengirim; 
4) nomor, dapat ditambah kode sesuai kebutuhan; 
5) sifat/klasiflicasi; 

6) lampiran; dan 

7) hal. 

b. is!, dirumuskan dalam bentuk uraian. 

c. bagian alchir, terdiri alas.  
1) tanggal, bulan dan tahun; 

2) nama jabatan; 

3) tanda tangan clan stempel; 
4) nama jelas pejabat dilenglcapi NIP: dan 
5) tembusan. 

3. 	Penandatartganan clan Kop Naskah Dinas yang chglinakan dengan ketentuan: 
a. Nota dinas yang ditandatangani oleh Guberrtur/Walcil Gubernur atas 

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan 
Gubernur 

b. Nota dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala PD 

atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dengan/tarma alamat; dan 

c. Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD 
yang bersanglcutan-Lama alamat. 



Plenum Immutili 
Patuberitaluan, 
araban, peringa tan, 
arm/ pull/maim 
atoll permintaan 
benma Catalan 
ringkas aulaidap 
suatu masale/ 

Dias/lei/cm Manisa 
permigkat &tenth/ 
-unit yang Motto 
penthn 
pananrcian 
Msesuaikau itaugan 
unitan sruu tahun 
talovin, /Kayak 
lamritaa, sesta hal 
mengeimi luta 
Maas 

Tembusan: 
	 ) 2 woad 

1. Mrnmmrnnumun 
2. Mmmtnmminmm 
3. clan seletuanya 

Mmmmmmmrnmm maim min mmmmmm mnannunrnmmmm mmrnmmrnm mmninun nun 
mminmmmm mmm mmmm rnmmmm MEM 

)2 moctia 

Mmrnmmmmrnmm MMTMaim MminrmliM MMMMMITIMMinm moiromMMMM MMDT11 nImalm 
MMMM/TIMM rlimm MMMM MMMMM flIVft 

)2 spat 

Mrnmmrnmmmm nvornownrn minimum) mmmmmrnmmm trimmmrrimm mrnmmtnnum 
mnernmmmm Mr= MMMM TITnimi Min 

1 4  aPetai 

Jacarla, ICOAMMMlum xxxx 
)2 vas) 

Nana Jaen, 
) 5-0 was) 

sternpel kr.tans I 
) land& WWI 

)14nrna Jela) 
NIP 

Lokasi clan 

disesuailon demean 
waktu 
penandatangenau 
sarta pembubulian 
iandatangan 
disease/ name jelas 
don nip 

KOP NASKAH DIMS 
)3 vela 

NOTA OINAS 
)3 spoof 

Kepada 

Dan 

Nomor 

Sifat 

Lampirm 

Hal 

     

 

)2 spat 

 

     

     

 

)2 spas' 

 

 

12 spas' 

 

 

)2 spas( 

 

 

19 epasi 

  

3.1 Neneginaltan kap dines 
pa mask= dnerah 
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4. 	Contoh Format Pengetthan Nota Dinas 

B. Nota Kesepakatan 

1. Penjelasan 

Dokumen yang bensi substansi pokok berupa tugas clan tanggung jawab 

Pemerintah Pusat clan Permerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersifat 
menglkat. 

2. isi nota kesepakatan, terdiri atas: 

a. kornparisi; 

b. palm pihak dalam nota kesepakatam 

C. premIs/ rec(tal; 
d. konsideram 

e. nota kesepaltatan, paling kurang memuat: 

I) latar beialcang; 

2) maksud dan tujuan; 



3) lokasi sinergi; 

4) objek sinergi; 

5) ruang lingkup; 
6) tugas dan tanggungjawab; 
7) pelaksanaan; 
8) jangka waktu; 
9) pembiayaan; dan 
10) lain-lain. 

f. penutup. 

44 
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3. 	Contoh Format Pengetthan Nota Kesepakatan 

NOTA KESEPAICATAN 

ANTARA 

PEMERINTAH PRO VINSI DAERAH ICHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DAN 

PEMERINTAH DAERAH 	 

TENTANG 

NOMOR : 	  

Pada han mi, 	tanggal 	bulan 	 tahun 	 (...-,...- ...... ), kami 
bertandatangan di bawah ini : 

	, berkecludukan di 
. dalam hal Jai bertindak untuk 

dan atas nania Provinsi Daerah 
• Provinsi DKI Jakarta seIanjutnya 

disebut PIHAIC KESATU. 

	

U.   berisecli tdukan di...., jalan 
dalarn Ml (n1 bertindak untuk 

dan Elias naxict Pemerintah Daerah 
	 selanjtitilya disebut PIHAK 
KEDUA 

PIHAK KESATU dan PEAK KEDUA selanjutnya secara bersama-saina dalam 
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, clan secara sendlri-sendiri disebut 
PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berilcut : 

1. dst 
2. dst 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangan masing-naasing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk 
melaksanakan Nota Kesepakatan 	 dengan keten:uan dan syarat-syarat 
sebagai berikut: 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 
dan setexusnya 

Demilcian Nota Kesepakatan ink dibuat dan ditandatangani di 	 pada 
haridan tanggal tersebut di a tas dalara rangkap (..........4bermaterai  cukup, 
masing-masing mempunvai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK KEDUA. 	 PIHAK ICESATU, 
Cap dan Tandataragan 	 Cap dan Tandatangan 

(nama tanpa gelar) 	 mama tanpa gelar) 
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C. Kesepakatan Bersama 

1. Penjelasan 

Kesepakatan bersama merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh pejabat 

yang betwenang dengan pihak lain sebagai langkah awal untuk 

mempersiapkan suatu perjanjian kerja sama. 

2. Susunan 

a. Bagian kepala, terdiri atas • 

1) Lambang/Logo: 

a) untuk kesepakatan bersama a ntara daerah dengan daerah 

menggunaltan lambang garuda. 

b) untuk kesepakatan bersama antara daerah dengan pihak ketiga, 

lambang Jaya Raya di sebelah kanan atas dan logo pihak ketiga 

diletaldtan di Itiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama 

lembaga: 

2) Kata KESEPAKA1'AN BERSAMA AMARA 	DAN 	 

3) Kata TENTANG; 

4) Judul Kesepakatan Bersama; dan 

5) Kata NOMOR yang diikuti dengan nomor Kesepakatan Bersama. 

b. Pembuka, terdiri alas: 

1) hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya kesepakatan bersama, 

dilanjutkan dengan frasa kami yang bertandalaugan di bawah ini; 

2) identltas pihak kesatu yang mernuat antara lain narna, pekerjaan 

jabatan, alamat dan kedudukan/kewenangan bertindak pihak kesatu; 

3) frasa selanjutnya disebut PIHAK KESATU/frasa secara bersama-sama 

selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 

4) identitas pihak kedua yang memuat antara lain nama, pekerjaan 

jabatan, alamat Can kedudukan/kewenangan bertindak plink kedua; 
5) frasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/frasa secara bersama-sama 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan 

6) dasar pertimbangan. 

c. Batang Tubuh 

Batang tubuh kesepakatan bersama sama memuat semua 

substansi/materi kesepakatan bersama yang dirumuskan dalam pasal-
pasal, paling sedikit memuat: 

1) maksud dan tujuan kesepakatan bersama; 

2) objek; 

3) ruang linglcup kesepakatan bersama; 
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4) pelaksanaan Iregiatan; 

5) jangka waktu; dan 
6) surat menyuraL 

d. Penut-up: 
Penutup adalah bagian ald-dr dart kesepakatan bersama, terdiri atas : 
1) rumusan pernyataan telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan 

bersama dengan frasa sebagai berikut : Demikian Kesepakatan 
Bersama ini dibuat dan ditandatangant di 	pada hari dan tanggal 
tersebut di atas dalam rangkap 	 (....) bermaterai cukup, masing- 
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.; 

2) frasa F'IHAK KESATU, diikuti dengan penultsan nama jabatan, nama 
lengkap pihak kesatu (huruf kapital); dan 

3) frasa PIHAK KEDUA, diikutt dengan penulisan nama jabatan, nama 
lengkap plhak kedua (huruf kaphal). 



Perla mussel, 
bulan den tan= 
pelsksanaan 
Isesepakatan 

Memuat identitas 
pen paten 

Mantua substansi 
lusepenatan 
betsama 

'Sternum substansi 
penantukew 
Ice sepekateut 
binaural, 
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3. 	Contoh Format Pengetikan Kesepakatan Bersama Daerah Dengan Daerah 

LAMBANG GAR 

KESEPAICATAN BERSAMA 
ANTARA 

PEMERINTAH PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DAN 

TENTANG 

RUMOR: 	  

Pada had 	tanggal 	ham 	 tahun 	 I 	- j, kann 
bertandatangan di bawah : 

	berkeduduken di jai= 
&lam hal ini bettindek untvk den alas 
lama Provinsi Dearth Proeinsi DKI 
Jelcarta selenjtanya diselne PIHAK 
KESATU. 
	 berkedudukan di..., jab.= ...., 

..... 	 &lam hal ini bertindak untuk dm alas 
rue= Pernarintah Daerah ......, 
salanjulnya disebut PLUM( ICEDUA 

PIKAJC KESATU deal PIHAK KEDUA selenjutnya secara bmame-sarea &dam 
ICesepaketan Berea= ink clisebut PARK PIHAK, den secant sandid-sendiri 
dieabut PIHAK 

PARA PIHAK terlebih dahuki menerangkan hal-hal sabaga berikut 

	  dat 
	 dal 
Bet daadcan 	tense but dints's, sesuai dangan kedudukan den 
kewanangan masing-masing, PARA F1HAK setuju dan saps ka lIIlWk 
melakeanakan Kesepalcatan Bersame ..... dengan ketentua it dan eye:At-mount 
sebagai berikut: 

Iamb sag Ganda 
dengan wmint 

as, juaul 
kesepakatan 
menggunelcan 
Maul negate] 
secant 
kesetundum 
temutsuk nama 

merintah dearth 
dein nanny 
disesuesitteat 
demean mum 
sem tabun talovIn 

Paid 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

den set eruanya 

Demikian Kesepeketan Berearna it& dibuat dan ditandatangani di .............. pada 
hari dan tanggal tereebut cE etas dalam rangkap 	) bermaterai oulcup, 
meeing-masing mempunyel kekuatan hukum yang earn's. 

PIHAK KEDUA, 
Cap den Tendatangtm 

(name tenpa gehni 

PIHAIC KESATU, 
Cap dan Tandatengen 

(nanrn tauPa Pies) 

!deflates jeles keduzt 
bele& pibak pada 
baleen 
pendandatangenen 



Ingo kedua Matt 
ethalg iudel 
be snake= 
reengunagan 
huruf =pit= 
=Cent 
heseill/Waele 
tennesuknama 
pementab =torah 
clan =nor 
disesuaiken 
den= era= 
sate tahun =win 

Berisi =nab 
be= =Inagua 
reekkaanran 
Ica sepakettan 
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4. Contoh Format Pengetikan Kesepakatan Bersama Daerah Dengan Pihak . 

Ketiga 

ICESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA 

PEMERINTAH PROVINEI DAERAH KHUSUS IBLIKOTA JAKARTA 
DAN 

PENMRINTAH DAERAH 	 

TENTANO 

NONIOR 	  

Pada hari lid, 	 tanggal .....- .......bulan 	 tehun 	 
bertandatangan di bawah ini : 

... 	berkeduclukau di 	jalan 
dalam hal ini bertindak =hat (Lau Mau 
llama Pemerfinah Dearth 	 
selargutnya disebut PIHAK KE:m/' LTD. 
.. . ......., berkedudukan 	lalan 	 
henlasarkan Anggaroa Daaar fl 	 
yang dibuat dihadapan Note.ris 	 
yang telah diaahkan oleh Menteri 	 
berdeaarlom Keputusan Nomor 	, 
dalam hal ini bertindak tannic dan atas 
PC 	 aelanjutnya disebtt PINAR 
KEDUA 

PIHAK ICESATU clan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam 
Kesepekatan Bersruna ini disebut PAM PIHAK, dart secara sendit-sendiri 
disebut MAK. 

PARS PlHAK terlebih dahuh: meneranglom hal-hal sebagai berikut : 

	 at 
	 del 
BerdaaarIcan bat-hal tersebut cliatas, &mutt danger' IsodudnImn den 
kewenangan masing-maeir4s, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk 
melaksanaltan Kesepalcatan Bersama 	dengan ketentuan dais ayarat-syarat 
sebagai berikut: 

Pasel I 
HAICSUD DAN UJUAN 

dan seterusnya 

Detnildan ICesepakaten Harem= ini dibuat dan ditandatangeni (Li 	 Pada 
hari clan tanggel tereebut di atas deism magma 	..... ......) barman/Ind culcup, 
masingmasing mempunyni kekuatan hulcum yang soma. 

PIHAK KEDUA, 	 PIHAIC KESA7U, 
Cap dim Tandatangan 	 Cap clan Tandatangan 

Menai idenetas 
parn pig= 

Terme= subset= 
ke =palm= 
berreenn 

Menuat sub =lanai 
pruned= 
leasepakeenn 
hem 

Mantas reins gedua 
belah =halt pada 
baglan 
pendandatzuaganan 

Mama tanpa gelar) 	 (no ma tanpa Oar) 

D. Surat Undangan 

1. Penjelasan 

Surat undangan merupaltan Naskah Dims yang beast permintaan kepada 

yang bersanglattan untuk hadir dalam rapat/pertenman/sktang seminar, 

upacara dan lain-lain pada waktu, tempat clan acarit yang ditentukan. 



50 

2. Susunan 

Susunan surat undangan terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas; 

1) tanggal, bulan, dan tahun; 

2) kata Kepada; 

3) kata Yth.; 

4) kata Nomor, Strut, Lampiran dan Hal; clan'  
5) pejabat/alamat yang dituju. 

b. 1st, terdiri atas: 

1) maksud dan tujuan atau latar belakang; 
2) hart dan tanggal penyelenggaraan; 
3) pukul penyelenggaraan; 

4) tempat penyelenggaraan; 

5) acara yang alcan diselenggarakarr dan 
6) kata penutup. 

c. bagian alchir, terdirt atas: 

1) nama jabatan yang mengundang; 

2) tanda tangan pabat yang mengundang; 
3) nama jelas pejabat selain Gubernur dilengkapl NIP; 

4) sternpel jabatan/instansi; dan 

5) tembusan. 
3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunalcan dengan ketentuan; 

a. surat undangan yang ditandatangant oleh Gubernur atau Walcil Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 
b. surat undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala 

PD atas nama Gubemur dibuat dl atas kertas Kop Naskah Dinas 

Pemerintah Provinsi DM Jakarta dengan alamat; clan 
c. surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas 

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kap Naskah Dinas instartsi 
PD/UKPD beralamat 



Menggunaken 
kop smash 
dinaa, tauggel 
des, temper 
pambutttan 
disosu aiken 

lei pernbukaen 
eUrat 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Undangan 

?tomer 
Sten 
tempi= 
Hed 

KOP NASKAH D1NAS 
splui 

Mmemeneuran min 
1110111n1Thillnin1 m 

Xs= Memmoneers rum 
/ 3 spasi 

K. eeds 
Yth. Illeuennommaummon 

di 

Jakarta 

13 4 spas" 

Mmmmmnnnorunmmnunmmtnemninnunmmminnunmmourimmtlimetm 
Mittmmmannimmememmmtnmmmnunm dengan ini menglutrerlom Icelmellren 
Sentra Salem parieman yang ekeul diselenagnrukan pat 

ban 	Mrraummm 
I 2 apasi 

lenggel 	X/csx max 'comma 
) 2 spas, 

pulad 	max s.d 20000I 
)2 speed 

tern pat felmnnummunmnu=unmmm 
ACItta 	Idnu=smteranuemmennntmeurennunm 

BIAMME11119911111111:11011 

)3 spool 

Atas perhatien den kehediran Sanders, Soya neepkan terima knell). 
p.-' 

1 
Name Perangkat Daerell 

PIS spa.' 

Isternpel jahatan ) 
tanda tangan 

NANA JELAS 
NIP 	  

Tembusen 
1, Limmrenuanmunnunniramm 
2. Mmnunnurennunranunumun 
3. dan eeteruenya 

laormasi 
peksksanaan 
kegietas 

Lanai clan 
penanggelan 
dasemailten 
dengan waktu 
ponandatengenen 
aorta 
penabubuhen 
tanda tangan 
rnembuat name 
joins 
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E. Surat Biasa 

1. Penjelasan 

Surat Masa merupakan Naskah Dinas yang antara lain bens! pemberitalman, 

pertanyaan, permintaan jawaban dan saran. 

2. Susunan 

Susunan surat biasa tercliri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) tanggal, bulan, dan tahun; 

2) kata Kepada; 

3) kata Yth.; 

4) kata Nomor; 

5) kata Mat; 

6) kata Lampiran; 

7) kata Hal; dan 

8) pejabat/alamat yang dituju. 

b. isi.dirumuskan dalam bentuk uraian. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) nama jabatan; 

2) tanda tangan pejabat; 

3) nama jelas (dilenglcapi NIP bag! PNS); 

4) stempel jabatan/instansi; dan 
5) tembusan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 
a. surat biasa yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jaba tan Gubernur; 
b. surat biasa yang ditandatangani oleh Settretrats DEterah atas wewenang 

jabatannya, Sekretaris Daerah atau pejabat lath atas nama Gubernur 

dibuat di atas kertas kop naskah dinas Pemerialah Provinsi DKr Jakarta 
dengan alamat; clan 

c. surat biasa yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya dibuat di atas kertas kop naskah dinas PD/UKPD yang 

bersangkutari dengan alamat. 
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4. 	Contoh Format Pengetkan Surat Biasa Gubernur 

KOP JABATAN OUBERNUR 
I3 *paid 

Namur 	 tt libbbbbli ttu 
Sian 	 ) 2 spat! 
Utopia:in 	 / 
Hal Ms 	 Kotula 

lib. bin= Ittianiniums 

di 

Jakarta 
)3 - 4 "nal 

adminnurannizoinmmminaunminmembunnammmi =mann= 

13 spaai 

mrantionarunnanunninunmommonamminmuunnunitanminninto 
mnintriuninamutimnanrnannanram. 

• ) 3 apaai 
bframatmomminmnimentarrunirunmminmmmauninnimnun 

ItallIIIIIIMMITIATMMIIIIII=IIIIIIIIIMM1710111111109713101111.10M111111111111 
01111111MIIMILII Innmminrazumnun001111010M. 

13 4 spasi 

Gubernur Dearealt Manus 
blanket a Jit can 

)5-0 spasi 

eta 	elan( ) 
) Pool)) 

ioaftet 

Noma Jelin 
2  Vaal 

Tembneart: 
AlI. 	1110(11M11101111SIMI 
M wren= rtunniminnun 

3. den seterusnya 

Pentaiumot 
kap jab atan 
onnanaa 

TiBSPlit 
bulan dein 
tahun 
diseaualan 
dengio 
penerbitan 
stunt. 
yanujuan 
Impede ytb. 
menggunakan 
name jabatan 

Me mon 
mated 
substraisi dad 
Hare 

Penandatanganan 
clan yams jabataia 
luitaKuP PION 
dig ettsi mum 
it 

me oggunalaul 
hunt) blew 



ttBbobbbb Un 
)2 spas 

: Ilmennanmm Nepal, 
Ytki.14mmomeromminm 

KCP NASKAHDINAS PD 
Mangan atamat/ 

13 spool 

Jakarta 

/ 3 - 4 vast 

glimarnminmmminminniminminnumnnimmineannimiruumm 
=cal= Mi7LZUMI10 

)3 apasi 

kInunmeirnmeammmmnurunmn=ttunmmmnaciamn am n mm 
rrunnundunnumeuezummrommmourunmmmm: iii 11=1M nut Ibi ulna di lams 
n1111111111=11110101111111111IIIIIMITIM1TM111. 

/3 spas' 

Minmiumminmmmminmmmininatcaminmetrommounrummin 
inamimminnunnimmnimm=intrimminamtminminmm:nelltlitinlin 
mmninimminmmitun=drun. 

3 - 4 spud 

Xepala PD/ DASD 
Pnevinsi Demob Matsu. 

lb:Meta Jakarta 
) 5 - 6 spas) 

stempel 
I tenda tangan 

NanMins 

12 spas) 

Ibmiouseau 
1. Mnimmmirumminin 
2. Minnurunmeunmmrnm 
3. clan seterwinya 

Penendatangenen 
den llama jaboar: 
AelOMP Yang 
disertai nit 
den nip 
manggunaken 
huger kapital 

	TI I'RUSIA.nkOP 
naskeh dines 
leendamat 

Tenggeli  Wan 
den tad= 
disesueiken 
dengen 
penethitan aura, 
Pent= 
Sega& yth. 
ermaggunakara 
nomajabalan 

MB =At meted 
cabstand clad 
pane Mum 
attat 
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5. 	Contoh Format Pengetikan Surat Biasa Kepala PD/1.1KPD 

F. Surat Panggilan 

1. Penjelasan 

Surat panggilan merupaitan Naskah Dinas yang digunalcan untuk mernanggil 

instansi/badan/perseorangan guna diminta dan/atau diberikan keterangan 
mengenai suatu persoaLan. 

2. Susunan 

Susunan surat panggilan terdiri atas : 

a. kepala, terdhi atas . 

1) tanggal, bulan dart tahun; 

2) kata Kepada; 

3) kata Ylh.; 

4) kata Nomor, &fat, Lampiran, dan Hal; clan 
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5) nama dan alarnat instansi/badan hukum/swasta/ perseorangan yang 

dipanggil. 

b. is!, terdiri atas. 

1) hart tanggal, waktu, nama pejabat pernanggill clan 

2) maksud surat panggilan. 

c. bagian althir, terdiri atas: 

1) nama jabatan dan tanda tangan pejabat; 

2) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan 

3) tembusan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. surat panggilan yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wild! Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 

b. surat panggilan yang ditandatangani oleh Seltretarls Daerah atas nama 

Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Mints Pemerintah Provinsi 

DK1 Jakarta tanpa/dengan alamat; dan 

c. surat panggilan yang ditandatangani oleh littpala PD/UKPD atas 

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kup Naskah Dinas instansi 

PD/UKPD yang bersangkutan dengan alamat. 



Menggunalcan 
kop naskala dinas 
perivagkai daerah, 
tauggal dan 
tam pat 
pembuatan 
disesuaikan 

lei pembukaan 
swat 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Panggilan 

HOP NASICAII D1NAS 
.13  aPagi 

ierammairraanuain 
alimumn Inn 

X ow Minuminnuom =ors 
) S opal 

gspoda 
Vt mainimmininnimainua 

di 

Jakarta 

) 34  spa 

Dengan ini d iminta kedatangan Seudara di 1Cantor flood= lag Mid XXXXit 
Mmmauxuninnimmmmminmmmrrunra 

/2 utast 

bah 	 Miumrarnrn 
)a spas/ 

tanggal 	 Xrce soccuocodorsx 
)2 masi 

pukul 	: ran a.d =DOC 
)2 Magi 

tempat 	: lid=nammunnut 
Menghadap kerpada 	12 paid 
unfit 	; Mrtunnunramsurumnranimminnuaraca 

MI=111111M1111111=111111=1111 

3 .pasi 

1 	 111111111M1=1131111110D2111. 
)34 quasi 

Nama Perangkat Daerah 
Ass spas/ 

(stenutel jabatart 
) Ganda tangau 
NAM/14112AS 

NIP 	  
13  4.4ti 

Tembuzan : 
1. Mrammrammnimminniunmin 

Minmnimmmtrusunmmuumn 
3. clan Satatlifillya 

Informasi 
pelaksanaau 
petnmigqilan 

Lokaai don 
penanggelan 
diseeuaikan 
de gan welau 
penandatanganan 
sesta 
pembubuhan 
tends tangan 
mamba& nama 
jeias 
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G. Telaahan Staf 

1. Penjelasan 

Telaahan staf clibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis, 

pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang strain masalah. 

2. Susunan 

Susunan telaahan staf terdiri atas: 
a. kepala, tenth' atas: 

1) frasa TELAAHAN STAF; 

2) kata Kepada; 

3) kata Dart 
4) kata Nomor; dar: 

5) kata Hal. 

b. Isi, terdiri atas: 

1) pokok persoalart 

2) praanggapan; 

3) fakta clan data yang berpengaruh terhadap persoalam 
4) pembahasan/analisis; 

5) kesimpulan; clan 
6) saran tindak. 

c. bagian althir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun; 
2) nama jabatan; 

3) tanda tangan pejabat; 
4) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan 
5) tembusan. 

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan 
ketentuan, telaaban Staf yang ditandatangani Welt Kepala PD/UKPD alas 
wewenang jabatannya dibuat di atas kerta Kop Nasicall Dinas PD/UKPD yang 
bersangkutan tanpa alarnat. 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Telahaan Staf 

EDF NASICAH DINAS 
13 visa 

TELAAHAN STAP 
)3 weal 

!Cepa& 	 ItAnuarrumrn rnnuntammmmmm ant innmm nun nurannananan unnun 
11111111=1111111=11 

/ 2 spud 
Mut 

	

	 MMIIERMIMUMBIIMMIITORIMUMIRLIIM =mull Lrommtomi tubri 1 mina' 
mamma= nnuonanann 

/ 2 Vaal 
Noma 

	

	 M1110111011.111EUTLEU11112=211111(11111M=11111311.110110=11019111111numam 
measeconuntamnannanam 

)2 spas) 
Hat 

	

	 Mn moan ti minmmmmmrtunithummmmaranininmnmnnmntennn 
anwarnonuunumntarnronk 

)2 mu) 

I. 	Pokok Pars/atlas 	hUnmzommnimaktannmeurnanuuminromnurunronunmramm 
illtall111103111111111IIMMMMIWERIIIIIIT 

)2 sposi 
U. Frnennannan 

	

	Mmanninunmramtnmmminmuutronunatnaumaninurunmm 
1113110111M111131011111111ILWOMIUMM1111 

)2 wpm 1 
111. Faktn dan Data Barpangruln terhadap Pompeian 

Alminmmalmmmm=nunm 	 nitentmtn 
tannarn 

2 apaal 
W. Peanbahsen/ 	 Ira= 

Ants 	 innununni=nuomm 
)2 apaai 

V. Simnel= 	 Minnunnurunmrturennual 
nunnuntunniunnunzunumn 

)2 apasi 
VI. Saran Tindick 

	

	tAnnninuannunnmainunoninuummmtamrornmiany mann 
nank=mnancontonnumounnok 

)9 Ansi 

Jakarta, XX nunram XXX 
gi Spot( 

Nama Jabot/to, 
/Edapaai 

(stempetjabatan) 
J tandaffingan 
NA/AA JELAS 

NIP 	  
aPaai 

Tembusan 
1. leI=anminmmuurun 
2. Mnammmnimmouninnimmm 
3. dan seterusnya  

Menggunalatn 
kop naalcah 
chncte perangkat 
daerah untuk 
perunkukan, 
nornar, den hal 
tenant naskah 
dims 
diseauaikan 

&NH mated 
terkeit pokok 
Yang =06  
telaahan 

Lokaai dan 
ponanggelen 
diseattalken 
dongan want 
penandatanganan 
serta 
pembubuhan 
tenda tengan 
meraboat nama 
jelas 
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• H. Laporan 

1. Pertjelasan 

a. laporan merupalcan Naskah Dinas dan merupakan alat pemberitahuan 

atau pertanggungjawaban dart pejabat bawahan atau dart suatu tim keda 

kepada atasan; 

b. laporan terdiri atas laporan Ins!dental dan laporan berkala; dan 

c. laporan Insidental dapat berbentuk surat biasa atau nota dinas. 

2. Susunan 

Susunan laporan Insidental berbentuk surat sama dengan susunart surat 

dan susunan Laporan berbentuk Nota Dinas sama dengan sustman Nota 
Dinas. 

Laporan berkala disusun secara lengkap, sisl ematis, dan kronologis. 

Susunan laporan berkala terdiri atas • 

a. kepala, terdiri atas: 

1) kata LAPORAN; 

2) kata NOMOR; 

3) kata TENTANG• dan 

4) nama/judul Laporan. 

b. 1st, dirumuskan dalam bentuk uraian dengan sistematika sebagai berikut: 

1) pendahuluan yang memuat penjelasan/ gambaran umum, latar 

belalcang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika 
Laporan; 

2) mated laporan, terdiri atas kegiatan yang berupa program kerja dan 

basil pelaksanaan kegiatan, !lents, volume kegtatan, pembiayaan dan 
sebagalnya; 

3) permasalahan dan pemecahannya yang berisi hambatan yang 
dthadapi dan upaya mengatasinya; dan 

4) simpulan dan saran yang berisi rangkatan pelaksanaan tugas dan 
saran sebagai bahan pertimbangan. 

c. bagian alchir, terdiri atas: 
1) temp at, tanggal bulan dan tahun dibuabaya laporan; 
2) nama jabatan dan tanda tangan pejabat; 
3) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan 

4) stempel jabatan/Mstansi. 

d. lampiran 	dianggap perlu) 
3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan 

a. laporan yang ditandatangani oleh Gubernur abut Waldl Gubernur dibuat 



_El
Kap nasketh &an 
disesuailcan 
dengan perangkat 
(leant 

Pe nulisan 
laporan, nomor 
sena Judul 
IaParen 
manggunakata 
buruf Icapital 

penulisan isi 
pendahulu 
program Iserja dan 
haat 
permasalahen den 
pemcaban satin 
simpulan den 
Senn 
menyesuaUmn 
aturan yd 
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di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubeniur; dan 

b. laporan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 
jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 
bersangku Lan tanpa alarnat. 

4. 	Contoh Format Pengetikan Laporan 

KOP MASKAH DIMS 
13 spas) 

LAPORAN 
12 spat) 

)2 spasi 
TENTANG 

)2 spas) 
MYMMMMEAMMMMMMMMM 

MMMMIdMMMMMMMMMMMMMMMMM 

I. 	P1210AHULUAN 
	 1 3 spas) 

)2 'pad 
Marnmrnmmminm minim marnmmmmmarnmmmtnniminmmnin 	mnram 
lit1111MMOIMMMIllmm roman iTIMMMITM111/11111 

) 3 apcuri 

PROGRAM KERJA DAN HASIL PELAKSANAANNYA 
)3 spas) 

1. 	Mrnammmtnmm 
a 	Data dan Fakta 

Mmmmmninam mmmmmmrnmmm mmmmm aro mrthnIncrimmmnini 
mmmmmm nmm mmmmm mmmin mmm nunmnwninni rnatturrP 	ii 

b 	Mmmmmnuenn mann mrinimmmm mtnrnmnrnamennimmin 
nimmnimmitaun mmmrnm. 
Mmmittnnwenanm mmnimm mmmmmmm mrtmmin mmmm nfl TIMM 

)2 spas) 
M mmmtnrnmmm mn 
a.Mrnmminnurenmm mmmmmmrnmenmnunmm mmmmmm mmmminmm 

mannumninnmmrnmm 
Mmmtnrnmtronmm Inmmmmmtnmnimmrnmmmmm Min munnitunnan 
rTVTillrflITvlUTTlvrnTvrvn rninn 

C. 	Mtammmmmrnmmmenmm marnmmm mrrnimm mmrnmmmmm mmmm 
mmmmmmrnmarnmrnmnimmmm 

III. 	PERMASALAHAN DAN POVECAHANNYA 
3 vast 

2 spud 
t 	Mminmmrnmmm ..... _„.. dan selcs4nya 	 

)2 spasi 
2. 	Mrnmnimmmmm 	dan setenssnya .. 	 

)3 apast 
IV. SIMFULAN DAN SARAN 

2. 	Saran 
Mmmmrnammm mmmmnua mmnannynnmmmmmmnirm nrenmmm mmm mamunrnm 
mmrnnvrenm mummrratimMelM Mr11111111mnimmm MMMM. 

12 pad 
Mrammmmm mmmmmm mrnmaintammnimm mmmtanmmmtnnimm mom mn WTII m Munn 

nanamm mnamannuronta liflullifihlUn 01111MR111111 aim MUM 
19 spas) 

Woman, )5 Minn) 20xx 
) 2  synia 

Mama Jthamb 

)5 - 6 spas) 

slempellostansi ) tenth langan 

Name Jalas 

1. 	SimPulan 
Mmmmmmrnmm mrnrrimmmmmmmmtnntnmmmmrnmagn minims-a mmm num-1mm 
=mailman, nwarnmnimmramm mmmm 111/11MR1111 nmmim. 

32 spas) 

Panulisen tamped. 
mugged. name. 
Iengtrap ditulis 
&maw, huruf natal 
Itapital dan 
dibubuhi made 

_ 	tengan den cep 
stampe1 dan NIP 



61 

BAB V 

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS KHUSUS 

A. Perjanjian Ketja Sama 

1. Penjelasan 

a. perjanjian kelJa sarna adalah dolcumen keda sama antara Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dengan daerah lain dan/ atau Daerah dengan Plink 

Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban; 

b. pexjanjian kerja sama sesuai dengan perattuan pen.mdang-undangark 

dan 

c. perymjian kerja sama dengan daerah atau dengan pihak ketiga 

ditandatangani oleh pejabat yang diberikan Ituasa oleh Gubernur untuk 

men andatangani. 

2. Susunan 

Susunan perjanjian kerja sama, terdiri dan: 

a. Kepala, terdiri dart: 

1) lambang/logo: 

a) untuk perjanjian kela sama antara Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan daerah, Lambang PernerIntah Daerah selaku 

insiator ketja sama yang diletakkan yang diletaldtan di sebelah 

kanan atas dan dan lambang daerah mil at dlletakkan di kin i atas; 

b) untuk perjanjian kelJa sama antara ?etnerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan plhak ketiga, Lambang Jaya Ftaya yang dlletakkan 

di sebelah kanan atas dan dan logo pihxdc ketiga diletakkan di kin 

atas; 

c) untuk perjandan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan daerah yang melibatican lebih dan dua pihak, 

lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku insiator kerja 

sama yang diletakkan yang diletaltkan di sebelah kanan alas' dan 

Lambang Pernerintah Daerah Mitra dlletakkan benuutan di 

sebelah lambang Pemerintah Daerah inisiator disesuaikan dengan 

ruang pada bagian Naskah Dinas; dan 

d) untuk perjanjian kerja sama antara Petnerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan pihak ketiga yang melibatkan lebih dan dua pihak, 

Lambang Jaya Raya diletakkan dl sebelalt kanan atas dan i logo 

plliak ketiga diletakkan berurutan di sebelah lambang Jaya Raya, 

disesuailcan dengan ruang pada bagian Naskah Dinas• 
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2) kata PERJANJIAN KERJA SAMA AMARA 	DAN 	 
3) kata 'PENTANG; 

4) judul penanjian; dan 

5) kata NOMOR yang diikuti dengan nomor perjanfian kerja sama. 

b. Pembuka, terdiri atas : 

1) hart, tanggal, bulan dan tatum dibuatnya Perjanjian Keno,. Sama, 

dilanjutkan dengan frasa kami yang bertandatangan di bawah 

2) identitas pihak pertama yang memuat antara lain nama, pekerjaan 

jabatan, alamar dan kedudukan/kewenangan bertindak pihak 
pertama; 

3) frasa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA/frasa secara bersama-

sama selanjutnya disebut PARA PIHAK; 

4) identitas pihak kedua yang memuat antara lain nama, pekerjaan 

Jabatan, alamat dan kedudukan/kewenangi tn bertindalt pihak kedua; 

5) frasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/frasti secara bersama-sama 

selarilutnya disebut PIHAK KEDUA; dan 

6) dasar penimbangan. 

c. batang tubuh 

batang tubuh penanjian kerja sama memuat semua substansi/materi 

pexjanjian kerja sans yang dirumuskan dalam pasal-pasal, paling sedikit 
memuat: 

1) maksud dan tujuan kena sama; 

2) objek; 

3) ruang lingkup kerja sama; 

4) pelaksanaan keglatan; 
5) hak dan kewajiban para pihak; 

6) pemblayaan; 

7) Jangka waktu; 

8) penyelesaian persellsihan; 
9) keadaan kahar; dan 

10) pengalthiran kerja sama. 

d. Penutup 

penutup adalah bagiari akhir dan i perjanjian kerja sama, terdiri atas : 
1) rumusan pernyataan telah dibuat dan ditandatangani penanjian kerja 

sama, dengan frasa sebagai berikut Demilnan Perjanjian Rena Sama 
ini dibuat dan ditandatangani di 	 pada hart dan tanggal tersebut 
di atas dalam rangka 	 (....) bennaterai cukup, masing-masing 



0ISESEPAICATAN DERSAFIA 
ANTARA 

PEMERINTAH PROVING! DAERAH KHUSUS 113UKOTA JAKARTA 
DAN 

TFNTANG 

Pada hurl ini, 	tannal 	bulan , 	tab=  
	

katni 
bertandateuigan di bawah ml: 

	 bwkedudulcan di .....jalan 
berdaaarkan must Innate lament 
Garbernur/Bupati/Walikota ...., num or 

tanggal 	dation hal ini hod inch& 
(anti& clan etas naana Pnatenintala. 
Provinei DIG Jakarta. 
diaebut PIHAK PERTAPIA. 

. .. beak/ducal kan di ..... jeldn 	 
bardasarkan Naha kurse lei Kuala 
Gubernurnomor 	tedggal 	 
dale= hal ini bertinclak untult data etas 
mina Ptuntaintah Daeah .. (anal) 
Anggaran Dewar FT ... yang dibuat di 
hadapan Notaria • 	Yang tomb 
climatical (doh Menteri 	berdasarkan 
Keptausan Komar 	 daliun hal hi 
bertindak uutuk den Mao mina PT .... 
eakanjutnya dieebut PIHAIC KEDUA 

FIRM( PERTAIKA clan PIHAK KEDUA selenjutnya nerara bereama-nana deism 
Perjanjian Kasha Kama ini disebut PARA PIHAIC, dap senate aenchriwendiri 
disabut PIHAK. 

PARA PIHAK terlebili dahulu nwatenangkan halhal aebagai berikut 

	

1.   det 
	 did 

Berclaaarkan 	teannbut diataa, aeauai danger, kedudukan den 
kawenangwe anauting.-mash, PARle PIHAK eatuju clan awaked untuk 
malaksanalren Pezjargian Kerja Sawa 	 denganketentuan dare eyarabayarat 
aebagai berikut: 

Neal I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

dan seteruanya 

Demikian Pezjenjian Kes(jii Sama ini dibuat don clitandalanguan di 	 
ban i dan tar tggad teraebut di alas deism rangkap ( 	I bennaten Si eukup, 
ine.sing-maseng raeanpunyai aelcuatan tantrum yang seam. 

PIHAIC KEDUA, 	 MAK PERTAMA, 
Cap dean Tandadastgan 	 Cep &ma Tandurangan 

.1.. 1 • 	. 	. 
("lama tanpa galorl 	 nama tanpa gelar) 
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memiliki kekuatan hukum yang sama; 

2) frasa PIHAK PERTAMA, dilicuti dengan penulisan nama jabatan, nama 

lengkap pihak pertama (huruf }capital); dan 

3) frasa PIHAK KEDUA, diikuti dengan penullsan nama jabatan, nama 

lengkap pihak kedua (huruf kapital). 

3. Contoh Format Pengetikan Perjanjian Kelp Sarni Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan Daerah lain. 

Lientitas hams kedua 
bel eh pay& Pada 
tuAllinu 
pondenda renaming' 

hematite subs-tuna 
kesepakaum 
banana 

Haiti tango], 
balm clan tot= 

letkaanaan 
ia Napalm tan 

tag° badua pLhak, 
judul Ice sepakolan 
mengiNa oaken 
huxuf kapital 
SeCtita 
Inneluxuben 
unto esuk mina 
remorittah clae rah 
clan wawor 
dim mimic= 

vgan Unatan 
eau tahun takwin 

Ate muat identilas 
pant pi kok 
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B. SURAT 10ETERANGAN 

1. Penjelasan 

Surat keterangan adalah Naskah Dims yang beds! pernyataan tertulis dari 

pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan 
kebenaran sesuatu 

2. Susunan 

Susunan surat keterangan terdiri atas 

a. kepala, terdiri alas; 

1) frasa SURAT KETERANGAN; 

2) kata NOMOR TAHUN 

3) kata TENTANG; dan 

4) nama/judul keterangan. 

b. 1st terdiri atas: 

1) frasa Yang bertanda tangan dibawah 

2) nama clan jabatan yang menerangkan; 

3) frasa dengan ini menerangkan bahwa; 
4) nama, panglcm., golongan/ruang, umur, kebarigsaan, agama, 

pekeijaan, alamat, dan identitas lain yang diperlukan dan i pihak yang 
diterangkarr dan 

5) maksud keterangan. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkamlya Surat Keterangan; 
2) nama jabatan dan tanda tangan pejabat; 
3) nama jelas selain Gubemur dilengkapi NIP bagi .PNS; dan 
4) tembusan. 

3. 	Penandatanganan clan Kop Naskah Ohms yang digunakan dengan ketentuan: 
a. surat keterangan yang ditandatangani oleh Gubemur atau Wakil 

Gubemur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubemur; 
b. surat keterangan yang ditandatangarti oleh Sekretaris Daerah atas 

wewenang jabatannya, Sekretaris Daerah dan Kepala PD atas nama 

Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta tanpa alamat; 

c. surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas 

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD 

yang bersangicutan tanpa alamat; dan 
d. surat keterangan yang ditandatangani oleh kepak t bagian alas wewenang 
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jabatannya dibuat di atas kertas tanpa kop. 
4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Keterangan Gubemur 

     

    

Mangum:darn 
My educes) 
guberind 

KO? JABATAN GlIBERNUR 
)3 vast 

SURAT KETERANOAN 
)2 spasi 

12 vita 
TENTANO 
)2 &past 

MIMEAMIMMAMMAIMAIMAIMM 
)3 and 

Tang bartender Mogan di halvah in' ; 
)2 Apazi 

   

   

Berisi identitas 
pemberi, don 
penerime sunk 
katereAssa 
ditulis serum 
ktairkap 

o. Noma 

    

)1 akin 1,5 epos! 
J0. Wen 

)2 wad 

de nasal int me re rankkan bail= : 

a. Nama 

) I eke 1,5 speal 
Pangkor, golouganiniang : 

)1 atom 1,3 pasll 
C. Umur 

11 nine 1,5 spar 

   

Serial identitas 
pemberi , den 
paned= stint 
ketones's= 
dna& seam 
111145mg 

drt 
) 2 spas, 

bennalcsuct : 

kirmnmarro 111M1121171IIID11111111=1111mananumarummire en re mrammm 
romemsmrammaunronsinnoarnm=nunmmranunmsmmanun 

) 3  IPOSi 
Ka terangan ini diktat tannic dipergunaken sabagabnana mestinya. 

.1 epasi 

Jakarta, X X Mranrunmmm XXX 
)2 spas' 

()abets= Dearth )(emus 
!Wrote Jokey ta 

/5-6 mpaai 

Mewed-1*M= ) 
) kande tangan 
NAMA JELLS 

12 apasi 

Terubusala 
1. Akrunermmomma 
2. Mmounmmnurmemera 
3. don seterusnya 

    

   

Penandausaganan 
den namajabaten 
le %kap yang 
dUertai name 
jelas dray 
MEIswung= 
huruf kapital 

    

     



Disesutulma 
Sagan veektu 
pe minden:it:gamin 

Peneadatangetnen 
den namajebatoa 
lengicap yang 
disertai nem& 
jelas 
menettunaken 
Snit kapited 

Berisimeksud 
deripenerbiten 
sutet ketectuagen 

&nisi identitas 
pamben , den 
penetime. sure 
ketscengan 
&tulle secant 
Istaltati 

Itlenggunalcan 
kopneskelt 
dines PO/1.11CP0 
tanpa darned 

Eden:item jenis 
curet, motor, 
tenteng stunt 
menannelon 
bundkapitel 
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5. 	Contoh Format Pengetaan Surat Keterangan Kepala PD/UKPD 

NASICAILLItt(AS PERANGNATDAILIZAH 
nnotantuset; 

)3 Alma 

JitATKILIERANGAT1 
)2 apes) 

)2 spas) 
TENTANO 
)2 spas) 

ItIMALM31313.11:51AMMINDIM3Dad 
13 avail 

Yang be—uacla tang= di bcnith 
12 vast 

C. Nana 	 • 
)1 ataa 1.5 spas) 

cl. &beton 
I 2 spas) 

delta:mini moan rencken babwe 

B. Nina 

)1 Masa 1,5 spas) 
Pengket. golengenbuting : 

11 atau 45 spew) 

g. Omar 

)1 ata21.5 spas) 
IL dst 

)2 space 
bennaksud : 

Minn= 	 • 	 mrananms 
mnunmannsnantnints=mmiennurunminnurtmminrommonnonarenunnarain. 

I 3 S.OIi 
/Cates:argon ini dibnat uncut< dipergtuntkara set:animas:a nundinya. 

4 spas) 

Jakarta, xx lictennuitein Opt 
) 2 elms) 

Kopek P110/13(PD 
)5• d spoil 

stempeljebetan I 
I tanda tan gan 

NAMA JELAS 
)2 spew) 

Tembusen: 
1. bltrunnuantutoma 
2. Mnilnlii0111.01=1311MM 
3. den setennnyet 
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C. Surat Kuasa 

1. Penjelasan 

Surat kuasa merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian maridat atau 
kuasa dan i pejabat tertentu kepada seorang atau sekelompok 

pejabat/pegawai untuk bertindak dan atas nama pejabat pemberi kuasa 

dalam ranglca mengurus atau rnenyelesaikan suatu masalah. 
2. Susunan 

Susunan surat kuasa terdiri dad; 

a. Kepala, terdiri atas: 

1) frasa SURAT KUASA; dan 

2) Nomor. 

b. isi, terdiri atas: 

1) nama jabatan dan nama pejabat yang member! kuasa; 
2) frasa MEMBER! KUASA:; 

3) kata kepada; 

4) nama pejabat, NIP clan nama jabatan yang diberi kuasa• 

5) frasa Ichusus; 

6) kata untulc; dan 

7) hal yang menyangicut Janis tugasitindalcanikegiatan yang 

dilcuasalcan. 

c. bagian alchir, terdiri atas: 
1) tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan; 
2) frasa pemberi kuasa; 

3) nama jabatan pemberi kuasa; 

4) tanda tangan pemberi kuasa; 
5) stempel jabatan/instansi; 
6) nama jabatan penerima kuasa; 
7) tanda Langan penerima kuasa; dan 

8) nama Jelas penerima kuasa dilengkapi NIP. 
3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. surat kuasa yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wald]. Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 
b. surat kuasa ichusus yang ditandatangani oleh Selcretaris Daerah atas 

kewenangannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan 

c. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 

kewenangannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD yang 



68 

bersangkutan tanpa alamat. 
4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Kuasa 

KO? NASKAH DIMS 
) a spat 

SURAT KUASA 
2 vast 

Yang bertanda ougan di betwahini: 
)2 spoia 

Kap dinas 
dieenteacan 
traria peru ges 
thrall 

Namit 

Jabntan 

Kauai:la 

I. 	Nara 

Jabot.= 	: 

)2 spas) 

... 	. 	. 	. 
) 3 Vaal 

MEMBIOI IWASA: 
,I 2 spud 

2 spat 

)2 spas) 

Serial 
informal 
pemberi den 
penerima 
kuast 
palladium 
disesualken 
dengan &Roan 
Em 

Marna 

Jabiatae 

)2 spas) 

thatuls 

)2 vast 
Minion= allrunminmmm masm raw wimarnmmminrommrninmstrunia annum It warn 

) 3 .— 
Surat Kuasa Mi Wharf untsit dtpeirmekan sebagaimana roes:rya. 

) 4 spas) 

Jakarta ,n Maunmm rocs 
2 spa-1i 

Yang Diberi Kura 	 Yang Member mesa 
) 2 'peal 

Name Jabatan, 	 110.0:111 Jabaten, 
)5 - 6 spasi 

stempeljabatan I 

) trade taigas 	 Buda [magma 

Name Jags 	 NemaJelas 

Bevis! 
peruntuken 
penggunaan 
sure kuasa 

Disesutura 
dengua 
penal-I:tan 
surat kuas a 

Penandataagan 
pentad den 
penerima !masa 
menggunakan 
munajelas sena 
NW 
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D. Berita Acara 

1. Penjelasan 

Berita acara beds! pernyataan yang bersifat pengesahan atas suatu kejadian, 

peristiwa, perubahan status, dan hal lain mengenai suatu permasalahan. 
2. Susunan 

Susunan Berita Acara ndlri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) frasa BERITA AC; 

2) nama/judul berm acara; dan 

3) kata NOMOR. 

b. is!, terdiri atas: 

1) tempat, hart tanggal, bulan dan tahun; 

2) nama dilengkapi NIP, pangkat dan alamat yang membuat Berita Acara; 

3) permasalahan pokok; dan 

4) kalimat penutup Berita Acara. 

c. bagian alihir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya berita acara; 

2) tulisan para plhak yang terlibat dalam berita acara; 
3) tanda tangan pan pihak yang terlibat; 

4) nama lengkap plhak pejabat yang terlibat di dalamnya; 
5) stempel jabatan/instansi; 

6) frasa Dilakukan dihadapan (siapa yang menyaksikan Berita Acara 
tersebut); 

7) tanda tangan yang menyaksikan; dark 
8) nama jelas dileng.kapi NIP. 

3. Penandatanganan 

a. berita acara ditanda:angant oleh pan pihak yang terlibat di dalamnya, 
termasuk pejabat yang menyaksikan; 

b. untuk keperluan tertentu berita acara dibuat di atas kertas bermeterai; 
c. jika diperlukan, penandatanganan berita acara dapat dilakukan di 

hadapan pejabat tertentu atau saksi-saksi; dan 

d. berita acara yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Kepala 
PD/UKPD dibuat di atas kertas tanpa Kop Naskah Dinas 



Beau union pita& 
Panama den Oak 
kedue, penulisen 
segue.' eau= 
STD 

— Ramat pambuka 
di casual= 
denacia waktu 
betalieteunewa 

- barite masa 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Berita Acara 

17  *cal 

PERSIA ACARA MMMIAMMM 
12 wadi 

Fade 	bari 	ini 	0 	 r• 	II I 	IP 	 mmattn 
mmamumantritarruturen mnumummmammunntm mtnnmunmmennrnentnut 
11103131MIraMEOXIM12111111111111111ILIDZEIlla 1311=111111111.11191111111111111.111111 

)2 eau 
1. 	Mmnunmmmmmm 	 disebut Pilialt Kedah. 

)2  +Juni 	 • 
Minmerunmxammtamaurunmarmunmammmunm disebut Plhak !Conan(' 

P vat! 

Mmnumortutuntanutuat nunnanrammaexunm mnumnmmrnmnammammun 
111=1112111111111r111111ILMEOMMM =IIL M13301==. 

P Ong 
Maim norm= amulet= auturanm=un mmtmammmmmunnon mums 

ranunmearam ram mamma= numnammmunmmram mrammmatmmmmmm. 
)2 vast 

Barita start ini dibuar likamininniminmiumni mmnininuararninnini 
ramminaucsnianiconlraltaanl 11111161111111111111:6111 11111111=11111 111=11116111111161111M11111 

)4  Masi 

Penuliatinjudui 
naskah hafts 
Imogipmskan 
lituvikapiral 
Berta Walla) 
beam acida 
disesuaikan 
dengen atusan 
1mm:crania yang 
barialca 

Matmmanommasm, 

Nama Jake 
) 2 spud 

Dilakukan di Indianan 
bimmnunranunmmiam, 

Jakarta, xx MUM met 
)2 void 

Para Pihak Penanda Taiwan, 
)2 apes, 

himmattasnotmmo, 
)5-6 VOA 

) Uvula tangast 
Diana J Ian 

NIP 	  

Penulisan 
tampat, tanggal 
den nama 
lengkep ditulis 
Mangan hut& 
kapital dart 
tenda tangen 
kedua Intuit 
pihak dan eakei 

rant Tangan 

Rama Jelaa 
MP 	  

MATE Pal 
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E. Pengumuman 

1. Penjelasan 

Pengumuman bens! pemberitahuan yang ditujukan kepada masyarakat atau 

kelompok pegawai yang merupakan penjelasan, pemyataan atau saran, dan 
petunjuk lebih lanjut mengenai suatu urusan. 

2. Susunan 

Susunan pengumuman terdiri atas: 
a. kepala, terdiri atas: 

1) kata PENGUMUMAN; 

2) kata NOMOR..TAHUN...; 
3) kata TENTANG; dan 
4) nama/judul pengumuman. 

b. 1st, dirumuskan dalam bentuk uraian. 

c. bagian alchir, terdiri atas: 
1) tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkarmya pengumuman; 
2) nama jabatan yang menetapkan pengumuman; 
3) tanda tangan dan stempel; dan 
4) nama jelas pejabat selain Gubernur ditengImpt NIP. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dims yang Digunalcan 
a. pengumuman yang ditandatarigani oleh Gubermu-  atau Waldl Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Ohms Jabatan Clubemun 
b. pengumuman yang ditandatangani oleh Sekretarls Daerah dan Kepala PD 

atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah 
Provinsi DIU Jakarta tanpa alamat; dan 

c. pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 
jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 
bersangkutan tanpa alamat. 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Pengumuman 

     

Kop rutskoh dines 
chserimulcao 
denpn penile= 
deerah 

     

KOP NASKAH DINA5 
)3 spat) 

%NGUMUMAN 
)2 spasi 

TENTANG 
)2 apart 

MMNIAMMMMMIAIVIMMM 
1.4MMMMMMMMM 

)3 spasi 

    

    

Penalise= 
menggunalmn 
hung 'capital 

Mrnifirnmm mmmmmmronm mcnnummm 	mrmunammentimm 
mmannimmmmmmtnrnm mmmm. 

)3  snail 
Mmmmmm 	mmnylimmenm 	mrrimmommm 	MMT411TXTIMmmtnnvn 

Mmmmmmunaimm Tim mallnaMMIMMMITIMIIMMM MMIMMM 

)3 .pasi 
Mtornmmm 	mmaummmalM 	mammy-rum 	momaymmi WNW= 

Mmrammmrammmnimm mm mmmmmarn mmmaimm mom mmmmmm 

13 Apaal 

Dftelapkal di Ja‘alla 
pada langgal 01 MI11111111E0 

)2 aparl 

Mama Jabatan 	' 
) 5 0 apical 

) Lancia laigan 

Nana Jelas 

     

    

&nisi matati 
pengtmuman 

     

    

Pamliaan 
leaupol. 
clan name 
lengkep fittlIBB 
dengan hunt 
moal kapPul cliwk 
land, tAingem 
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F. Surat Pengantar 

1. Penjelasan 

Surat pengan tar merupakan surat yang berbentuk daftar yang dipergunakan 

sebagai pengantar untuk mengirirn suatu naskah dinas/barang dan 

sebagainya yang pada umunmya tidak memerlukan penjelasan. 

2. Susunan 

Susunan surat pengantar terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) pejabat/alamat yang dituju; 

2) kata SURAT PENGANTAR; dan 

3) kata NOMOR 

b. is!, terdiri alas: 

1) kolom nomor urut; 

2) kolom jenis barang; 

3) kolom banyaknya, dan 

4) kolom keterangan. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkal inya surat pengantar; 

2) nama jabatan dan tanda tangan pejabat yaitg inengirirn: 

3) nama jelas pejabat yang mengirim dilengkapl NIP; 

4) stempel instansi; dan 

5) tanda penerimaan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. surat pengantar yang ditandatangant oleh Kepala PD/UKPD dibuat di atas 

kertas Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD yang bersangkutan dengan 
alamat; dan 

b. surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat atas nama Kepala 

PD/UKPD, dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD dengan 

alamat. 



Nana 
Kepada 

Tut Mmrnmmmnintnran 
talattlatiran 

Da-iyaknya No. Janis Barg Kele: pagan 

)stempel instals. 
)6-6 susi 

)taida Langan 

NarnaJelas 
NIP 

Ditrnw tang gal n Mmm 

Yang Manama 

)tanda tangan 

NamaJelas 

Intonnesi detail 
peagantaran 

Pe null win 
temper, (singe], 
dan nana 
lendcap ditulis 
designn tar& 
awal capital dan 
tut& tangan 
dart cap stamped 

Kap naskah 
dinas 
bandanna 

(OP NASKAN DINAS PERANGKATDAERAH DENGAN ALAMAT 
I 4 sposi 

di 

Jakarta 
J 34 *pad 

SURAT PENGANTAR 
13  lbaai 

1 3  Vaal 

Mmmm, xx Mmmrrinn 

12 span 

an Kepala Perangka Eterah 
Sekretais/KabagaCasobaag. 

'Pavan aural 
undangan (yam 
labeled-I) 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Pengantar 

G. Surat Perjalanan Dinas 

1. Penjelasan 

Surat perjalanan dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat 

pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan petjalanan dinas bagi pejabat 

negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihalt lain. 



Menggunakem kap 
naskah dints 

MAUI I rta 
annum hop 
disesuaikem dengan 
Litarall yang 
hedaku 

Parnalimusjenis 
sure; minor, dan 
judul 
manglaunakem 
buruikapital 

Panulistua dan 
pengisian 
diseutaikan (Lamm 
an 
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2. 	Contoh Format Pengedkan Surat Perjalanan Dinas 

a. Tampak depan 

IMP hASICAH OWLS TANYA AIAMAT 
1 3 spas& 

SURAT PERINTAH PPRJALANAN DINAS 
) 2 *paid 

)2 spas( 
TENTANG 

)2 sposi 
MMIVINLIMMMMItIMMINIMIMMMMTI 

)3 spasi 

1.  
)2 spasi 

Pejabat yang memberi 	aintah 
)2 apasi 

2.  
12 spasi 

Name./ NIP pegatval yang diparintahke.n 
mengadakan perjalanan. dams 

)2 appal 

a. Panglat daft Oolong= 
b. Jabatan 

a 	 

4. Makauct Parjedanan 
) 3  !Pan 

S. a 'hawed Berangkat 
b. Tempat Ttduan 

a 	 

6 a Lama petjalanan Dams 
11, Termini Hanuskat 
C. Tanggal hams Rennin& 

a. 	 

7. Alat euggiutanyang di pengunakan 
penallcut Nana Umur Hubungan Keluarga 

13. 1 	  
2. Dan gatangEgra 

9.  Pembebanan anggaran 
a. 	Instansi 
6. 	Pass] alumna 

a..- 

10.  Katernngan lain 
) 3  4156111 

Dilreluaskan di Jakarta 
Pada tang/Marx Mama= a= 

)2 spazt 
NamaJsbatani  

I 5 • 6spast 

Istempa 'tetanal) 
NemaJelas 

Penandamogen 
mangannedum 
namajele.s den *Up 
sena peaanggalan 
diseatteuhan de ngan 
vadat 
?anathema  :etyma  



b. Tampak belakang 
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Berangkat dart 
kainPatkedtatukani 	  
Pads tenggal 
Ka 	. 
Kapala 

( 	 ) 

)3  iBmial 

1 Ma di 	. • 
Pada tannal i 
Rapala 

Bezengkat dan : 
Ka 
Pada tasigged 	i 
Kapok 

	J.. 
IL Ma di 	• 

. 
Poch Mang : 
Ira pain 

( 	 

BeInnfilcat clad ; 
Kra 
Pads tempi : 
Kopek 

I 	 

III. Tibia di 	t 
Pada tanNal i 
Kapela 

I 	 i 

Bentngkat dad : 
Irs 
Pad.a tanggal 	t 
Kepala 	• 

Tiba kembali di 	 
(tempat kedndukan) ..-- 	 

Peed:rat yang mambarikan 
Parintah 

....... 

) 

Tele& dipenlata dawn katerangan game 
yang terse but di eltela bens: diaksanakan 
atisuai &flan patine& den dalauto veaktu 	- 
Yang sennerateeniikatnYa 

Pejabat yang inembedkan 
Parintah 
I 	  i 

&nisi 
infonnasi 
Pela  et-anemia 
padalanan 
dines, 
penults= di 
LaInakan 
se carajelas 
dart detail 



M ngiamakaa 
kopjabatan 
Oubernur 

Mentitasjeses 
num, nomor, 
Lemma Meat 
mennEtunoka 
huruf kapital 

Memunt/batie 
dasar 
pemberian Len 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Izin Gubemur 

   

 

KOP JABATAN GUBERNUR 
).3 appal 

SURAT IZIN MNIMAIM 
)2 spas( 

)2 spaai 
TENTANG 

WAMMIAMAIMUMAINIAGAMM 
J3 appal 

Dane 	 a. Mualunmmrammmmmmmnentanumamannautuum 
Mmaimmmounommumammmminmmi 

2 apasi 
b. Mmannnuomourunnuneezen amuumramintru nfl mm 

mnummarammmounamornammunmm. 
)3 sped 

MEMBER! 171N: 
13 mewl 

Kepada 

Nama 	 Mtnn=inrammmmmmmen 
)2 spas, 

Jabatan 	 Mmmtamtatommmmmn= 
2 alma' 

Alamat 	: Msrarnmermammrarammatunmmaun 
)2 spas, 

Wstuk 	 MMITIIII=1=111 
) 3 apaai 

Mnutimmnimmincanatruturanmmmmannmmmmmaimmm 
rammnammmmmmmelmrammmmxamerunmnuntnnanunmramnumnat 

14 apaai 

Dikeluorkan di Jalun ta 
pada tmigaid xx lqmtn xma 

12 spas, 
Gubemur Daerab Kittens 

Ibuknta Jakasia, 
) 5-6 apt sal 

stempal inatansi ) 
) tanda 

[angtm 

Nama Mae 
12 apast 

Tembunix 
1. Mmtn=mamm. 
2. Mmmmminmmmmuan 
3. den seteruanya 

 

   

   

Herisi 
idanatas 
penesema izin 

Niunajahataa 
glee mur 
&fetal name 
jelas di bawah 
lokasi tan& 
maxim 



Menggunakan 
kap naskah 
dinas pd/ukpd 
tams (daunt 

Identitas Jean 
surat, nomor, 
tattang sumt 
menggunakan 
huruf kapital 

Memuat/terisi 
claw 
pemberian izin 
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5. 	Contoh Format PengetlIcan Surat Izin Kepala PD/ UKPD 

nsi identtas 
penenum inn 

%Varna jabotan, 
disertai nama 
jelas di haw,* 
lokasi tanda 

Dear 

KOP DINS TANPA ALANAT 
) 3 ap nai 

SURAT IZIN MkIMIVIM 
)2 apasi 

)2 span 
TENTANG 

lirSiMNBOWMMMMMMMINM 
)3 apasi 

: a. Mnimmuuummmnamminmuunarammmtnarruumm 
Mrnmmmnannumummtmummmmtnna 

) 2 spud 
I,. Mnarnmmmmnmunmounnmanmmmtren moo= mm 

nunnimmtammminmmmanuonnunnun. 
) 3 spaii 

MEMBERE 
)3 sped 

Kap rain : 

Nama 

Jthaten 

Alamat 

untuk 

mmtornm 

Tembusan: 
I. Mouniummmmium 
2. Mrramummouruommm 
3. dau finial-Luny& 

Mtrannumommmiumm uram worn 
)2 speei 

Mtommituntrunmmmtrunnmunmrnm 
)2 spud 

Muunmmmmmnutannunninun maim 
)2 spasi 

Mmmamanminrammtummmmmmtn 
)3 spaai 

)4 sprat 

)2 'past 

Wommnenmuliummmmaimiummmmaunmmminnumnremcmumm 
UITIMM10.0111 

Dikeluarkma di Jakarta 
pa.da tang& Manammaan xvoc 

)2 spud 
Nama jaba tan, 

5 - 6 owl 

stempel instann I 
anda 

larva 

Noma icthts 
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BAB VI 

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS LA1NNYA 

A. Notulen Rapat 

Notulen Rapat terdiri atas Notulen Rapat Hash &clang dan Notulen Rapat Hasil 
Rapat 

1. 	Notulen Rapat Hash Stdang 

a. Penjelasan 

Notulen rapat hasil sidang merupakan catatan atau laporan singlcat yang 

hens!, waktu, peserta dan hal yang dibicaralcan dalam sidang. 
b. Susunan 

Susunan notulen rapat hasil sidang terchri atas: 

1) kepala, terdir1 atas: 

a) frasa NOTULEN RAPAT 	SIDANG; 
b) keterangan tentang sidang/rapat tercliri alas: 

(1) nama sidang/rapat; 

(2) hart, tanggal; 
(3) waktu sidang/rapat; 

(4) tempat; 

(5) acara; 

(6) pimpinan sidang/rapat; 

(7) ketua; 
(8) sekretaris; 

(9) pencatat; dan 

(10) peserta sidang/rapat. 
2) is!, terdiri alas: 

a) kata pembukaan; 
b) pembahasam 

c) pembacaan hasil rapat; dan 
d) waktu penutupan. 

3) bagian alchir, terdirl atas: 
a) nama jabatan 
b) tanda tangan; dan 

c) nama jelas clilenglcapi NIP. 

4) penandatanganan dan Kop Naskah D1nas yang digunakan dengan 
ketentuan: 

a) notulen rapat iltandatangani oleh: 

(1) ketua; 
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(2) sekretaris; dan 

(3) pencatat/penulis cepat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan 
yang berlakm 

b) notulen rapat yang ditandatangani oleh pejabat sidang dan 

pimpinan sidang dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas 

PD/UKPD dengan alamat. 

Contoh Format Penketikan Notulen Hasil Sidang 

               

               

    

TAMA HOP NASICAH DIRA5 
HOWLER RAPAT 

) 3 pail 

    

— 
opiaskehdinaa  
dragon &mat 

 

              

 

Hari 
Tanggal 
Waktu 
Tamp at 
Pinwale= 'twat 
Adam 
Pasoan Rapes 

          

Disesuaikan 
dengan 
pelaksannan 
agenda rapat 

 

            

            

            

            

             

             

    

) 2 opasi 

          

 

BAHJISAN RAPAT 

            

    

11 *pull 

          

              

 

I. himmrnmmmm 
=flan 

          

           

 

3. Mram 
a. 	himnimminsmrammrom mmmmm rommminmmm 

hinstmataun marninnun mmmaurt msammrarnrammmnun =atm 
C. 	Mintamm ranarmum mmmmmin =rum mmaimrnramm imams 
d. bat 

4. Admiturnommtamm matnrammmm impalatin aim:mutt=mum 
5. Mt. 

) 2 spas) 

    

Batman raped, 
keeimpulan, 
den tindak 
lenjut 
disasunkan 
dengan Em 

 

B. 10ESIMPULAN 

        

 

) I apical 
ttimaiminaumummanummintomamminmmminmanntarianuommomuumninuranmnimm 
=11=11MMIIIIIIM01111111 

2. MC1111111111119111111 nmisunnimminmninanmnrommromrommilunmmaim 
3. lilmmintanuniturammrantrammanammomminaimi 
4. 1st. 

   

 

12 spasi 
C 	MOAK LATUUT 

1. 
1. Ithanuamm=namanroranunranuamminmaunzammamanummamnumnmra _ 

harmmunrommmtatmoninitam 
2. MJIIIIITE101=1 	 flflmmlin 
3. dm.. 

      

  

Peaulisea an 
leagkap 'mania 
dem pajabat yang 
mengetahui 
dikedk denion 
bumf aveal 
!capital dan 
tnada tangent 

 

    

12 await 

      

 

Jakramt, n IMAM. 
) I 'peal 

Mengatahuii 	 Nandi; 
Nana Jabatan 

   

    

13 spat 

      

 

iTenda Tang= 	 Murk Tangan 
Nyman Jabs 	 Nana Jalas 
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2. 	Notulen Rapat Hash Rapat 

a. Penjelasan 

Notulen rapat hasE rapat merupakan catatan atau laporan singkat yang 

berisi, waktu, peserta dan hal yang dibicarakan dalam rapat. 

b. Susunan 

Susunan notulen rapat terdiri atas: 

1) Kepala, terdirt etas: 

a) frasa NOTU LEN RAPAT; 

b) keterangan tentang sidang/rapat terdiri atas; 

(1) hart 
(2) tanggal; 

(3) waktu; 

(4) tempat; 

(5) pimpinan rapat; 

(6) acara; dan 

(7) peserta rapat; 

2) is!, terdiri atas: 

a) bahasan materi rapat; 

b) kesimpulan; dan 

c) tindak lanjut 

3) bagian alchir, terdirl alas. 

a) tanggal, bulan dan tahun; 

b) frase notulis; 

c) frase mengetahui; 

d) nama jabatan; dan 

e) nama lengkap dengan NIP. 

c. Penartdatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan 
ketentuan: 

1) notulen rapat yang ditandatangani oleh Pelaksana sebagai peserta 

rapat, dibuat di atas kertas berulruran F4, tanpa Kop Naskah Dinas 
dan diketahui oleh atasan langsungnya; dan 

2) notulen rapat yang ditandatangani oleh pejabat struktural dibuat di 

atas kertas berukuran F'4, taiapa alarnat dan diketahui atasan 
langsungnya. 
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d. Contoh Format Pengetikan Notukn Rapat Hasil Rapat . 

Disesuaslcan 
dangan 
pakkaanaan 
'vat dan 
prmulisan 
swami 
dengan EM 

Panylisan 
nams langkaP 
&mks dangem 
lamuf awal 
kapital clam 
tombs tang= 

Ktilimat 
penutup 

Partaken 
041:1111kingkap 
pejabat 
paraimpin 

TAMPA 	NASKAH CHIVAS 
NORILEN RAPAT 
13 apari 

Sidarg/Rapal 	 : Mmmmminmmminrnmmimmnrnmmnanmmre 
Hail clan Tanggal 	 : Mnimmmmrnmrnmmmrnmmmonnrumimmm 
Waklu SklaigiRapat 	 Mmnimminmmmmnimminmmmminmmmmos 
TemEpt 	 Minmmmmmmmmoin 
Acara 	 Minmmtnnvomm 

/3 spas/ 

Pimpinan Si:long/Repot 	winmmmmnimmmarnmmmmrnmrnmmmmm 
3 oaf 

Kelua 	 : Mmmmmmmmm 
Sekretaris 	 : Mrnmcnrammnimmrnmminmmminnmmmmt 
Pencaalan 	 : Mrnmmrornmmmmnyn mminmmmm pTwmnr 

)3 spas/ 

Peserta Sklangliapal 	 :1. Mmnimunnmnimminmmmmmrnnurnmai 
2. Mmrmimmm mmornmmrnmmmmmrnmmun 

)3 anal 

Kegidal Sidang/Rapal 	: Mmmrnmnumnnunnvo 
)2 vssal 

I. 	Kcla Pernbukaan 	 Marnmmmiwnmmmmmunrnmmmmmnimm 
2. Panbahasan 	 : Mrammmmmmmminmrmimmmmmrrrnmmm 
3. Pulusan 	 : Mmmmaynnimmunrn 

33 vast 

Mmmrnm mmrnmmmnt rnmmmmmmmrnmmmminm mmmmmm mmnimmmanmmln mmrtunrnm 
MI11111111MM nil mrmutunrrn 

14 vast 

PemmoR *Lang /Huila 
J 2 apguri 

Nama Jabalan, 
15-6 opool 

11anda Wigan 
Wma Jas 

B. Sertifikat 

1. Penjelasan 

Sertifikat merupakan tanda bukti seseorrmg t eta b meng,ikuti kegiatan 
tertentu. 

2. Susunan 

Susunan serttfikat terthri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) frasa SERTIFIKAT 	• dan 

2) kata NOMOR..../ 
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b. Isi, terdirl atas : 

1) nama yang menerima sertifikat; 
2) NIP yang menerima sertifikat; 
3) nama instansi yang menerima sertifikat; dan 
4) jenis/nama kegiatan yang diikuti lengkap dengan tanggal dan tempat 

pelaksanaan. 
c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; 
2) nama jabatan rang memberikan sertifikat; 
3) tanda tangan pejabat yang memberikan Sertifikat; 
4) nama Jelas pejabat yang memberikan sertifl ka ; dan 
5) stempel jabatan/instansi yang memberikan rliffitat. 

3. 	Penandatanganan clan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 
a. sertffikat yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat 

di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 
b. sertifikat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala PD atas 

nama Gubernur menggunakan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi 
DIG Jakarta tanpa alamat; dan 

c. sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala PD atas kewenangannya 
menggunakan Kop Naskah Dinas PD yang bersangkutan tanpa alamat. 



1.mo 
IstAKAKTA 

KOP 

)9 nut! 

SERTIFIKAT 

Dthegkan kepada : 
13 pawl 

Nama 

MP 

Inslam 

)2 mad 

)2  WPM 

KaJimnt Panjubsseus 
Parabola» Outtakes) 

)3 spas) 

SebagaVAlas patESMaSha dalaM 	 yang diselanggaiakan ofeh 
	  dA langgai   berpmpal 

13 Ansi 

Migmrnmmmm, hoc Maim Atm 
) 2 *pad 

GUDE:AMA DAERagi KRUM 
IBUKOTAJAKARTA. 

J spat 

(stemptg Obelus ) 
) Endo tangoo 

KAMA JELAS 

Manggtoodion Kop 
Jabotem GAsarnml Nap 
Naslcah Dinas PO 

Pa MenammtaKota 
Jakarta, kalaborator dst 

Disesuilcan d(  
Dam Paned= 
S 

Isanstlisan mama lanskap 
ditulis hundlcapital, 
thingsubi maga magma, 
clan cap stempeI basal) 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Sertifikat 

C. Piagam 

1. Penjelasan 

Piagam berisi penghargaan atas prestasi yang telah dlcapai atau keteladanan 
yang telah diwujudkan. 

2. Susunan 

Susunan Piagam terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) frasa PIAGAM.....; dan 
2) kata NOMOR.../ ..; 

b. 1st, terdiri atas: 

1) nama pejabat yang memberikan penghargaan; 
2) nama yang menerima penghargaan; 
3) narna tempat tanggal lahir yang menerima penghargaan; 
4) nip yang menerima penghargaan; 
5) nama jabatan yang menerima penghargaan: clan 
6) nama instarts1 penerima penghargaan. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; 



Meuggwaakan huruf 
kapital 

MengguankanIum 
jabatan Oubenaur/ kop 
naskah dims PD 

Logo lecupertamaan kota 
/Marta. kobibora tor. deb 
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2) tanda tangan pejabat yang memberikan penghargaan; 
3) nama jelas pejabat yang memberikan penghargaan; dan 
4) stempel jabatan/instansi yang memberikan penghargaan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 
a. piagam yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wald] Gubemur dibuat 

di atas kens Kop Naskah Dinas Jabatan Guberrain dan 
b. piagam yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas kewenangannya 

menggunakan Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang bersangkutan tanpa 
alamat. 

4. 	Contoh Format Pengetikan Piagam 

)3 almel 

PIAGAM PENOHARGAAN 
12 	paid 

NOMOR • 	f. 	 
/2 spas, 

°MERMAN ICEPADA : 

KOP 

	I
L 

Logo
IJAKARTA 

Disesuaikan deaP12 
data paler/ma 
Pendhallktau 

Noma 
)2 spend 

Tempat/ Tanggel Labir 
)2 *pm/ 

NIP 
.12 spael 

Jabal= 
12 *paid 

Instecnsl 

IDdimat parkelman 
pambezion 
peugluirsaan 

Mmearinmenm,m Mmnim mum 
)2 spasi 

LIBBER/NUR DAERAH KNOWS 
13USCOTA JAKARTA, 

) 5- 6 speai 

IS/amp/4 Jabataa 
taut& Tang= 

Nama Jelas 

Penults= nama 
leagkap Mulls 
smuni desman 
eyd, dibutruhi 
tivada targau, 
:km cap stempel 
basalt 
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D. Surat Tanda Tamat Pendiclikan Dan Pelatihan (SITPP) 

1. Penjelasan 

Surat Tanda Tamat Pendldikan Dan Pelatilian (STIPP) merupakan naskah 

dinas yang merupakan tanda bukti seseorang Mlah lulus pendidikan dan 
pelatihan tertentu. 

2. Susunan 

Susunan SI 1PP terdlri atas • 

a. kepala, terdiri atas: 

1) frasa SURAT TANDA TA1VIAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN•clan 
2) kata NOMOR:.../... 

b. ist terdiri atas: 

1) nama pejabat yang memberikan S 1PP; 

2) nama yang menffima STTPP; 

3) nama tempat, tanggal lahir yang menerima STIPP; 

4) NIP yang menerima STTPP; 

5) nama jabotan yang menenma S1TPP; dan 

6) nama instansi yang menerima STrIP. 

c. bagian althir, terdiri otos. 

1) nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun; 
2) tanda tarigan pejabat yang memberikan SIAPP; 
3) nama jelas pejabat yang memberikan 511PP; dan 
4) stempel jabatan/histansi yang memberikan SITPP. 

d. halaman belakang dapat dicantumkan agenda pembelajaran. 
3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. 511PP yang ditandatangani oleh Gubemur dibuat di atas kertas Kop 
Naskah Dinas Jabatan Gubemur: dan 

b. STTPP yang ditandatangani oleh Kepala Pb atas nama Gubernur 

menggunakan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi tanpa alamat. 



Lanthang Gamda 
dun namajahatan 
yang telalt 
dice tak. 
berukuran 31 14 

x 3,14 an 

Penomoran 
yang berurutan 
datum satu 
tabun takwin 
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4. 	Contoh Format Pengetikan STIPP 

LAMBANG GARUDA 

)4 +pad 

SLAT TANGA TAMAT PENDIDIKANDANPELATIHAN 
)2 spas) 

J 3 and 

Gubamur Daeroh 'thaws Ibukota Jakarta Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 200C, den ketentuan-
ketentuannya menyataken balme 

Bagien 'Japan 

Tempt. Waage' lank' 

NIP 

Pangkat, Golanganquang : 

Jabaten 

Instansi 

kualifikasi  

)2 Arpasi 

) 2 span 

12 spas1 

)2 spas: 

12 spasi 

)2 spasi 
LULUS 

)2 spas( 

12 spasi  

PenuEsan mama 
lenglow dikethc 
daRgan hurtle 
kapital ,dibubtiln 
land. Langan, dun 
cap stamped basalt 

Pas Foto 
4 

Pada Pendidikan clan %lama 	 Proyinsi Daerah Mums Ibukata Jakarta yang 
diselenggarakan deb Baden Peagembangen Sumber Day a Manua Provhsi 	Jakarta di ,,, 	.... 	....... 	dari tanggal . 	 Swipe' dengen   yang nielipuli 

)4 spas) 

Mminmmmmnvn, xxx MmmrnrTI mix 
) 2 paid 

GUBERNUR DAERAH KHJSUB 
IBUKOTA JAMB rA. 

)56 spas) 

(stamp& Oman I 
) :Vida Wynn 

NOMA JEIAS 

Kalimat ponutup 

Nzunaiaba1411  
aubernur dart nama 
langkap 



BagIan Belakang 
) 4 wad 

AGENDA PEMBELAJAPAN 
)3 apasi 

TIEMA 
Umun : (daenlukan Badan Dad4 Peranskat Daerah), 

)2 *paid 
Khusus : (ditentukan oleh penyeleIggaraan dengan mengacu pada tema umumdan isu aktual selempat) 

14 spas: 

Mmmmrrinmmm, Minmmnwn xxret 
/2 Spaai 

Nana Jabatan, 

I 5 — 6 spinal 

(simnel jabalan ) 
) lands :sagas 

NAMA JEI_AS 
NIP ..... 
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Diketik dengen 
httruf 'capital 

Memuett 
infononi 
paletihan 

Penulisen 
mama lenglatp 
diketik de man 
hum( ketpiud 
ddibubuhi 
tandA tango.; 
den cap 
steel betszda 

E. Memo 

1. Penjelasan 

a. Memo merupakan suatu bentuk naskah dinas yang materinya 

mengandung pemberitahuan, permintaan, atau pertanyaan atas suatu 

permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau 
antarpeJabat yang setingkat; 

b. memo ditandatangani oleh pembuat memo; 

c memo tidak clibubuhi stempel; dan 

d. isi memo dapat diketik atau ditulis tangan. 
2. Susunan 

Susunan memo terdiri atas: 
a. kepala, terdiri atas: 

1) kata MEMO; 
2) kata Dart untuk memuat nama si pengirim Memo; dan 
3) kata Kepada untuk memuat nama alamat/pejabat yang dituju. 

b. 	memuat materi/unglcapan permasalahan. 
c. bagian alchir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, clan tahun dibuatnya memo; dan 
2) tanda tangan atan paraf pembuat memo. 

3. 	Penandatanganan clan Kop Naskah Dinas yang digunalcan dengan ketentuan: 
a. memo dibuat di atas kertas ukuran 16 cm x 21 cm (setengah folio); 
b. Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur bagi memo yang ditandatangani 
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oleh Gubemur atau Wakil Gubernur; dan 

c. Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD tanpa alatnat bagi memo yang 

ditandatangard oleh Kepala PD/UKPD yang hers; u tgkutan. 

4. 	Contoh Format Pengetikan Memo 

     

Me nggunalani 
ko p perangkat 
&elan 

 

XOP NASICAH DIMAS 
/ 3 0Pasi 
MEMO 

)3 spas) 

  

   

     

Disesuaikan 
dengsui 
identities 
pengiritn clan 
pen at 

Dad 
Kepada 

    

    

) 3 01000i 

bdriunmmniva Entrunmmaimininm nunnnunimnimaamna inuinamrorn ninunmrammin 
an=inusnmmen nun= Inman= /111211= 111111111111111119711 6.1131111111111310.011=11112 
trunmmnunratonna mmmnsm nunica=mininnunmminmin niminnanunaun. 

)3 Aral 

Menzrunmmin nammera nein= nunm=immm nurumnrnst an min:Isamu= 
iniumnunsnminturn =MI= .rnammin nannannurn inn= CIMMIUMIllill=1121 
ninunnurimmnanin nuninInnl 111111112111IIIIIIIIIM 111111111113111Tharn 10111111111111LTIMM 

)3.i 

  

  

  

Isi memo 

 

  

Disesuaikan 
designs Inkasi 
padct saat 
pa nandatsuagan 
Memo 

 

  

Jakarta, xx MEE rat 
2 Bp(11•1 

Name JO en telt  
) 5 • 0 vast 

   

  

Pill11111 ai an 
Nall= Js 

  

Penulisan =ma 
ianglcap ditulis 
dengan blunt 
anal kapilal daa 
Lauda tangent 
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F. Surat Keterangan Melalcsanalcan Tugas 

1. Penjelasan 

Surat keterangan melaksanakan tugas merupalcan Naskah Dinas yang 

memuat pemyataan pejabat yang berwenang kepada seorang atau 

sekelompok pegawai pada posisi atau jabatan untulc melaksanakan 

pekerjaan/kegiatan tertentu. 

2. Susunan 

Susunan surat keterangan melaksanakan tugas terdiri atas kepala, is! dan 
bagian alchir surat. 

a. kepala, terdiri alas. 

1) frasa SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TOGAS; dan 
2) kata NOMOR .../ 

b. is!, terdiri atas: 

1) nama jelas pejabat yang mengeluarlcan 	surat keterangan 
melaksanakan tugas; 

2) NIP, pangkat/gobangan, dan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat 
keterangan mela_ksanakan tugas; 

3) frasa Dengan int menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:; 
4) nama jelas pegawai; 

5) NIP, pangkat/gobangan, dan jabatan pegawai; 
6) frasa yang diangkat berdasarkan Peraturan Nomor terhitung 

telah nyata menjalankan tugas sebagai 	dan 
7) kalimat penutup surat keterangan melaksanakan tugas. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 
1) tempat dan taiaggal, bulan, dan tahun dikeluarlcannya surat 

keterangan melaksanakan tugas; 

2) nama jabatan yang berwenang; dan 
3) tanda tangan dan stempel. 

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan 
ketentuan: 

a. surat keterangan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh 

Gubernur atau WakE Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas 
Jabatan Gubernur; 

surat keterangan yang ditandatangani oleh Sekretarls Daerah dart Kepala 

PD atas nama Gubemur dibuat cli alas kerb's Kop Naskah Dinas 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; clan 

c. Surat keterangan yang ditandatangant oleh Kepala PD/UKPD atas 



KOP NASKAH DINAS 
•PaP 

SURAT ICRTERANGAN MELAICSANAKAN TUGAS 
P 4.4“ 

NOMOR 	/ 	 
)3 pad 

Yang bertanda tangan di bawd' ini: 

Noma 

NIP 

Progkat, Galongan/ Ruang 

Jabattm 

    

 

)1 +weal 

 

11 amid 

 

/ spas! 

 

    

12 @past 
Dengan an meneranglcan dengan sesunggadanya baJawa: 

Name 

NIP 

Pangkat, GoIongen/ Ruang 

Jabatau 
3  *Pad 

Yang diengkat bardasarkau Pranwen 	 Namur 	Mahatma 	 
teleh nyata raenjalankan tugas sebagai 	 dt. 	 

P4 opal 
1 

Demilden Surat Keterangan Mdaksanaksn 'ragas H saya buat clangan seaunggultnya 
den gan mengingat sumpal/pagawai Haan sipilden apabila dikemudian hen isi surat 
pemyataan ini temyata lidak bones yang berakibat kerugian begi Negara, maka saya 
bersedia menanggung kerugien tersebut. 

14  *Pam! 

Jakarta )0C Hamm XXX 
Nama Perangkat Deers), 

154 sped 

(starve( jabot= ) 
) Muck) tatigmt 
NAMA JELAS 

NIP 	  

) 1 spar) 

• 
	)1 swami 

!lapse) 

Manggunaken 
It0P 
tauggel den 
tempat 
pembuatan 
disesuadcan 
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wewenang jabatannya clibuat di atas kert as Kop Naskah Dinas PD/DKPD 

yang bersangkutan dengan alamat. 
4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas 

Informaai 
pemberi 
ketarangan den 
penetima 
keterangan 

Penutup surat 

Lokasi dan 
Pananegalan 
diseeuaikan 
dengan waktu 
Penandetenganan 
aorta 
pembubuhan 
tanda human 
membuat nama 
jelas 

G. Rekomendasi 

1. Penjelasan 

Rekomendasi merupakan Naskah Dinas yang memuat keteranga_n, 

penjelasan, atau catatan dart pejabat yang berwenEmg tentang suatu hal, 
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urusan, dan/atau masalah yang dapat dijadikan bahan perthnbangan bagi 

yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. 
2. Susunan 

Susunan Rekomendasi terdiri atas: 
a. kepala, terdiri atas: 

1) kata Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal; 
2) pejabal/alamat yang dituju; dan 
3) kata REKOMENDASI. 

b. is!, dIrumuskan dalam bentuk uratan. 
c. bagian alchir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Rekomendasi; 
2) nama jabatan dan tanda tangan pejabat; 
3) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan 
4) stempel jabatan/instansi. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 
a. rekomendasi yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; dan 
b. rekomendasi yang ditandatangani oleh Rapala PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naska h Dims PD/UKPD yang 
bersangkutan dengan alarnat. 



Tamagni Wm 
tamped 
pembuatan 

Tujuen =rex 
undengen 
In tuna 
Jabanua 

KOP NASKNI DIMAS 
/3-4 vain 

Noma-
Slat 
Larnpiran 
Hal MMITMMIT 

xx Mtnnirnm moo 
)3 spas! 

Kepada 
Yth. Mmmmmmmmmm 

di 

Jakana 
13-4 *pad 

RE(OMENDASI 
)3 apast 

• Mmmrnmminmminmnami mminnwrumimmmmmm mmmmiam minmlnionlivarnmm 
nvivrunarnrranmamm mmmm imam mmm mm Malin MMM MMMMIDIMMIIMAMMM MI1M1mm mmmen 
mninvam myna 

) 2 apaal 
Mminnimmmmminmmnarimminmmmmminmmmm mmm num mmmmmnim mmrnrn 
mmennurvamminmarnmmiarnm 

spati 
Mmmmmmmmm mmmmmmmminnvnrranmmmmmmmmsnmm =Immo-am mmmm 
mmmenrnmmtnmannannuam 

)2 spat 
c Mnimminmmmm mrnmnunm inmrnimmrnmmmmminammmrnmmmmmonm mmmm 

mmrnmmmmmanyrnamnran 
) 3 anal 

Mmnimmmrnitm mmmmmm mmrivernmmmminmmeninnmmmmrrannaren rnimnm 
mminramminrernminmminmimi 

4 vast 

Mrnmin xx lammm 20n 
)2 &past 
NamaJaba tan 
5 6 *pad 

nompel iabatan I 
) twain tnman 

Naffla Jolas 
NIP _. 
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4. 	Contoh Format Pengealtan Rekomendasi 

KOP neakeh 
dines PD 

Bann meted 
rekomendasi 
pm:oakum 
seauei dengen 
evd 

Penulisan 
teMpat, 
Manal, clan 
nama leap 
divans dengen 
bard awe] 
kepnal den 
Wide Mngan 
den cep 
stenmet 
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BAB VII 

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAM& UNTUK BELIAU, UNTUK 

PERHATIAN, PELAKSANA 'rUGAS, DAN PELAI{SANA HARIAN 

A. Atas Nama Dan Untuk Behan 

1. Penjelasan 

a. atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang 

dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di 
bawahnya; dan 

b. untuk beliau yang disingkat u.b. digunalcan jika pejabat yang diberikan 

Imasa memberikan lcuasa lag! kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, 

sehirtgga untuk behau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.). 

2. Pelimpahan wewenang u.b mengikuti urutan sampai 1 (satu) tingkat 
struktural dibawahnya. 

B. Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas, Dan Pelaksana Harlan 
1. 	Untuk perhattan 

a. untuk perhatian yang clisinglcat up. digunakan un mempennudah clan 

mempercepat penyampaian naskah dinas kepada seorang pejabat yang 

dituju, telapi surat terlebih dahulu disampaikan/dialamatkan kepada 

atasan pejabat yang dituju untuk diketahui; dan 
b. untuk pejabat yang menerima naskah dinas up. harus melaporkan basil 

tugasnya kepada atasan langsung. 

	

2. 	Pelaksana tugas 

Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Pit merupakan pejabat sementara 

pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang 

penandatanganan Naskah Dinas karena pejabat definirif berhalangan tetap. 

	

3. 	Pelaksana harian 

Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Pitt merupakan pejabat 

sementara pada jabatan tertentu yang mendapal pelimpahan wewenang 

penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat defmitif berhalangan 
sementara. 
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C. Contoh Pengetikan Atas Nama, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas 

Dan Pelaksana Harlan. 

a. Contoh penulisan atas nama 

a.n. Kepala Biro Organisasi clan Reformasi Birokrasi 

Kepala Bagian Tatalaksana, 

b. Contoh penulisan untuk beliau 

a.n. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi throkrasi 

Kepala Bagian Tatalaksana, 

u.b. 

Kepala Subbaglan Tata Usaha 

c. Contoh penulisan untuk perhatian 

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 

u.p. Kepala Bagian Tatalaksana 

d. Contoh penulisan untuk pelaksana tugas 

a.n. Pejabat Deftnitif Berhalangan Tctap 

Pejabat Penerirna Tugas, 

Ttd 

Nama lengkap 

e. Contoh penulisan untuk pelaksana harian 

a.n. Pejabat Definitif Berhalangan Sementara 

Pejabat Penerinia Tugas, 

Ttd 

Nama lengkap 
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BAD VIII 

PENULISAN NAMA, PEMARAFAN, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN 
T1NTA UNTUK NASKAH DINAS 

A. Penulisan Nama 

1. Penulisan nama Gubernur dan Wald! Gubernur atas wewenang jabatarmya 

pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah 
menggunakan huruf kapital serta tidak menggunakan gelar. 

2. Penultsan nama Wald' Gubernur atas nama Gubernur pada Naskah Dtnas 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah menggunakan huruf 
kapital serta tidak menggunakan gelar. 

3. Penulisan nama Sekretaris Daerah, dan Kepala PD/UKPD atas wewenang 

jabatarmya pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum 

daerah menggunakan huruf kapital dan tidak menggimakan gelar. 
4. Penulisan nama Sekretaris Daerah dan Kepala PD Mils nama Gubernur pada 

Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah 

menggunakan huruf kapital dan tidal menggunakan gelar. 
5. Penulisan nama Gubernur atas wewenang jabatannya pada Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan surat dapat menggunakan gelar. 
6. Penulisan nama Wakil Gubernur atas wewenang jabatannya dan atas nama 

Gubernur pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dapat 
menggunakan gelar. 

7. Penulisan Nama Selcretaris Daerah, Kepala PD/UKPD, atas wewenang 

jabatannya dan atas nama pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 

surat dapat menggunakan gelar dan Nomor Induk Pegawai (NIP). 

B. Pemarafan 

1. Setiap Naskah Dinas sebeltun ditandatangani oleh pejabat penandatangan 
terlebih dahulu clilakulcan pemarafan/diparaf. 

2. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah sebelum 

ditandatangani terleblh dahulu diparaf pada setiap lembar. 
3. Paraf sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh 

pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. 
4. Paraf sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 

merupakan bentuk kethrkaRan, memberlican koreksi/usulan, persetujuan 

terhadap konsep naskah dinas serta lkut bertanggung jawab atas muatan 
mater!, substansi, reclaksi dan pengetikan. 
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5. 	Paraf sebagaimana dinaaksud pada angka 4, mellputi: 
a. paraf hierarld, yang dilakukan paling sedikit oleh satu pejabat pada satu 

jenjang struktural di bawahnya; 

b. paraf koordinasi, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dart 
PD/UKPD terkait; 

c. Kepala satuan pelaksana dan/atau satuan pelayanan dan/atau yang 

setingkat clengan sebutan lain pada UPT/UKPD selalcu pengonsep Naskah 

Dinas harus memberikan paraf pada Naskah Dinas; 
d. Naskah Dinas dalam bentuk produk hukum daerah atau dalam bentuk 

surat yang alcan ditandatangani oleh Gubemur/Waldl 

Gubemur/Selcretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah harus melalui 

prosedur paraf koordinasi dalam lembaran perbal balk secara horizontal 
ataupun vertikal; 

e. pemaraf serta perbal dilalculcan oleh pimpinan PD/UKPD pengonsep dan 

pejabat/pimpinan PD/UKPD yang karena fungsi dan pembidangannya 

ikut bertanggungjawab atas mated konsep naskah dinas; 
f. pemaraf serta pertama adalah Kepala PD/UKPD dan dilanjutkan oleh 

Kepala PD/UKPD terkait; 
g. urutan pemaraf serta mencerminlcan tinglcat lcepel ningan dan keterkaitan 

PD/UKPD tersebut terhadap substansi perbal; 
h. lchusus untuk alur proses pembentukan naskah dinas dalam bentuk 

produk hukum (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur), 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pembentulcan produk 
hukum daerah; 

i. Untuk naskah dinas dalam bentuk Keputusan Gubernur dan non produk 

hukum, Kepala Biro Kepala Daerah memberikan paraf serta pada perbal 
setelah meneliti perbal atas redaksi dan format; dan 
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j. format lembaran perbal: 

PERBAL NASKAZI DIMAS 
DIISI OLEH UNIT YANG MENANGANI 
KESEKRETARIATAN/ BIRO DIISI 

KOH/ 
PROTOKOL 

OLEH BIRO UMUM DAN ADM. SEKDA/ 
BIRO HUKUM/ BAGIAN UMUM DAN 

BIRO UMUM DAN 
ADM. SEKDA/ BIRO KDH/ BIRO HUKUM/ 
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 
SEBAGAI PENGONSEP 

1. Dikegakan oleh 	: 1.  Diterima oleh Pengendali Surat : 
2.  Dinomori oleh 	: 

2. Diperiksa oleh 	: 3- Diketik oleh 
4. Ditaklik oleh 

3. Diedarkan oleh 5.  Oiterima oleh Pengirim Surat 
6.  Dikirim oleh 

4 Net telah disetujui oleh 7.  Perbal dan pertinggal disimpan : 
Unit yang menangani oleh 
Kesekretariatan/ Biro 
Umum dan Adm. Salida/ 
Biro KDH/ Biro Hukum/ 
Bagian Umum den 
Protokol : 

DIMAIUKAN PADA TGL. 	  

Hal/ Judul Naskah Dinas : 

No mar 	 Jakarta, 	 20 	 
Sifet 
Lampiran 

Pemaraf Serta : 

Tembusen : 

Ditetapkan oleh: 

Setelah selesal pembuatan naskah dinas, 
perbal ash dan pertinggal dIsera-ikan kepada 
Biro Umum den Mm. Sekda/ Biro KDH/ Biro 
Hukum/ Bagien Umum clan Protakol 

6. 	Pelaksanaan pemarafan pada Naskah Dinas dan pada lembaran perbal dapat 
dilakukan seeara elektronik. 
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C. Penandatanganan Naskah Dinas 

1. Gubernur 

a. Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalarn bentuk dart susunan 

produk hulcum daerah, terd1r1 alas: 

1) Peraturan Daerah; 

2) Peraturan Gubernur; 

3) Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan 

4) Keputusan Gubernur. 

b. Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 

surat, terdiri atas: 

1) instruksi; 

2) kesepakatan bersama 

3) perjanjian kelp. sama 

4) nota kesepakatan 

5) surat edaran; 

6) surat Masa. 

7) surat keterangarr 

8) surat perintah; 

9) surat 

10) surat perjanjian: 

11) surat tugas; 

12) seruan. 

13) surat kuasa; 

14) surat undangan; 

15) surat keterangan melaksanakan tugas; 

16) surat panggilan; 

17) nota clinas; 
18) pengumuman; 

19) laporan; 

20) rekomendast; 

21) benta acara; 

22) lernbar disposisi; 

23) piagam; 

24) sertifikafidan 

25) memo. 

c. Gubernur dapat melimpahkan atau mendelegasikan wewenang kepada 

pejabat dibawahnya. 
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2. Wakil Gubernur 

Wakil Gubernur sesuai kewenangan menandatangani Naskah Dims dalam 
bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat izin; 

e. surat keterangan melaksanakan tugas; 
f. nota dinas; 
g. surat undangan; 
h. telaahan staf; 
1. laporan; 
j. rekomendasi; 
k. lembar disposist; dan 
1. memo 

3. Sekretarls Daerah menandatangani Naskah Dinas sesuai kewenangannya, 
terdiri atas: 

a. keputusan; 
b. instrukst; 
c. surat edaran 
d. surat biasa; 
e. surat keterangan; 
f. surat perintah; 
g. surat izin; 
h. surat kuasa; 
i. surat undangan; 
j. surat keterangan melaksanakan tugas; 
k. surat pangglan; 
1. nota dinas; 
m. lembaran disposisi; 
n. telaahan staf; 
o. pengumuman; 
p. laporan; 
q. rekomendasi; 
r. berita acara; 
S. notulen; 
t. piagam; 
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u. sertlfikat; dan 

v. memo. 
4. 	Asisten Sekretaris Daerah atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. nota dinas; 

b. laporan; 

C. surat pengantar; 

d. notulen; 

e. memo; 

1. surat undangan; 

g. lembar disposisi; dan 

h. surat biasa. 

5. 	Kepala PD 

a. Kepala PD atas wewenang jabatannya menandalangani Naskah Dinas 
terdiri atas: 

1) Keputusan Kepala PD sesuai kewenangaruaya; 

2) instrukst 

3) surat edaran; 

4) surat biasa; 

5) surat keterangan; 

6) surat perintah; 

7) surat Uhl; 

8) surat lcuasa; 

9) surat undangan; 

10) surat keterangan melaksanakan tugas; 
11) surat panggitan; 
12) nota dtnas; 

13) telaahan staf; 

14) pengu muman; 

15) surat pengantar; 

16) laporan; 

17) rekomendasi; 

18) berita acara; 

19) lembar disposist 

20) sertifikat; 
21) plagam: dan 

22) memo. 
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b. Dalam hal tertentu. dapat berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ProvInsi DKI 

Jakarta selaku Kepala PD atas nama Gubernur menandatangani 

naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, yaitu STTPP. 
2) Inspektur Provinsi DK1 Jakarta, Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi DK1 Jakarta, Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DICI Jakarta, Kepala Badan 

Pengelolaan Met Daerah Provinsi DK1 Jakarta, dan Kepala Badan 

Kepegawafan Daerah Provins1 DIU Jakarta juga berwenang 

menandatangani Surat Edaran yang ditujukan kepada semua Kepala 
PD/UKPD. 

6. 	Wakil Kepala PD 

Wakil Kepala PD atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 
a. surat keterangan; 

b. surat perintah; 

c. surat lzin; 

d. surat keterangan melaksanakan tugas; 

e. nota dinas: 

f. telaahan sLaf; 

g. rekomendasi; 

Ii. lembar dispsosisi; dan 
i. memo. 

7. 	Sekretarts Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Provinsi DIG Jakarta 

Sekretarls Dew-an Penvakilan Raltyat Daerah Provinsi DK1 Jakarta atas 

wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan 

susunan surat, terdin atas: 
a. Keputusan Sekretarls Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Provinsi DKI 

Jakarta; 

b. surat biasa; 

c. surat keterangan; 

d. surat perintah; 

e. surat izin; 

f. surat Imasa; 

g. surat undangan; 

h. surat keterangan melaksanakan tugas; 

i. surat panggilase 
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j. nota dlnas; 

k. lembar dispos1s1; 

1. telaahan staf; 

pengumurnan; 

n. laporan; 

o. rekomendasi; 

p. berita acara- 

q. lembar disposisi; dan 

r. memo. 

8. Kepala UKPD 

Kepala UKPD atas wewenang jabatannya rnenanda I angani Naskah Dinas, 
terdiri atas• 

a. Keputusan Kepala UKPD sesuai kewenangannya; 

b. instruksi; 

c. surat edaraw 

d. surat biasa; 

e. surat perintah; 

f. surat tugas; 

g. surat kuasa; 

h. surat undangan; 

1. surat keterangan, 

j. surat keterangan melaksanakan tugas; 
k. surat panggilan; 

1. surat penga_ntar; 

m. nota dinas: 
n. telaahan staf; 

o. pengumuman; 

p. laporan; 

q. rekomendasi; 

r. berita acara; 

s. piagam; 

t. sertifiliat; 

u. lembar disposisi; dan 

V. memo. 

9. Selcretants PD 

a. Sekretarls PD yang membidangi ketatausahaan menandatangani 

Naslcah Dims dalam bentuk dan susunan surat yang bersifat internal, 
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terdiri alas: 

1) surat biasa; 

2) surat keterangan• 

3) surat perintah: 

4) surat kuasa; 

5) surat undangan; 

6) nota dinas; 

7) lembar disposisi; 

8) telaahan staf; 

9) laporan• clan 

10) memo. 

b. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan jabatarmya. 
10, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada PD 

a. Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada PD/UKPD menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang bersifat internal, terdiri atas: 
1) surat perintah; 

2) nota dlnas; 

3) surat lceterangan; 

4) surat izin; 

5) notulen; 
6) telaahan staf; 

7) laporan; 

8) surat undangan; dan 

9) surat biasa. 

b. Kewenangan penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud 

dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi clan kewenangan jabatarmya. 

11. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang atau Kepala Seksi pada PD/UKPD 

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dart susunan surat yang 
bersifat internal, terdiri alas. 
a. telaahan staf; 

b. laporan; 

c. surat keterangan; 

d. notulen; clan 

e. surat biasa. 
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12. Walikota /Bupati 

Walikota/Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 
surat, terdiri atas: 

a. Keputusan Walikota/Keputusan Bupati; 

b. instruksi; 

c. surat edaran- 

d. surat biasa; 

e. surat keterangan; 

f. surat perintah; 

g. surat &in; 

h. surat kuasa; 

i. surat undangan; 

j. surat keterangan melaksanakan tugas; 

k. surat panggilan; 

1. nota dlrxas; 

m. pengumuman; 

n. surat pengantar; 

o. laporan; 

p. rekomendasi; 

q. berita acara- 

r. piagam; 

s. serlifikat: 

t. lembar disposisi: dan 
u. telaahan star; 

v. memo. 

13. Wakil Walikota 	Bupati 

Wakil Walikota/Walcif Bupati atas wewenang jabatannya menandatangani 

Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri Maw 
a. surat b1asa; 

b. surat keterangan; 

c. surat perintah; 
d. surat 1zin; 
e. surat keterangan melaksanakan tugas; 
f. nota dinas; 

g. undangan; 
h. telaahan staf; 

1. laporan; 
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j. rekomendasi; 

k. lembar disposisi: dan 

1. memo. 

14. Sekretads Kota /Kabupaten 

Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi atas wewenang jabatannya 

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri 

atas: 

a. surat biasa; 

b. surat keterangan; 

c. surat perintah; 

d. surat inn; 

e. surat kuasa; 

f. surat undangan; 

g. surat keterangan melaksanakan tugas; 

h. surat panggilan; 

i. nota dinas; 

j. telaahan slat 

k. pengumuman; 

1. laporan; 

m. rekomendasi; 

n. berita acara; 

o. notulen; 

p. sertifikat; 

q. lembar dispostsi; dan 

r. memo. 

15. Asisten Sekretaris Kota /Kabupaten 

Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten atas wewenang jabatannya 

menandatartgant Naskah Dinas dalam bentuk dun susunan surat, terdirt 
atas: 

a. nota dinas; 

b. lembar disposisi; 

c. telaahan staf; 

d. laporan; 

e. surat pengantar; 

f. notulen; dan 

g. memo. 
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16. Camat 

Camat atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas, terdiri 

alas.  

a. keputusan camat sesuai dengan kewenangannya; 

b. surat biasa• 

c. surat keterangan; 

d. swat perintah; 

e. surat izin; 

E surat kuasa; 

g. surat undangan; 

h. surat keterangan melaksanakan tugas; 

1. surat panggilan; 

j. nota dinas; 

k. telaahan staf; 

1. pengumuman; 

m. laporan; 

n. rekomendasi; 

o. berita acara; 

p. lembar disposisi: dan 

q. memo. 

17. Wald Camat 

Wakil Camat atas wewenang jabatannya menandatangard Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. surat biasa; 

b. surat keterangan: 

c. surat perintah; 

d. surat izin; 

e. nota dinas. 

1. telaahan staf; 

g. laporan; 

it rekomendasi; 

i. lembar Wsposisi; dan 

J. memo. 

18. Sekretaris Kecamatan 

Sekretaris Kecamatan atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. surat biasa• 
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b. surat keterangan; 

c. surat perintah; 
d. surat undangan; 
e. nota dinas; 
f. surat keterangan melaksanakan tugas; 
g. laporan; 
h. lembar disposisi; clan 
i. memo. 

19. Lurah 

Lurah atas wewenang jabatannya menartdatangant Naskah Dinas, terdiri 
alas.  
a. Keputusan Lurah sesuai dengan kewenartgannya; 
b. surat biasa; 
c. surat keterangan; 
d. surat perintah; 
e. surat izin; 
f. surat !masa; 
g. surat undangan; 
h. surat keterangan melaksanakan tugas; 
i. surat panggilan; 
j. nota dinas; 
1c. telaahan staf; 

1. pengumuman; 
m. laporan; 
n. rekomendasi; 
o. berita acara; 
p. lembar disposisi; clan 
q. memo. 

20. Wakil Lurah 
Wakil Lurah atas wewenang jabatarmya men andatangani Naskah Din as 
dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat keterangan rnelnksanakan tugas; 
e. nota dinas; 
f, telaahan staf; 
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g. rekomendasi; 

h. memo; 

i. surat undangan; 

j. lembar disposist dan 

k. laporan. 

21. Sekretarls Kektrahan 

Sekretatis Kelurahan atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk clan susunan surat, terdiri atas: 

a. surat biasa; 

b. surat keterangan; 

c. stint perintah; 

d. surat undangan; 

e. nota 'Inas; 

f. telaahan staf; 

g. memo; 

h. lembar disposisi; clan  
1. laporan. 

D. Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Dinas Alas Nama Dan Untuk Behan 

1. Penandatanganan Naskah Dinas atas nama dan/atau untuk beliau, 

dilaksanakan apabila pejabat yang seharusnya menandatangani Naskah 

Dinas berhalangan tetap/sementara. 

2. Penandatanganan Naskah Dinas dapat dilakukan secara elektronik dan 

dilaksanakan dengan memperhatikan: 

a. efisiens1; 

b, kecepatan pelayanan mendesak/darurat; 

c. kecepatan pelayanan administrasi; 

d. atuasi dan kondlsl; 

e. alasan obyektif; 

f. beban dan volume kerja; dan 

g. sifat dan substansi surat. 

E. Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas 

1. Tinta yang digunakan untuk menulis/mencetak naskah dinas, berwarna 

hitam. 

2. TInta yang digunalcan untuk penandatanganan dan paraf Naskah Dinas 

berwarna Writ tua. 

3. Tinta yang digunakan untuk stempel berwarna ungu. 
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4. 'Pinta yang digunakan untuk keperluan keamanan Naskah Dinas berwarna 

merah. 

F. Contoh Penulisan Nama Dan Pemarafan Naskah Dinas 

1. 	Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk 

hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada 

sisi kid nama jabatan Gubernur diparaf oleh Sekretaris Daerah dan pada 

sisi kanan nama ;abatan Gubernur diparaf ()Jell Kepala Biro Hukum 

Sekretariat Daerah Provinsi DIU Jakarta; 

b. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa 

Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat 

pada sisi klri nama jabatan Gubernur diparaf oleh Sekretaris Daerah dan 

pada sisi kanan nama jabatan Gubernur diparaf oleh Kepala Biro Kepala 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 

c. penults= nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah berupa Peraturan 

Daerah dan Peraturan Gubernur, sebagai berikut: 

(x) GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, (KK) 

NAMAJELAS 

Keterangan 	(x) Paraf Sekretaris Daerah 
(2oc) Paraf Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 

d. penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah berupa Keputusan 

Gubernur, sebagai berikut: 

(x) GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, (ac) 

NA1VIAJEI.AS 

Keterangan 	(x) Paraf Sekretaris Daerah 
(2m) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi DIU Jakarta 
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e. penulisan nama dan pemarafan pada naskah dims yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berilud : 

(x) Gubernur Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, (xx) 

Kama Jelas 

Keterangan 	tx) Paraf Sekretaris Daerah 
(irri) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi DKI Jakarta 

2. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wald) Gubernur atas wewenang 

jabatarmya, sisi kin riama jabatan Wakil Gubernur diparaf oleh Sekretaris 

Daerah dan sisi kanan nama jabatan Wakil Gubernur diparaf oleh Kepala 

Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DIU Jakarta dengan 

Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam 

bentuk dan susunan surat, sebagai berikut: 

(x) Wakil Gubernur Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, find 

Nama Jelas 

Keterangan 	(x) Paraf Sekretaris Daerah 
(xx) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi DKI Jakarta 

3. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas wewenang 

jabatannya, sisi kaki nama jabatan Sekretaris Da erah diparaf oleh kepala 

biro/kepala PD Pengonsep dan sisi !canon nama jabatan Sekretaris Daerah 

diparaf oleh Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dengan 
ketentuan berikut: 

a. penulisan nama dan pemarafan pada Kaska') Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah sebagai berikut 

(x) SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, (xx) 

NAMA JELAS 
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b. penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dart susunan surat, sebagai berikut: 

ix) Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, (xx) 

Nama Jelas 

Keterangan 	(x) Paraf Kepala Biro/ Kepala PD pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Biro Umum 

4. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas 

wewenang jabatannya, sisi kin nama jabatan Asisten Sekretaris Daerah 

diparaf/disetujui oleh Kepala Biro/Kepala PD pengonsep dan sisi kanan 

nama jabatan Asisten Sekretaris Daerah diparaf oleh Kepala Biro 

Administrasi Sekretariat Daerah P rovinsi DKI JAlcarta, dengan Penulisan 

nama dan pemarafan/persetujuan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat ketentuan sebagal berikut: 

Aststen 
Sekretaris Daerah PrOVIIISI Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, (xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan 	(x) Paraf Kepala Biro/ Kepala PD pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Biro Administrasi Sekretariat 

Daerah. 

5. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro atas wewenang 

jabatannya, sisi kin mama jabatan Kepala Biro diparaf oleh Kepala Bagian 

pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Kepala Biro diparaf oleh Kepala 

Subbagian yang menangani ketatausahaan, berla ku ketentuan sebagai 
berikut: 
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a. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk data susunan produk hukum daerah, sebagai berikut: 

(x) KEPALA BIRO ... 
SEIURETARIAT DAERAH PRO VINSI 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, (xx) 

NAMA JELAS 

b. Penulisan nama dan pemarafan path Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berikul 

(x) Kepala Biro 

Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, (xx.) 

Nama Jelas 

Keterangan 	(x) Paraf Kepala Bagian pengonsep 
Paraf Kepala Subbagian yang menangani 
ketatausahaan 

6. 	Naskah Dinas yang ditandatangant oleh Walikota, sts1 Mr' nama jabatan 

Walikota diparaf/disetujui oleh Sekretarts Kota dan sIsi kanan nama jabatan 

Walikota diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, berlaku ketentuan 

sebagal berikut. 

a. Penulisan nama clan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah, sebagai berikut: 

(x) WALIKOTA JAKARTA ..•, 

NAMA JELAS 
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b. Penulisan nama clan pemarafan pada naskah dims yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat, sebagal berikut: 

	

(x) Walikota Kota Administra9 Jakarta 	 (xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Kota Administrasi 
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol 

7. Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Walikota atas 

wewenang jabatannya stsi kin i nama jabatan Walikota diparaf/disetujui oleh 

Sekretaris Kota dan sisi kanan nama jabatan Walikota diparaf oleh Kepala 

Bagian Umum dan Protokol dengan penulisan nama dan pemarafan pada 

Naskah Dinas yang dtrumuskan dalam bentuk dan susunan surat sebagai 

berikut: 

(9 Wakil Walikota Jakarta 	 (roc) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Kota 
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol 

8. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekreta_ris Kota atas wewenang 

jabatannya, sisi kid nama jabatan Selcretaris Kota dIparaf oleh Kepala UKPD 

pengonsep dan sits' kanan nama jabatan Sekretaris Kota diparaf oleh Kepala 

Bagian Umum dan Protokol, dengan pen ulisan nrtma dan pemarafan pada 

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dm susunan surat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

	

(x) Sekretaris Kota Administamsi Jakarta 	 (xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan 	(x) Paraf Kepala UKPD pengonsep 
Doc) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol 
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9. Naskah Dinas yang clitandatangan1 oleh Asisten Sekretaris Kota atas 

wewenang jabatannya, sisi kin i nama jabatan Asisten Sekretaris Kota diparaf 

oleh Kepala UKPD Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Asisten Sekretaris 

Kota diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol dengan penulisan nama 

dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan 

susunan surat dengan ketentuan sebagal berikut: 

(x) Asisten 
Sekretaris Kota Administrasi July 	(xx) 

Nama Jelas 

Keterangan 	(x) Paraf Kepala UKPD pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol 

10. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati, sisi 	nama jabatan 

Bupati dIparaf oleh Sekretaris Kabupaten dan sisi kanan nama jabatan 

Bupati diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daoralt, sebagai berikut 

(x) BUPATI KEPULAUAN SERIBU, (xoc) 

NAMAJELAS 

b. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dart susunan surat, sebagai berikut: 

(x) Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf SelcretarIs Kabupaten 
(xx) Paraf Kepala BagIan Umum dan Protokol 
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11. Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati atas wewenang 

jabatannya, sisi kin nama jabatan Walcil Bupati cliparaf oleh Sekretaris 

Kabupaten dan sisi kanan nama jabatan Wakil Bupati diparaf oleh Kepala 

Bagian Umurn dan Protokol dengan penuLisan nama dan pemarafan pada 

Naskah Dimas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(x) Wakil Bupati 
Kabupaten Kepulauan Ser1bu, (xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan 	(x) Paraf Sekretaris Kabupa Len 
(xoc) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol 

12. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten atas 

wewenang jabatannya, sisi kin nama jabatan Sekretarls Kabupaten diparaf 

oleh Kepala UKPD dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Kabupaten diparaf 

oleh Kepala Raglan Umum dan Protokol, dengan penulisan nama dan 

pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan 

surat dengan ketentuan sebagai berikut: 

(x) Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, hod 

Nama Jelas 

Keterangan 	Paraf Kepala UKPD pengonsep 
(xc) Paraf Kepala Bagian Ui nu in dan Protokol 

13. Naskah Dims yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Kabupaten atas 

wewenang jabatannya, sisi kin nama jabatan Asisten Sekretaris Kabupaten 

diparaf oleh Kepala UKPD pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Asisten 
Sekretaris Kabupaten diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, 

dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang 

dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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(x) Asisten 
Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan 	(x) Paraf UKPD pengonsep 
(xc) Paraf Kepala Baglan Li 11111 dan Protokol 

14. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD, pada s1si kin nama 

jabatan Kepala PD diparaf oleh Kepala UKPD/Bidang/Bagian pengonsep dan 

sisi kanan nama jabatan Kepala Perangkat Daerah diparaf oleh Sekretaris 

PD, berlaku ketentuan sebagai berikut. 

a. Penulisan nama dart pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah. 

(x) KEPALA PD ...... 
PROVINSI DAEFtAH KHUSUS 113LIKOTA JAKARTA, 

(xx) 

NAMA JELAS 

b. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat. 

(x) Kepala PD 	 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan 	(x) Paraf Kepala UKPD/ Baiting/ Bagian pengonsep 
(xx) Paraf Sekretaris PD 
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15. Naskah Dinas yang dttandatangani oleh Wakil Kepala PD atas wewenang 

jabatannya, ski kid nama jabatan Wald. Kepala PD diparaf oleh Kepala UKPD 

Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wald] Kepala PD diparaf oleh 

Sekretaris PD dengan PennKean nama dan pemarafan pada Naskah Dinas 

yang dirumuskan dalam bentulc dan susunan surat dengan ketentuan 

sebagai berilcut: 

Wakil Kepala PID 
Provins1 Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan 	(x) Paraf Kepala UKPD pengonsep 
(xx) Paraf Sekretaris PD 

16. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UKPD atas wewenang 

jabatannya, sisi kid nama jabatan Kepala UKPD diparaf oleh Pimpinan 

Kepala Seksi/Kepala Subbagian Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan 

Kepala UKPD diparaf oleh Kepala Subbagian yang menangani ketatausahaan, 

dengan penulisan nama dan pemarafan path Naskah Dinas yang 

dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai 

berilcut: 

(x) Kepala Suku Dinas/Badan 
Kota Administrasi Jakarta (xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan 	(x) Paraf Kepala Seksi/ Subbagian pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Subbagian tata usaha 

17. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwalcilan Rakyat 

Daerah Provinsi DKI Jakarta atas wewenang jabatannya, sisi kin nama 

jabatan Selcretarls Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah ProvinsI DKI Jakarta 

diparaf oleh pejabat Pengonsep dan sisi Icarian narna jabatan Sekretaris 

DPRD diparaf oleh Kepala Bagian yang menangani Ketatausahaan, dengan 

penulisan nama dan pernarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam 
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bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai berikut: 

(x) Sekretaris DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan : (x) Paraf Kepala Bagian pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum 

18. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Camat, sisi kirk nama jabatan Camat 

diparaf oleh pejabat pengonsep dart sisi kanan nama jabatan Camat diparaf 

oleh Sekretaris Kecamatan dengan penultsan nama dan pemarafan pada 

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(x) Camat Kecamatan (xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan 	(x) Paraf Subbagian/kasie pengonsep 
(n) Paraf Sekretaris Kecamatan 

19. Naskah Dinas yang ditandatangant oleh Wakil Camat atas wewenang 

jabatannya, sisi kin i nama jabatan Wakil Camat diparaf oleh pejabat 

pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wakil Camat diparaf oleh Sekretaris 

Kecamatan dengan penultsan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang 

dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

Walikota Camat Kecamatan 	 (n) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan 	(x) Paraf Subbagian/ 'caste pengonsep 
(xx) Paraf Sekretaris Kecamatan 
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20. Naskah Dinas yang ditandatangant oleh Sekretaris Kecamatan atas 

wewenang jabatarmya, sisi kin i nama jabatan Sekretaris Kecamatan diparaf 

oleh Kepala Subbagian Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris 

Kecamatan diparaf oleh Subbagian yang menangani Ketatausahaan dengan 

penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam 

bentuk dan susunan surat berlalcu ketentuan sebagat berikut: 

(4 Seltretaris Kecamatan 	(xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan : (4 Paraf Subbagian/ Kasie pengonsep 
(xx) Paraf Subbagian yang menangani ketatausahaan 

21. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah, sisi Mr! nama jabatan Lurah 

diparaf oleh pejabat pengonsep clan sisi kanan nama jabatan Lurah diparaf 

oleh Sekretaris Kelurahan dengan penulisan nama dan pemarafan pada 

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan 

keterttuan sebagal berikut: 

(x) Lurah Kelurahan 	 (xx) 

Nama Jelas 
NIP... 

Keterangan 	Paraf Pejabat pengonsep 
(xx) Paraf Seluttaris Kelurahan 
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22. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Lii rah atas wewenang 

jabatannya, sisi kin nama jabatan Wakil Ltnah cliparaf oleh pejabat 

pengonsep dan sisi kanan narna jabatan Wakil Lamb diparaf oleh Sekretaris 

Kelurahan dengan penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang 

dirumusican dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

(x) Walikota Lurah Kelurahan 	 (xx) 

Nama Jelas 
NIP ... 

Keterangan 	(x) Paraf Pejabat Pengonsep 
bad Paraf Sekretaris Kelurahan 

23. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan atas wewenang 

jabatannya, sisi kid nama jabatan Sekretaris Kelurahan diparaf oleh pejabat 

pengonsep dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Maas yang 

dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

(x) Sekretaris Kelurahan 	(xx) 

Nama Jelas 
NIP ... 

Keterangan : (x) Paraf pengonsep 
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DAB IX 

PENOMORAN NASKAH DINAS 

A. Penomoran Produk Hukum Daerah 

Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah 

(balk peraturan maupun keputusan) terdiri atas dua komponen, yaitu nomor urut 

dan tahun penetapan yang dibatasi dengan kata TAN UN dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

NOMOR )0C TAHUN 2000C 

 	I. xx : nomor unit 

jo.II.2occx : tahun penetapan/ 
dikeluarkan 

B. Penomoran Persuratan 

Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Penomoran surat dalam bentuk dan susunan nstniksi berlaku mutatis 

mutandis dengan ketentuan penomeran produk In du an daerah. 

2. Surat edaran terdiri alas tiga komponen, yaitu nomor unit, tulisan surat 

edaran dan tahun penbuatan yang masing-masing dibatasi garis miring 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Nomor: XX/SE0000C 

i. )0C 	: nomor unit 

ii. SE 	: Surat Edaran 

XXXX : tahun pembuatan 
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3. 	a. Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat lainnya terdiri 

atas dua komponen. yaitu nomor unit dan kode klasifikasi yang dibatas1 

garis miring dengan ketentuan sebagai berikut: 

Nomor: )000C.XXXX 

L. 	XX 	: nomor urut 

XX.XX.XX : kode klasifikasi 

b. Untuk penomoran Naskah Dinas 
(diberikan secara otomatis oleh 
berikut 

Nomor: EXX/)X.X000( 

Elektronik diawali dengan huruf E 
sistem), dengan ketentuan sebagai 

       

: Identitas Elektronik 

XX 	: nomor unit 

XX.XX.XX 	kode klasifikasi 

        

      

	f it.  

      

      

	up. 

 

       

4. Penomoran seruan dan pengumuman terdiri atas dua komponen, yaitu 

nomor unit dan tahun pembuatan yang dibatasi dengan kata TAHUN dengan 

ketentuan sebagai berikut 

NOMOR XX TAHUN =QC 

XX 	: nomor unit 

ii 	MOO( 	: tahun pembuatan 

5. Nomor peraturan, keputusan, instruksi, surat edaran, seruan, pengumuman 

dart surat lainnya yang rnenggunakan kode klasifikasi, masing-masing yang 

dicatat dalam buku tersendiri. 

6. Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud path angka 1, angka 2 dart 

angka 3 dimulai path awal bulan Januari dan beralchir pada alchir bulan 

Desember. 

7. Penomoran Naskah Dinas dikkulcan oleh induk tab usaha. 

8. Penomoran seluruh Naskah Dinas non produk hukum yang ditandantangani 

oleh Gubernur dilakukan oleh Biro Kepala Da emit Sekretariat Daerah 
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Provinsi DKI Jakarta. 

9. Penomoran seluruh Naskah Dinas procluk hulcum yang ditandantangani oleh 

Gubernur dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 

10. Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatariganl oleh Wakil Gubernur 

balk karena kewenangannya atau atas nama Gubemur dilalculcan oleh Biro 

Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. 

11. Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah atas nama Gubernur dilakukan oleh Biro Kepala Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

12. Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah karena kewenangannya dilakukan oleh Biro Umum dan Administrasi 

Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

13. Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 

nama Gubernur, dilakukan oleh Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah 

Provinsi DKI Jakarta. 

14. Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten 

Sekretaris Daerah atas kewenangannya yang bersifat internal dilakukan oleh 

Biro Umum dan Adininistrasi Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 

DKI Jakarta. 

15. Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 

kewenangannya, dilakukan oleh Sekretariat/Subbagian Ketatausahaan. 

16. Penomoran Naskah Dimas yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil 

Walikota dilakukan oleh Bagian Umum dan Protokol. 

17. Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati 

dilakukan oleh Bagian Umum dan Protokol. 

18. Penomoran Naskah Dinas yang ditandatanganl oleh Sekretaris Kota atas 

nama Walikota, Sekretaris Kota bertindak atas wewenang jabatanrwa, 

Asisten Sekretaris Kota. dilakukan oleh Bagian Umum dan Protokol. 

19. penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani deb Sekretaris Kabupaten 

atas nama Bupati, Sekretaris Kabupaten bertindak atas wewenang 

jabatannya, Asisten Sekretaris Kabupaten, dilalcuican oleh Bagian Umum dan 

Protokol. 

20. penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atau Kepala 

UKPD, pejabat lain atas nama kepala PD/UKPD, dilakukan oleh 

Sekretariat/Subbagian Ketatausahaan. 
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BAB X 

STEMPEL 

A. Jenis Stempel 

Jents stempel, terdiri atas: 

1. stempel Jabatan Gubernur; 

2. stempel Pemerintah Prcvinsi DKI Jakarta; 

3. stempel PD; dan 

4. stempel UKPD. 

B. Bentuk Stempel 

Bentuk stempel adalah bundar dan terdiri atas: 

1. garis lIngkaran luar; 

2. garis lingkaran tengalr 

3. garis lingkaran dalam; dan 

4. Is! stempel. 

C. ukuran stempel 

	

1. 	Ukuran garis tengah lingkaran antara laiir 

a. lingkaran luar sebesar 4 cm (empat sentimetern 

b. lingkaran tengah sebesar 3,8 cm (tiga koma delapan sentimeter); dan 

c. lingkaran dalam sebesar 2,7 cm (dua koma tujoh sentimeter). 

2. Ukuran garis tengah dapat diubah sesuai dengun kebutuhan pemberian 

pelayanan. 

3. Perubahan ulcuran chlakukan oleh dan dengan keputusan kepala PD yang 

bersangkutan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

D. 1st Stempel 

	

1. 	Is! stempel Jabatan Gubernur, terdiri alas. 

a. sebutan Gubernur DKI Jakarta; dan 

b. lambang negara Garuda Pancasila. 

	

2. 	Is! stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terclirl alas: 

a. sebutan Pemer1ntah Provinsi DKI Jakarta; dan 

b. lambang daerah Jaya Raya. 

	

3. 	Isi stempel PD, terchri alas: 

a. sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 

b. sebutan P13. dan 
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c. lambang daerah Jaya Raya. 

4. 	1st stempel UKPD, terdiri atas: 

a. sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 

b. sebulan PD; 

c. sebutan UKPD; dan 

d. lambang daerah Jaya Ray a. 

E. Penggunaan Stempel 

1. Penggunaan stempel ja-batan Gubemur, untuk mengesahkan Naskah Dinas 

yang ditandatangani oleh Guberrtur atau Wakil Gubernur. 

2. Penggunaan stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengesahkan 

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh SekreLaris Daerah atas nama 

Gubemur atau pejabat lain atas nama Gubernur. 

3. Penggunaan stempel PD, untuk mengesahkan Naskah Dimas yang 

ditandatangani oleh Kepala PD, Waldl Kepala PD al.au pejabat lain atas nama 

Kepala PD, 

4. Penggunaan stempel UKPD, untuk mengesahkan Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Kepala UKPD, Walcil UKPD atau pejabat lain atas nama 

Kepala UKPD. 

F. Penanggung Jawab Penggunaan Dan Penyimpanan Stempel 

1. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel jabatan 

Gubemur, stempel Pemerintah Provinsi DEl Jakarta adalah Kepala Biro 

Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

	

2. 	Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel PD, terdiri atas: 

a. stempel Sekretariat Daerah adalah Biro Umum dan Administrasi 

Selaetaris Daerah Sekertariat Daerah Provinsi DLit Jakarta. 

b. Stempel Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, stempel dinas, stempel badan, 

Satuan Polls! Pamong Praia Provinsi DKI Jakarta adalah Sekretaris. 

c. stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI 

Jakarta adalah Kepala Bagian yang menangarti ketatausahaan pada 

Selcretariat Dewar' Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

d. stempel kota administrasi dart kabupaten administrasi adalah Bagian 

Umum dan Protokol. 

	

3. 	Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel kecamatan adalah 

Sekretaris Kecamatan. 

	

4. 	Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel kelurahan adalah 
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Sekretaris Kelurahan. 

5. Penanggung jawab penggtmaan dan penyimpanan stempel LTKPD adalah 

kepala subbagian yang menangaril ketatausahaan pada UKPD yang 
bersanglrutan. 

G. Contoh Stempel 

1. Stempel Jabatan Gubernur 

2. 	Stempel Pemerintah Pmyinst DKI Jakarta 
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3. Stempel PD 

4. Stempel UKPD 

<rtv;14,7  

( 

1S*  
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BAB XI 

KOP NASKAH DINAS 

A. Jenis Kop Dinas 

Jenis Kop Naskah Dinas terdirt atas: 

1. Kop Naskah Dinas Jabatan Gubemur; 

2. Kop Naskah Dinas PD; dan 

3. Kop Naskah Dinas UKPD. 

B. Bentuk Kop Naskah Dinas 

Bentuk Kop Naskah Dinas, terdiri atas: 

1. Kop Naskah Dinas tanpa alamat; dan 

2. Kop Naskah Dinas dengan alamat. 

C. Ukuran Kop Naskah Dinas 

Ukuran huruf Kop Naskah Dinas diatur dengan perbandingan 1: 2: 3 (satu 

berbanding dua berbanding tiga), dengan rincian: 

1. Ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor 

faksimile, sttus, e-mail dan kode pos; 

2. Ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

atau kota administrasi/ kabupaten administrasi; dan 

3. Ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama PD/UKPD. 

D. Is! Kop Naskah Dinas 

Is! Kop Naskah Dinas Jabatan Gubemur 

Isi Kop Naskah Dinas Gubernur terdiri atas tulisan Gubemur Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta dan lambang negara berwarna kuning emas, yang 

ditempatkan secara sintetris pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah 
Dinas 

2. 	Is! Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi Dill Jakarta 

a. Is! Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DIU Jakarta tanpa alamat, 

terdtri atas tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

ditults tebal, dan lambang daerah Jaya Raya berwarrta hitam, yang 

ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman Kop 

Naskah Ulnas dan 

b. 1st Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat 

terdiri atas tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

ditulis tebal, alamat lenglcap, nomor telepon, nomor faksimile, situs, e- 
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mail, kode pos dan menggunakan lambang daerah Jaya Raya berwarna 

hitam, yang ditempatkan pada bagian kirk atas serta dibatasi dengan satu 

garis lurus panjang dengan ketebalan 2 25 (dua koma dua puluh lima) 

point. 

	

3. 	Is! Kop Naskah Dinas PD, terdiri atas: 

a. is! Kop Naskah Dinas PD tanpa alamat, terdiri alas tulisan nama PD, 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dinars tebal, dan menggunakan 

lambang daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara 

simetris pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas 

b. is! Kop Naskah Dims Perangkat Daerah dengan alamat, terdiri atas 

tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PD ditulis 

tebal, alamat lengkap, nomor telepon, nomor falcsimile, situs, e-mail, kode 

pos dan menggunakan lambang daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang 

ditempatkan pada bagian kid atas serta dibatasi dengan garis lurus 

panjang dengan ketebalan 2 25 (dua koma dua puluh lima) point. 

	

4. 	Is! Kop Naskah Dinas UKPD, terdiri atas: 

a. Is! Kop Naskah Dinas UKPD tanpa alamat, terdiri atas tulisan nama UKPD 

dan nama PD yang bersanglcutan ditulis tebal dan menggunakan lambang 

daerah Jaya Raya berwarna hitarn yang ditempatkan secara simetris pada 

bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas 

b. 151 Kop Naskah Dinas UKPD dengan alarnat, terdiri atas tulisan 

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, muna PD, nama UKPD yang 

bersangkutan ditulis tebal, alamat lenglcap, nomor telepon, nomor 

faksimile, situs, 	kode pos, dan menggunakan lambang daerah Jaya 

Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kin i atas serta 

dibatasi dengan garis lurus panjang dengan ketebalan 2,25 (dua koma dua 

puluh lirna) point. 

E. Penggunaan Kop Naskah Dinas 

1. Penggunaan Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur 

Penggunaan Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur digunakan untuk Naskah 

Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur a tau Wald! Gubemur. 

2. Penggunaan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

Penggunaan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan 

untuk Naskah Dams yang ditandatangani oleh SM.:retails Daerah atas nama 

Gubernur atau pejabat lain atas nama Gubernur. 

3. Penggunaan Kop Naskah Dinas PD 
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a. penggunaan Kop Naskah Dims PD ta_npa alamat untuk Naskah Dinas 

yang dkumuskan clalam bentuk dan susunan produk hulcum dan dalarn 

bentuk dan susunan surat tertentu; clan 

b. penggunaan Kop Naskah Dinas PD dengan alamat untuk naskah dinas 

yang dirurnuskan clalam bentuk dan susunan surat. 

4. Penggunaan Kop Naskah Dinas UKPD 

Penggunaan Kop Naskah Dinas UKPD digunakan untuk Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Kepala UKPD atau pejabat lain atas nama Kepala UKPD. 

F. Penanggung Jawab Penggunaan Dan Penyinmanan 

1. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas, 

Jabatan Gubernur, Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

adalah Kepala Bin Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

2. Penanggung jawab penggunaan dan penyirripmain Kop Naskah Dinas 

Sekretariat Daerah adalah Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat 

Daerah Sekretarlat Daerah Provinsi DM Jakarta. 

3. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas 

Pemerintah Provinsi DM Jakarta adalah Biro Kepala Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi DKI Jakarta atau dengart sebutan lain dan 

membawahi/menangani urusan ketatausahaan. 

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas PD 

adalah sekretaris PD atau dengan sebutan lain dan rnembawahi/ menangani 

urusan ketatausahaan. 

5. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas UKPD 

adalah kepala subbagian yang menangani ketatausahaan pada UKPD yang 

bersangkutan. 

G. Pemenggalan Kalimat/Kata 

Dalam menuliskan nama PD dan/atau UKPD tetap mengacu pada kaidah Bahasa 

Indonesia Bjaan Yang Disempurnakan. 
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H. Contoh Kop Naskah Dinas 

1. Kor Naskah Dinas Jabatan Gubernur 

  

 

Dunbang Negara 
berwarna kunIng emas 

GUBERNUR 
DAERAH KHUSUS ffiUKOTA JAKARTA 

2. 	Kop Naskah Dinas Perr_erintah Provinsi DIU Jakarta 

a. tanpa alamat 

PEMERINTAH PRO VINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

b. dengan alamat 

PEMER1NTAH PRO VINSI 
DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA 

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon Faksimile 

Website E-mail ... 
JAKARTA 

Kode Pos : 2000CC 
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3. 	Kop Naskah Dims PD 

a. tanpa alamat 

1) Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah 

SEKRETARIAT DAERAH 
PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

2) Kop Naskah Dinas PD 

DINAS PE1VIBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK 
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 

PROVINSI DAERAFI KHUSUS IBITKOTA JAKARTA 

b. dengan alamat 

1) Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah 

PEMER1NTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBLTKOTA JAKARTA 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon Faksimile 
Website ... E-mail ... 

JAKARTA 
Kode Pos : XXXXX 



2) Kop Naskah Dinas PD 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSLIS IBUKOTAJAKARM 
TUNAS HESEHATAN 

Jalan 	  Telepon Faksimile 
Website 	 E-mail ... 

.JAKARTA 
Kode Pos 

4. 	Kop Naskah Dinas UKPD 

a. tanpa alamat 

1) Kop Naskah Dinas UKPD 

SURU BADAN KEPEGAWAIAN 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 

2) Kop Naskah Dinas UPT 

UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA 
DINAS PEMUDA DANOLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA 
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3) Kop Naskah Dinas Biro Sekretadat Daerah Provinsi DKI Jakarta 

BIRO HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

b. dengan alarnat 

1! Kop Naskah Dimas UKPD 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PERHUBUNGAN 

SUKU DINAS PERHUBUNGAN 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 

Jalac 	 Telepon 	 Faks. 	Website E-mail ... 
JAKARTA 

Kode Pos : =Da 

2) Kop Naskah Dinas UPT Badan 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH 

PUSAT PENYIMPANAN EtARANG DAERAH 
Jalan 	Telepon 	 Faksimile 	Website E-mail ... 

JAKARTA 

Itode Pos : =out 
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3) Kop Naskah Dhaas Biro Sekertariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
SEKRETAR1AT DAERAH 

BIRO HUKUM 
Jalan 	  Telepon 	 Fax. 

Website • 	 Email • 	@....com 
JAKARTA 

Kode Pos xxxxx 
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DAB XII 

PAPAN NAMA 

A. Jenis Papan Nama 

Jertis papan nama terdiri alas: 

1. Papan Nama Kantor Gubernur; 

2. Papan Nama Kantor PD; clan 

3. Papan Nama UKPD. 

B. Bentuk Papan Nama 

Papan nama kantor Gubernur, kantor PD, dan kantor UKPD, berbentuk empat 

persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2: 1 (dua berbanding satu). 

C. Ukuran Papan Nama 

1. Ukuran papan nama untuk kantor Gubernur dan kantor PD/UKPD dapat 

dibuat serasi sesuai dengan luas areal dan besar bangunan. 

	

2. 	Ukuran standar papan nama untuk kantor Gubernur adalah 400 cm x 200 

cm (empat ratus sentimeter kali dua ratus sentimeter). 

3. Ukuran standar papan nama untuk kantor PD adolah 300 cm x 150 cm 

(empat ratus sentimeter kali dua ratus sentimeter). 

	

4. 	Ukuran standar papan nama untuk kantor Walikota/Bupati adalah 300 cm 

x 150 cm (tiga ratus seEtimeter kali seratus lima puluh sentimeter). 

5. Ukuran standar papan untuk kantor Camat adalah 200 cm x 100 cm (dua 

ratus sentimeter kali stratus sentimeter). 

6. Ukuran standar papan nama untuk kantor Lurah adalah 150 cm x 75 cm 

(seratus lima puluh serrrimeter kali tujuh puluh finn sentimeter). 

	

7. 	Ukuran standar papan nama unit kerja pada UKPD adalah 250 cm x 125 cm 

(dua ratus lima puluh sentimeter kali seratus dua puluh lima sentimeter) 

8. Papan nama kantor Gubernur, menggunalcan warna dasar laitam dengan 

tulisan berwama kuning emas, dengan perbandingan ukuran huruf 2 : 3 (dua 

berbanding tiga), dengan rincian: 

a. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan alamat lenglcup, nomor telepon, dan 

kode pos; dan 

b. ukuran huruf 3 Riga) untuk tulisan kantor Gubernur Dill Jakarta. 

9. Papan nama kantor PD menggunalcan warna dasar putih dengan warna 

tulisan hitam, perbandingan ukuran huruf 1 : 2 ; 3 (satu berbanding dua 
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berbanding tiga), dengan rincian: 

a. ukuran huruf I (salt) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, dan 
kode pos; 

b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 
c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan sebutan Kantor PD yang 

bersangkutan. 

10. Pap an nama kantor UKPD, menggunalcan warna dasar putih dengan warna 

tulisan hitam, perbandingan ukuran huruf 1 • 2 • 3 (satu berbanding dua 
berbanding tiga), dengan rincian: 

a. ukuran huruf 1 (sant) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon dan 

kode pos; 

b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 
c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama UKPD. 

11. Ulcuran papan nama mstansi lain yang berkantor dalarn kawasan kantor 

Gubemur, kantor PD dan/atau kantor UKPD, tidak boleh lebih besar dan 

papan nama }cantor Gubemur, kantor PD dan/atau UKPD. 

D. Is! Papan Nama 

1. Isi papan nama lcantcr Gubernur, terdiri atas tulisan Kantor Gubernur 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, alamat lengkap, nomor telepon dan kode 

pos serta menggunakan lambang negara berwarna kuning emas, yang 

ditempatican pada bagian tengah atas. 

2. Isi papan nama kantor PD, terdiri alas tullsan Pernerintah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, kantor nama PID yang bersangkutan, alamat 

lengkap, nomor telepon dan kode pos serta menggimakan lambang daerah 

Jaya Raya berwarna hitam putih, yang ditempatkan pada bagian tengah atas. 
3. Isi papan nama UKPD, terdiri atas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebutan 

PD yang bersangkutan, nama UKPD yang bersangkutan dengan 

menyebutIcan wilayah kota administrasi yang bersangkutan/kabupaten 
aciministrasi Kepulauan Seribu, alamat lengkap, nomor telepon, nomor 

faksimile dan kode pos, serta menggunalcan lambang daerah Jaya Raya 

berwarna hitam, yang clitempatkan pada baglan kid atas. 

E. Bahan Dan Penempatan 

1. Bahan papan nama kantor Gubemur kantor Walikota/Bupati dapat 

menggunalcan manner, beton atau bahan lainnya. 

2. Bahan huruf pada papan nama }cantor Gubemur, kantor Walilcota/Bupati 

dapat menggtnaalcan cat, seng/plat atau bahan lainnya. 



 

Lamb ang Negara 
berwarna Mining 
cams 

 

KANTOR GUBERNUR 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon 
JAKARTA 

Kocle Pos: "pcnoc 
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3. Penempatan papan nama kantor Gubernur, kantor Walikota/Bupati, di 

tempat yang strategis mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk 

gedung/bangunannya. dengan tinggi paling kurang 1 (satu) meter dad 
permukaan tanah. 

4. Bahan papan nama PD/UKPD dapat menggunakan lcayu, beton, seng/plat, 
atau bahan lainnya 

5. Saban huruf pada papan nama PD/UKPD dapat rnenggunakan cat, semen, 
seng/plat atau bahan -ainrxya 

6. Penempatan papan nama PD/UKPD di tempat yang strategis, mudah clillhat 

dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/bangunarmya, dengan tinggi 

paling kurang 1 (satu) meter dart permukaan tanah. 

7. Bagi beberapa PD/UKPD yang berada di bawah satu atap atau komplek 

perkantoran, dapat dibuatkan papan nama yang bertuliskan narna-nama 

PD/UKPD dalam satu papan nama yang serasi. 

8. Bentuk, ukuran dan isi papan nama PD/UKPD clisesuaikan dengan 

ketentuan peratu ran perundang-undangan. 

9. Penempatan papan nama diletakkan di tempat yang strategis, mudah dilihat 

dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/bangunannya. 

F. Contoh Bentuk, Ukuran, Dan Is! Papan Nana 

1. Pap an Nama Kantor Gubemur 



KANTOR WALIKOTA 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 

Jalan 	 Telepon 
JAKARTA 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

Kode Pos : =DOC 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS1BUKOTA JAKARTA 

DINAS KESEHATAN 

Jalan 	 Telepon Faksimile 
JAKARTA 

Kode Pos =XX 

PEMERINTAH PROV1NSI DAERAli KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

SEILRETARIAT DAERAH 

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon Faksinille 
JAKARTA 

Kode Pos : 20000( 

PEMERINTAI-: PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

HADAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Jalan Jenderal Achmad Yani Kay. 64 Nomor Telepon Faksimile 
JAKARTA 

Kode Pos : 30000( 
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2. Papan Nama PD 
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PERHUBUNGAN 

SUKU DI WAS PERHUBUNGAN 
KOTA ADMIN1STRASI JAKARTA UTAR.A 

Jalan 	  Telepon 	 Faksimile 
JAKARTA 

Kode Pos : MOOG 

PEMERINTAH FROWNS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 

KANTOR CAMAT 
KECAMATAN JAGAKARSA 

Jahn 	  Tele] ion ..... Fakshnile 
JAKARTA 

Kode Pos : 20:20ti 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
KOTA ADMIN1STRASI JAKARTA TIMUR 

KECAMATAN DUREN SAW IT 

KANTOR LURAH 
KELURAHAN PONDOK KOPI 

Jalan   Telepon 	 Faksimile 
JAKARTA 

Kode Pos : =QC 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

KANTOR BUPATI 
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 

JaIaii 	  Telepon 
JAKARTA 

Kode Pos : xxicoc 
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BAB XIII 

LOGO 

Penggunaan lambang/logo dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. penggunaan lambang/logo selain lambang daerah Jaya Raya tidak diperkenankan 
pada is! Kop Naskah Dinas Jabatan dan Kop Naskah DUris PD. 

b. penggunaan lambang/logo selain lambang daerah Jaya Raya diperkenankan pada 
sampul Naskah Dinas Jabiitan clan Sampul Naskah Dinas PD di sebelah kanan; 
dan 

c. penggunaan lambang/logo Saki lambang daerah Jaya Raya dapat diperkenankan 
pada setiap pendukung kegiatan antara lain berupa spanduk/banner, souvenir 
plakat, piala/thropy, brosur, seragam olahraga dan top!. 
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BAB XIV 

PEMBINAAN 

Pembinaan Tata Naskah Dinas dilaksanakan oleh: 

A. Seltretariat Daerah melalui biro yang bertanggung jawab/menangani bidang 

kelembagaan dan ketatalaksanaan bertanggung jawab melakukan pembinaan, 
meliputt 

1. sosialisasi; 

2. pendampingan; 

3. fasilitasi; dan 

4. konsultasi. 

B DMus Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta yang melakulcan 

pembinaan terhadap PD/UKPD, meliputi: 

1. bimbingan teknis; dan 

2. supervisi. 
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BAB XV 

PENYIMPANAN NASKAH D1NAS 

Penyimpanan Naskah Dinas dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kegiatan pengelolaan Naskah Dinas keluar harus (lido k umentasikan oleh unit 
pengelola dan unit kearsipan yang berupa sarana pengendalian Naskah Dinas 
dan pertinggal Naskah Dinas keluar; 

b. pertinggal Naskah Dinas keluar yang disimpan merupakan Naskah Dinas ash 
yang diparaf oleh pejabat eesuai dengan jenjang kewenangannya; 

c. penyimpanan pertinggal Naskah Dinas keluar diberkaskan menjadi satu 
kesatuan dengan Naskah Dinas masuk yang memiliki informasi atau subjek yang 
sama; dan 

d. penanggung jawab terhadap arsip adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Provinsi DIU Jakarta 
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BAB XVI 

PELAKSANAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

A. Naskah Dinas Elektronik 

Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik 

sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau diterima oleh pejabat 

yang berwenang dengan memanfaatkan telmologi informasi dan komunikasi 

dalam sebuah sistem yang meliputi peranglcat lunak dan basis datanya yang  
terhubung dengan jaringan intra pemerintah dan donut dialtses oleh semua 

pengguna aplikasi Naskah Dinas Elektronik 

B. Desain Sistem 

1. 	Arsitektur Naskah Dinas Elektronik 

Arsitektur Naskah Dinas Elektronik yang menggambarkan proses dan 

hubungan antar entitas di dalam sistem Naskah Dinas Elektronik dan 

terhubung dengan jaringan intra pemerintah ke seluruh PD/UKPD, BUMD 

dan/atau lembaga lain. 
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Gambar 1 
Arsitektur Naskatt DInas Elekfronik 

2. 	Cakupan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik 

a. komunikasi internal 

Komunilcasi internal merupalcan proses penyampaian informasi 

kedinasan yang tMalnfltan antar pej a bat di ii ngkungan Pemerintah 
Daerah yang meliputi : 

1) Naskah arias masulc internal 
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Naskah Dinas masuk internal merupakan Naskah Dinas yang dikirim 

oleh pejabat di lingkungan Pemerintali Daerah yang ditujukan kepada 

pejabal PD/UKPD. Dalam pengelolaan Naskah Dims masuk internal, 

aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas manajemen 

agenda Naskah Dinas masuk internal seeara otomatis untuk 

selanjutnya disimpan dalam basis data aplikasi Naskah Dinas 

Elektronik. 

2) Naskah Dinas keluar internal 

Naskah Dinas keluar internal merupakan Naskah Dinas yang 

clikirirolcan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

ditujukan kepada pejabat pada PD/UKPD dan tersimpan dalmn basis 

data aplikasi Naskah Dinas Elektronlk. Dalam pengelolaan Naskah 

Dinas keluar internal, aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyedialcan 

fasilitas : 

a) manajemen agenda Naskah Dinas keluar internal secara otomatis 
b) pembuatan konsep Naskah Dinas keluar internal dengan templat 

sesuai jenis dan format berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas 

b. komunikasi eksternal 

Komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian informasi 

kedinasan yang dilakukan antara pejabat di lingkungan Pemerintah 

Daerah dengan instansi atau perorangan di luar Pemerintah Daerah yang 
meliputi : 

1) surat dan Naskah Dinas masuk eksternal 

Surat dan Naskah Dinas masuk eksternal merupakan surat dan 

Naskah Dinas yang dikkim oleh instansi di luar Pemerintah Daerah 

atau perorangan yang ditujukan kepada pcjabat di lingkungan 

Pemerintah Daerah dan disimpan dalam basis data aplikasi Naskah 

Dinas Elektronik melalui pemindaian dokumen. Dalam pengelolaan 

Naskah Dinas masuk eksternal, aplikasi Naskah Dinas Elektronik 

menyediakan fasilitas manajemen agenda surat masuk secara 
otomatis dalam lsentuk : 

a) input data 

b) pencetakan lembar disposisi. 

2) Naskah Dinas keluar eksternal 

Naskah dinas keluar eksternal merupakan Naskah Dinas keluar yang 

dikirimIcan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
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ditujukan kepada instansi di luar Pemenntah Daerah atau perorangan 

dan disimpan dalarn basis data aplikasi Naskah Dinas Elektronik 

melalui pemindaian dokumen. Dalam pengelolaan Naskah Dinas 

keluar ekstenral, aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan 
fasilitas : 

a) manajemen agenda Naskah Dinas keluar secara otomatis 
b) pembuatan konsep Naskah Dinas keluar dengan templat sesuai 

jerils dan fcrmat berdasarkan peraturau perundangundangan 

mengenai Tata Naskah Dinas 

MULAI Ilndal 

f 
(:.5 Meng) 

Flak= Data Dan 
Surat Da Naskah Ya Unggah Naskah 

Dinas Masuk Dines Ke Dalam 
51stem 

Format File 
SELL5A1 

Tidak 

Ccunbar 2 
KoinurlUcasi Internal dan Eksfernal 

Mar Surat dan Naslcal blrtas Musulc 

Gantbar 3 
Kornartilcasi Internal dart Eksternal 

Alur Naskah DInas Keluar clan Templaf 

SELESAI ) 
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c. Disposisi 

Disposisi merupakan petunjuk mengenai tindak lanjut, tanggapan 

dan/atau arahan dart atasan kepada bawahan secara berjenjang terhadap 

surat dan Naskah Dinas. Dalam pengelolaan disposisi, aplikasi Naskah 

Dinas Elektronik menyediakan fasilitas penelusuran penyelesaian atas 

petunjuk dalam disposisi secara elektronik. 

Data Sant na 
( PAHA ) fluicali Meat Mara Kelton, Resume 

(5 Menit) 

lltlak Ya 

SELISAI Yanggapan (Hipps's' 
14  (5 menu) (5 Mena) 
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Alur 
Calabar 5 

Disposisi Gubemur 

Data Surat 
Ylaskali DInas 

Elan 
Masuk 

) 
r WewenaPE 

Ya 
V 

Tidak 

Rekam 
Tanggapan 
(5 menit) 

Disposisi 
(5 Menit) 

)411 4 

• 

Informasi Ice PD 
lain 

(5 Menit) 

MULAI 
C 
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Cambar 4 
Mur Disposist PD/1.1/10) 

d. diteruskan; 

Diteruskan merupakan suatu petunjuk mengenat surat dan naskah dinas 

masuk pada sistem Naskah Dinas Elektronik untuk diteruskan kepada 

PD/UKPD terkait sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan Dalam pengelolaan surat diteruskan, aplikast Naskah Dinas 

Elektronik menyediakan fasilitasi penelusuran penyelesaian otos 
petunjuk dalam diteruskan secara elektronik. 
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e diarsipkan; 

Diarsipkan merupakan suatu petunjult atas surat dan naskah dinas 

masuk pada sistem Naskah Dinas Elektronik untuk diarsipkan secara 

sistematis sesuai dengan pengelolaan pengandpa ii. 

f. informasi; 

Infomiasi merupakan pemberitahuan antar pengguna aplikasi Naskah 

Dinas Elektronik sebagal bentuk tindak lanjut terhadap petunjuk dalam 

disposisi. Dalam pengelolaan, aplikasi Naskah Dinas Elektronik 

menyediakan fasilitasi penyampaian informasi antar pengguna Naskah 

Dinas Elektronik. 

g. pembuatan Naskah Dinas dengan templat 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pembuatan 

Naskah Dinas dengan menggunakan templat yang menyatu dalam alur 

pembuatan agenda Naskah Dinas keluar untuk memberikan kemudahan 

dan keseragaman bag! pengguna Naskah Dinas Elektronik. Jenis dan 

format pembuatan Naskah Dinas dengan templat mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangkm rnek kgenai Tata Naskah Dinas 
h. penelusuran surat dan Naskah Dinas; 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas penelusuran 

surat dan Naskah Dinas untuk memantau kemajuan penyelesaian surat 

dan Naskah Dinas secara elektronik. 
i. agenda harian pimpinan 

Agenda harian pimpman merupakan jadwal keija pimpinan yang dicatat 

secara berkelanjutan dan disimpan dalam basis data aplikasi Naskah 

Dinas Elektronik. Apkikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas 

agenda harian pimpinan secara elektronik untuk memberikan 

kemudahan bagi pimpinan dalam merencanalian, memantau dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas kedinasan. 

—11dak— 
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fasilitas pencetakan data 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pencetakan data 

untuk kebutuhan harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang 
meltputi: 

1) Naskah Dinas masuk internal; 

2) Naskah Dinas keluar internal; 

3) surat dan Naskah Dims masuk ekstemal; 
4) Naskah Dinas ithluar ekstemal; 
5) data agenda harian pimpinan; 
6) data daftar disposisi pimpinan; 

7) mencetak lembar disposisi; 

8) mencetak lembar disposisi Gubernur yang dilimpahkan; 
9) mencetak lembar informasi; dan 
10) mencetak fisik arsip yang sudah dipindai. 

C. Spesifikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik 

Spesifikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik terdiri atas : 
1. 	spesifikasi fungsional, yang meliputi : 

a. identitas pengguna dan operator Naskah Dinas Elektronik 

Identhas pengguna Naskah Dinas Elektronik dan operator Naskah Dinas 

Elektronik terekam dalam aplilcasi Naskah Dinas Elektronik. Penambahan 

dan/atau penonaktfan identitas pengguna Naskah Dinas Elektronik 

dan/atau operator Naskah arias Elektronik dilakukan oleh administrator 
Naskah Dinas Elektronik 

b. agenda surat dan Naskah Dims masuk 

Penanganan agenda surat dan Naskah Dims masuk, melipun : 
1) input agenda 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyed(akan fasilitas input data 

agenda surat dan Naskah Dinas masuk, mencetak lembar disposisi 

dan/atau mencetak rekapitulasi surat dan Naskah Dinas masuk. Data 

agenda surat dan Naskah Dinas masuk yang ditnput kedalam aplikasi 

Naskah Dinas Elektronik, yaitu nomor, tanggal, perihal, tujuan, 

penginm, pokok masalah dan kecepatan tanggapan. Kecepatan 
tanggapan terdiri atas : 
a) amat segera, dengan batas w-aktu 3 (tigal jam setelah direspon; 
b) segera dengan baths waktu 6 (enam) jam setelah direspon; 
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c) pentirtg, dengan batas waktu 9 (sembilau) jam setelah direspon; 
dan 

d) Masa, dengan batas waktu maksimum 12 (dua belas) jam hari kerja 
setelab direspon. 

2) penyimpanan dokumen 

Surat dan Naskah Dinas masuk yang telah ditnput disimpan dalam 

basis data aplikasi Naskah Dinas Elekti 	onik. Mekanisme 
penyimpanan surat dan Naskah Dinas masuk yang telah cliinput 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) pemindatan dokumen, dilakukan oleh operator Naskah Dinas 

Elektronik apabila dokumen Naskah Dinas masuk yang diterima 

dalam bentuk format file yang telah tercetak 
b) unggah dokumen, dilakukan apabila dokumen Naskah Dinas 

masuk yang diterima dalam bentuk elektronik. 
3) rnelihat detail agenda 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas untuk 

mehhat detail substansi agenda surat dan Naskah Dinas masuk 
4) membuat catatan atac. disposisi 

aplikast Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasiMas pembuatan 

disposisi atas surat dan Naskah Dinas masuk sampai dengan 

pemantauan tindak lanjut atas petunjuk dalam disposisi. 
c. agenda Naskah Dinas keluar 

Agenda Naskah Dinas keluar dilakukan berdasarkan tindak lanjut atas 

petunjuk dalam disposisi dan/atau inisiatif PD/UKPD dengan mekanisme : 
1) pembuatan konsep Naskah Dinas keluar 

Pembuatan konsep Naskah Dinas keluar dapat dilakulian dengan 

menggunakan templat dengan jenis dan format berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenat Tata Naskah 

Dinas atau tanpa menggunakan templat. 
2) persetujuan konsep Naskah Dinas keluar 

Proses pembuatan konsep Naskah Dinas secara elektronik 
menggunakan templat mutat dan i proses koreksi revisi dan/atau 
perbaikan secara berulang dan beijenjang sesuai kebutuhan sampai 

dengan mendapatkan persetujuan melalut paraf koordinasi atas 

konsep Naskah Dinas dan i pejabat yang berwenang dan dapat 
dipantau dan dimonitor secara elektronik pada aplikasi Naskah Dinas 

Elektronik. 
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Penandatanganan dan penomoran Naskah Dinas Keluar dilaluthan 

secara elektronik untuk selanjutnya disimpan dalam basis data 
aplikasi Naskah Dinas Elektronik. 

3) pembuatan agenda Naskah Dinas keluar 

4) distribusi Naskah Dinas keluar 

Naskah Dinas keluar dapat didistribusi lcepada pihak terkait setelah 

dilakulcan proses penandatanganan clan per ton loran oleh pejabat yang 
berwenang. 

d. templat 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pembuatan 

naskah din as menggunakan templat dengan jenis dan format berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas 
dan berlalcu bag! seluruh PD/UKPD. 

e. pencarian dokumen surat dan Naskah Dinas 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyedialcan fasilitas pencarian 

dokumen stint dan Naskah Dinas untuk memudahkan pengguna aplikasi 

Naskah Dims Elektronik dalam mencari dokumen surat dan Naskah 
Dinas yang dibutuhlcan. 

2. 	Spesifficasi non fungsional, yang meliputi : 

a. keamanan aplilcasi, terdiri atas : 
1) identitas penggima dan Icata sandi 

Aplikasi Naskah. Dinas Elektronik menyedialcan fasilitas untuk 

melakulcan pengecekan identitas pengguna Naskah Dinas Elektronik 

atau operator Naslcah Dinas Elektronik dan kata sandi sehingga hanya 

dapat diakses sesuai kewenangan yang telah ditentukan bagi masing-

masing pengguna Naskah Dinas Elektronik atau operator Naskah 
Dinas Elektronik. 

2) antivirus 

Dalam menunjang keamanan penggunaan aplikasi Naskah Dinas 

Elektronik, PD/ UKPD, BUMD clan lembaga lain hams dilengkapi 

antivirus yang diperbaharui secara berlcala untuk menghindari 
serangan virus. 

3) pengarnan basis data 

Basis data pada aplikasi Naskah Dinas Eleldronth hams disalin dalam 

bentuk data cadangan secara berkala agar terpelihara dan terhindar 
dan risiko kehilangan/kerusalcan data. 
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4) tanda Langan elektronik 

Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang berisi 

informasi elektronik yang dilekatkan, terasoslasi dan terkait dengan 

informasi elelcronik yang digunakan sebagai alat veriftkasi dan 

autentikasi bagi pengguna aplikasi Naskah Dims Elektronik. 
b. pencatatan log aktivitas pengguna; 

Aplikasi Naskah Dinas Elektrontk menyediakart fasWtas mencatat setiap 

aktivitas pengguna Naskah Dinas Elektronik atau operator Naskah Dinas 

Elektronik yang berkaitan dengan sistem log dan digunakan untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Naskah Dinas pada 
aplikasi Naskah Dinas Elektronik. 

c. penghapusan dan pembatalan 

Aplikasi Naskah arias Elektronik tidak dapat melakukan penghapusan 

dan/atau pembatalan secara langsung terhadap dokumen surat clan 

Naskah Dinas. Penghapusan dan/atau pembatalan dapat dilakukan 

menggunalcan mekartisme flag untuk menandakan status validitas suatu 
dokumen surat dan Naskah Dinas. 

d. antisipasi kegagalan dan gangguan. 

Dalam hal terjadi kegagalan dan/atau gangguan pada aplikasi Naskah 

Dinas Elektronik, pengguna Naskah Dinas Elektronik dan/atau operator 

Naskab Dinas Elelcronik melakukan pengelolaan Naskah Dinas secara 
manual terlebih dahulu. 

D. Unsur Pendukung Sistem Naskah Dinas Elektronik 

1. unsur pendulcung sistem Naskah Dinas Elektronik haus disediakan 

PD/UKPD, I3UMD dan lembaga lain guna mendukung kelancaran 
penggunaan aplikasi Naskah Dinas Elektronik, meliputi : 
a. jaringan komputer; 

b. perangkat keras; dan 

c. perangkat lunak. 

E. Pengelolaan Dan Pembinaar: Naskah Dinas Elektronik 
1. pengelolaan 

a. Pengelolaan sistem Naskah Dinas Elektronik dilaksanakan oleh PD yang 

menangani urusan Perpustakaan clan Kearsipan dibantu oleh PD yang 

menangani urusan Komunikasi, Informatika dan Statistic. 
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b. Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik dilaksanalcan oleh masing-masing 
PD/111tPD, BUMD dan lembaga lain 

2. pembinaan 

a. pembinaan Naskah Dinas Elektronik dilaksanakan oleh PD yang 

menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan, ineliputi 
1) pengembangan konsep sistem Naskah Dinas Elektronik; dan 
2) bimbingan teknik operasional pengelolaan Naskah Dinas Elektronik 

b. pembinaan teknik sistem Naskah Dinas Elektronik terkait teknologi 

informasi dan komunikasi dilaksanalcan oleh PD yang menangani urusan 
Komunikasi, Inforrnatika dan Statistik, meliputi 
1) pengembangan sistem Naskah Dinas Elektronik; 
2) pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem Naskah Dinas 

Elektronik; 
3) pengelolaan infrastrulctur clan jaringan sistem Naskah Dinas 

Elektronik; dan 

4) pengelolaan keamanan data. 

F. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik 

Monitoring dan Evaluasi dilaksa_nalcan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu 

sesuai kebutuhan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilalcukan dengan 

membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi melalui Keputusan Guberriur. 

G. Lain-lain 
1. 	penggunaan aplikasi Naskah Dinas Elektronik dikecualikan terhadap : 

a. Naskah Dinas yang menimbulkan pembebanan keuangan daerah• 
b. Naskah Dinas rahasia; 
c. Naskah Dinas clan surat masuk yang berisi inforrnasi yang dikecualikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. Naskah Dinas yang formatnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

2. 	pengembangan sistem Naskah Dinas Elektronik secara lebih menyeluruh dan 

berkelanjutan sesuai kebutuhan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 

menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan berkoordinasi dengan 

Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi, Informatika dan 
Statistilc. 
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3. pembuatan Naskah Dinas secara elektronik berbentuk Produk Hukum 

Daerah agar menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai tata cara penyusunan Produk Hukum Daerah dan 

terintegrasi dalarn Sistem Naskah Dinas Elektronik. 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Ltd 
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